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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 

merupakan bentuk saah satu bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang telah 

dilaksanakan selama tahun 2024. Berdasarkan dokumen rencana strategis 2023-

2026 dan rencana kerja tahun 2024 terdapat 2 sasaran yaitu Meningkatnya 

Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan sasaran 2 yaitu 

Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata 

kelola pertanahan dengan 4 indikator yaitu 1. Luasan permukiman kumuh, indikator 

ini dicapai melalui program Kawasan permukiman 2. Persentase rumah tangga yang 

menghuni rumah layak dan terjangkau, indikator ini dicapai melalui program 

pengembangan perumahan, 3. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan 

aman yang didukung dengan PSU, indikator ini dicapai melalui program Peningkatan 

Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Peningkatan Pelayanan 

Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman, 4. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan, indikator ini dicapai 

melalui Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program Redistribusi 

Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dan 

Program Penatagunaan Tanah. 

Capaiain realisasi untuk indikator Luasan permukiman kumuh sebesar 100% dengan 

realisasi sebesar 130.70 Ha dari target sebesar 160 Ha. Pada tahun 2024 merupakan 

awal renstra dengan target luasan permukiman kumuh yang akan ditangani sebesar 

372.75 Ha. Pada tahun 2024 Dinas Perkim Provinsi Banten telah melaksanakan 

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha 

sampai dengan di Bawah 15 ( Lima Belas) Ha di Desa Curug panjang Kec. Cikulur 

Kab. Lebak dan Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak seluas 2,3 Ha. Capaian 

kinerja tahun ini lebih kecil dibanding tahun 2022 hal ini diakrenakan adanya 

pengurangan anggaran yang dialihkan untuk yang lebih prioritas. 

Capaian realisasi Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan 

terjangkau sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 77% dari target sebesar 77%.. 

Pada tahun 2024 Dinas Perkim Provinsi Banten telah melaksanakan pembangunan 

rumah bagi korban bencana sebanyak 218 unit dengan realisasi sebanyak 218 unit. 



Pembangunan rumah korban bencana terdampak banjir di Kabupaten Pandeglang 

yaitu di Kecamatan Cimanggu sebanyak 1 unit, Kecamatan Sukaresmi sebanyak 3 

unit; Kecamatam Cikeusik sebanyak 1 unit; Kecamatan Cigeulis sebanyak 8 unit; 

Kecamatan Jiput sebanyak 1 unit; Kecamatan Mandalawangi sebanyak 3 unit; 

Kecamatan Saketi sebanyak 6 unit; Kecamatan Kadu Hejo sebanyak 8 unit; 

Kecamatan Mekar Jaya sebanyak 4 unit; Kecamatan Banjar sebanyak 1 unit; 

Kecamatan Cimanuk sebanyak 4 unit; Kecamatan Menes 7 unit; Kota Serang di 

Kecamatan Kasemen sebanyak 10 unit; Kecamatan Cipocok Jaya sebanyak 1 unit; 

Kecamatan Serang sebanyak 2 unit; Kecamatan Curug sebanyak 1 unit; Kabupaten 

Lebak di Kecamatan Warunggunung sebanyak 1 unit; Kecamatan Cikulur sebanyak 

1 unit; Kecamatan Cimarga sebanyak 1 unit; Kecamatan Cileles sebanyak 3 unit; 

Kecamatan Rangkasbitung sebanyak 14 unit; Kecamatan Muncang sebanyak 53 unit; 

Kabupaten Serang di Kecamatan Cinangka sebanyak 2 unit; Kecamatan Pontang 

sebanyak 1 unit; Kecamatan Tirtayasa sebanyak 1 unit; Kecamatan Mancak sebanyak 

5 unit; Kecamatan Anyer sebanyak 33 unit. selain melaksanakan pembangunan 

rumah korban bencana, juga melaksanakan rehabilitasi rumah korban bencana 

sebanyak 42 unit di Kabupaten Pandeglang sebanyak 42 unit, Kabupaten Lebak 

sebanyak 21 unit da Kota Serang sebanyak 1 unit. 

Capaian realisasi Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang 

didukung dengan PSU sebesar 99,44% dengan realisasi 99,32% dari target sebesar 

99,88%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini yaitu peningkatan 

kualitas prasarana sarana dan utilitas umum permukiman dengan realisasi sebanya 

1872 Lokasi dari target sebanyak 1863 Lokasi, terdapat 9 lokasi yang tidak dapat 

dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya kesalahan lokasi. Dari realisasi sebanyak 

1863 Lokasi tersebar di Kabupaten/kota diantaranya Kota Serang sebanyak 131 

Lokasi, Kabupaten Serang sebnayak 319 Lokasi, Kabupaten Pandeglang sebanyak 

307 Lokasi, Kabupaten Lebak sebanyak 210 Lokasi, Kabupaten Tangerang sebanyak 

415 Lokasi, Kota Tangerang Selatan sebanyak 128 Lokasi dan Kota Cilegon 

sebanyak 6 Lokasi. 

Capaian Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan sebesar 100% dengan 

realisasi 5 Dokumen dari target 5 dokumen. Indikator terkait sub bidang pertanahan 

yang sudah dilaksanakan adalah penetapan lokasi sedangkan untuk Program 

Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah 



Absentee Dan Program Penatagunaan Tanah hanya melaksanakan rapat internal, 

secara kinerja belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, hal ini karena masih menjadi 

kewenangan Pusat (Kanwil Kementrian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten 

Kota). Sedangkan penetapan lokasi telah dilaksanakan yaitu Pengadaan tanah untuk 

Pembangunan Sstem Saluran Pembawa Air Baku Karian - Serpong (KSCS), 

Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Cikande Beserta 

Outlet Transmisi Terkait, Pengadaan tanah ruas Jalan Tol Serang – Panimbang, 

Pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga – Rajeg dan Pembangunan Bendungan 

Karian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan 

Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 

Anggaran 2024 dapat diselesaikan.  

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan 

kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, 

capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pr ovinsi Banten Tahun 2023-

2026 serta mengakselerasikan dengan rencana pencapaian Tahun 2023-2026.  

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan 

dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten di masa yang akan 

datang, Amin.  
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Bab I 

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, 

diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) yang mengintegrasikan dari system perencanaan, pemrograman,  

penganggaran,  serta pelaksanaan program dan kegatan yang kemudian dituangkan 

dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP). 

LKIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LKIP akan diuraikan mengenai 

history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran. 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 

berkewajiban menyusun LKIP tahun 2024 selambat-lambatnya dua bulan setelah 

berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 

88 tahun 2021, LKIP ini berisi ikhtisar pencapaian sasaraan srategis sebagai mana 

telah dietapkan dalam perjanjian kerja. Pencapaian sasaran tersebut  menjelaskan 

mengenai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat  dan Kawasan Permukiman, 

capaian kinerja tahun untuk, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan 

target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan 

dan kegagalan programnya. 

 

1.2. Maksud & Tujuan 

Maksud dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah perwujudan dari 

pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Banten yang 

dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi Banten. Tujuan dari Laporan  

Akuntabilitas  Kinerja  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan Kawasan Permukiman Tahun 

Anggaran 2024 adalah: 
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1. Memberikan gambaran perihal kinerja Pemerintah Provinsi Banten Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024. 

2. Memberikan PertanggungJawaban/Akuntabilitas terhadap penyelenggaraan 

program pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di lingkungan Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. 

 

1.3. Dasar Hukum 

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Banten ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2000  tentang  Pembentukan  Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka 

Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3881); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887). 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4252); 
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9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4846); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5038); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5494); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran 

Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran 

Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4567); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang  Manajemen  Aparatur Sipil 

Negara; 

20. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

21. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan  

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025; 

22. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi 

Perangkat Daerah Provinsi Banten; 

23. Peraturan Daerah  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2023; 

24. Peraturan Gubernur banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas 

Pokok, Fungsi, Tipe, Sunan Organisasi dan tata Kerja; 

25. Peraturan Gubernur banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah; 

26. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. 

 

1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata 

Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah; dan (2) 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala 



 

 

5 

dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah.  

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di 

bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di 

bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah 

provinsi. 

Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman terdiri atas :  

1. Kepala Dinas;  

2. Sekretaris, membawahkan :  

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

▪ Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana  

2. Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda.  

3. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan :  

1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta 

Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;  

4. Kepala Bidang Permukiman, membawahkan:  

1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta 

Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;  

5. Kepala Bidang Pertanahan, membawahkan:  

1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta 

Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;  

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.  

Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Utama dan Jenjang Ahli Madya. 
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Gambar 1.1  Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 
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Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan 

Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan 

kepada Daerah provinsi. 

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai 

berikut: 

a. Pengembangan Perumahan; 

b. Kawasan Permukiman; 

c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); 

d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

e. Pengelolaan Izin Lokasi; 

f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; 

g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; 

h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan; 

i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum 

dan Tanah Absente; 

j. Penetapan Tanah Ulayat; 

k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/terlantar; 

l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/terlantar; 

m. Penatagunaan Tanah; 

n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah; 

o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan; 

p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 

Pertanahan; 

q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau; 

r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan; 

s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan 
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t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas 

dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan. 

Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang uraian tugas 

jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas 

dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah 

sebagai berikut: 

1.  Kepala Dinas 

a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai 

tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam 

menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan 

pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta 

bidang pertanahan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 

1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas 

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; 

2) Menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan 

Permukiman; 

3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan 

Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang 

telah ditetapkan; 

4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan 

tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan 

yang berlaku; 
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5) Merumuskan penyelenggaraan: 

a. Pengembangan Perumahan; 

b. Kawasan Permukiman; 

c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); 

d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan 

Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

e. Pengelolaan Izin Lokasi; 

f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; 

g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; 

h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan; 

i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan 

Maksimum dan Tanah Absente; 

j. Penetapan Tanah Ulayat; 

k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar; 

l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar; 

m. Penatagunaan Tanah; 

n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah; 

o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan; 

p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan 

Kelembagaan Pertanahan; 

q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau; 

r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan; 

s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan 

t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan. 

6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin 

pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; 

7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan 
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8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Sekretaris 

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas -117 - Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam perumusan, penetapan, 

pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana 

Strategis Dinas; 

2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan 

kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat; 

3) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan 

kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat; 

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat; 

5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, 

pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di 

lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; 

6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah; 

7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah; 

9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah; 

12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah; 

13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah; 
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14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas; 

15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif 

kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas; 

16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Sekretariat; 

17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan 

18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat 

menyurat, penyelengaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, 

kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas 

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut : 

1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 

3) Membagi tugas kepada bawahan; 

4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; 

5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

6)   Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah; 

7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat 

Daerah; 
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9)   Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada dinas; 

10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada dinas; 

11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada dinas; 

12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang; 

13)  Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; 

14)  Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

15)  Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Kepala Bidang Perumahan 

a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas 

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan 

perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta 

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana 

Strategis dinas; 

2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan 

dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang; 

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; 

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang; 

5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi: 

a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program Provinsi; 

b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 
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c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program Provinsi; 

d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau 

Relokasi Program Provinsi;dan 

e. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang 

Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta 

Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tingkat 

Kemampuan Menengah. 

6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD; 

7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas; 

8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada 

bidang; dan 

9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

5. Kepala Bidang Permukiman 

a. Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas 

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan 

perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta 

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Kepala Bidang Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana 

Strategis dinas; 

2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan 

dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang; 

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; 

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang; 

5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi; 

a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha 

sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha; 
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b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 

(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha; 

c. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

Permukiman 

6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;  

7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas; 

8) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas 

9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

6. Kepala Bidang Pertanahan 

a. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan 

perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta 

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. 

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana 

Strategis dinas; 

2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan 

dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang; 

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan 

bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; 

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang; 

5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi: 

a. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 

b. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di 

Wilayah Provinsi; 

c. Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi; 

d. Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis 

Nasional (PPSN); 
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e. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota; 

f. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

g. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian 

Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota; 

h. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah 

Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota; 

i. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota; 

j. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong; 

k. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 

l. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca 

Reklamasi; 

m. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong; 

n. Rekomendasi Teknis Membuka Tanah; 

o. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah 

Kabupaten/Kota; 

p. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca 

Reklamasi; 

q. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset 

Pemerintah; 

r. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik 

Masyarakat Miskin; 

s. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi 

Pemerintah, Svvasta, dan Masyarakat; 

t. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi 

Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong; 

u. Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten; 

v. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan; 
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w. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di 

Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah 

Perbatasan dan Pulau Terpencil; 

x. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH); 

dan 

y. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. 

6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD; 

7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas; 

8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada 

bidang; dan 

9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

Sumber Daya Manusia 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Banten berdasarkan data tahun 2024 sebanyak 58 orang. 

Menurut Golongan Jabatan lebih didominasi golongan III sebanyak 47 orang (81,03%) 

hal ini sejalan dengan umur pegawai. Menurut Pendidikan lebih didominasi tingkat 

pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 28 orang (48,27%) dan dibarengi dengan tingkat 

pendidikan magister (S2) sebanyak 23 orang (39,65%) artinya memiliki potensi yang 

cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi. Menurut Peta 

Jabatan, jabatan struktural sebanyak 6 Jabatan dan telah terisi, jabatan sub 

koordinator dari tiap- tiap bidang sebanyak 9 Jabatan dan sudah terisi sebanyak 9 

Orang. Pejabat fungsional arsiparis sebanyak 1 orang, sehingga ke depan diharapkan 

jabatan fungsional lebih dioptimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam 

melaksanakan tupoksi. Menurut Jenis Kelamin lebih didominasi jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 45 orang (77,58%). Potensi SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 1 sampai dengan tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Daftar Pegawai PNS Berdasarkan Pendidikan  
  

NO. 
PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN  

S3 S2 S1 D4 D3 SLTA SLTP SD   

           

1.  
1 25 25   5 1     57 Orang   

1 25 25 0 5 1 0 0 57 Orang   

 

Tabel 1.2 REKAPITULASI JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN  
              

NAMA DAERAH : PROVINSI BANTEN       

No. Urusan 
JUMLAH PEGAWAI 

Gol 1 Gol II Gol III Gol IV Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(3)+(4)+(5)+(6) 

1 
Kepala Dinas 
(Eselon II) 

      1 1 

2 Eselon III     1 3 4 

3 Eselon IV     1   1 

4 
JFT / 
Penyetaraan 

    7 3 10 

5 Staf / Pelaksana   1 37 3 41 

JUMLAH *) 0 1 46 10 57 

 

Sarana dan Prasarana 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menempati 

Gedung Perkantoran seluas 2.255,88 M2 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi 

Banten (KP3B). Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung 

pelaksanaan tupoksi pelayanan berupa peralatan dan asset keseluruhan tercatat 

sejumlah Rp. 133.204.173.513.4. Alat angkutan darat roda 4 sebanyak 22 unit dalam 

kondisi baik. Alat angkutan darat roda 2 sebanyak 24 unit, semua dalam kondisi baik. 

Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 4.717 unit dalam kondisi baik. Data sarana 

dan prasarana yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Banten. 

 

1.5. Isu-isu Strategis 

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena 
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dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan 

pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang 

pembangunan daerah. 

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) 

tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Banten periode 2023-2026 sebagai berikut:  

a. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Provinsi 

Banten. 

 Masih terdapatnya backlog (kepemilikan) yang tinggi di wilayah Provinsi 

Banten 

 Belum terjangkaunya sistem pembiayaan formal oleh masyarakat yang 

memiliki preferensi hunian layak huni sesuai dengan ekosistem pembiayaan 

yang ada 

 Bank – Bank Himbara yang melaksanakan program rumah subsidi melalui 

FLPP (sekarang BP Tapera) belum terkoneksi dengan preferensi bagi 

masyarakat terutama informal (masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak 

tetap namun layak secara finansial mis: pemilik usaha UMKM, 

enterpreneurship, dll) 

 Kompleksnya rantai pasok penyediaan rumah umum (subsidi dan komersil) 

belum mampu untuk mengefisienkan harga perolehan rumah dan juga 

efektivitas layanan Seperti pembebasan lahan, bahan baku perumahan, 

teknologi, pajak, perijinan, manajemen, serah terima PSU, dsb 

b. Belum optimalnya fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara 

yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi. 

 Masih rendahnya pemahaman masyarakat bertempat tinggal di daerah rawan 

bencana dan pemahaman masyarakat terhadap rumah tahan bencana 

 Terbatasnya ketersediaan lahan pada zona aman bencana 

 Banyaknya hunian yang berada pada kawasan rawan bencana seperti banjir, 

gempa bumi, tsunami, puting beliung, abrasi/gelombang pantai, longsor dan 

sebagainya 

 Penyediaan atau stok lahan perumahan yang aman dari bencana 
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c. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertangani kewenangan provinsi. 

 Masih terdapatnya kawasan kumuh di wilayah Provinsi Banten 

 Kurang optimalnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan 

permukiman di Provinsi Banten juga menjadi salah satu masalah yang 

harus dihadapi 

 Masih ada rumah tangga yang memiliki hunian dengan luasan kurang dari 

7 m2 per kapita 

 Terdapat rumah dengan dinding yang belum memenuhi standar seperti 

menggunakan anyaman bambu, batang kayu, bambu dan lainnya 

 Masih adanya rumah tangga yang membuang tinja (limbah padat) ke 

sungai, danau, kolam, sawah, lubang tanah, pantai, kebun, dan lainnya 

 Masih mimiliki permasalahan kawasan kumuh pada aspek bangunan, 

jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air minum, status tanah, 

ketersediaan fasilitas damkar yang belum memenuhi standar perumahan 

yang aman dan layak huni 

d. Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan persampahan, 

jalan lingkungan, drainase lingkungan dan sanitasi di kawasan permukiman.  

 belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di 

permukiman 

 belum optimalnya serah terima PSU ke Pemerintah Kabupaten/Kota agar 

bisa ditangani/ditingkatkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota 

 masih kurangnya kualitas penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas 

umum di permukiman 

 belum optimalnya  sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum 

yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta 

prasaranam sarana, dan utilitas umum 

e. Belum ada penetapan lokasi kawasan permukiman yang menjadi kewenangan 

provinsi.  

f. Belum optimalnya penataan akses reforma agraria 

g. Masih minimnya penyelesaian kasus tanah negara. 

 Masalah sengketa tanah garapan 

 Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh 

Pemerintah Daerah 
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 Masalah ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 

 Masalah tanah kosong. 

 

1.6. Proses Bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Keterkaitan Proses Bisnis dengan Cascading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Gambar 1.3 Keterkaitan Proses Bisnis dengan Struktur Organisasi 
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Gambar 1.4 Proses bisnis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

 

Gambar 1.5 Peta Sub Proses Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

 

Gambar 1.6 Peta Relasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
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1.7 Cascading 

 

 

Gambar 1.7 Cascading Dinas Perkim
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1.8. Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP Internal Tahun Sebelumnya 

TABEL 1.1 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI LKIP OPD PROVINSI BANTEN 
TAHUN 2023 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
 

No TEMUAN REKOMENDASI  TINDAK LANJUT 

PROGRES TL 
EVIDENCE YANG 

DISAMPAIKAN  Belum 
Dalam 
Proses 

Selesai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Dalam dokumen cascading 
terdapat jabatan Sekretaris 
Daerah yang dijadikan sebagai 
pengampu kinerja pada level 
strategis daerah atau ultimate 
outcome, yang seharusnya kinerja 
tersebut diampu langsung oleh 
Gubernur yang kemudian 
diturunkan pada kinerja urusan 
bidang perumahan rakyat atau 
intermediate outcome yang 
diampu oleh Kepala Perangkat 
Daerah 

Melakukan koordinasi dan 
konsultasi dengan Bappeda 
Provinsi Banten terkait 
penyusunan cascading 

1) Telah berkoordinasi dengan 
Bappeda pada tanggal 28 
Maret 2024, dan telah disusun 
pohon kinerja dengan 
pendampingan dari Bappeda, 
dan selanjutnya perbaikan 
cascading 

2) Hasil korodinasi bahwa 
cascading direvisi dengan 
menghilangkan jabatan 
Sekretaris Daerah yang 
dijadikan sebagai pengampu 
kinerja pada level stratgis 
daerah 

   Pohon Kinerja dan 
Cascading hasil 
pedampingan dengan 
Bappeda Provinsi Banten 

2. Dokumen perencanaan kinerja 
dipublikasikan pada website 
Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Banten 
belum tepat waktu 

Dokumen perencanaan kinerja 
dipublikasikan pada website 
Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman Provinsi 
Banten belum tepat waktu  

Dokumen perencanaan kinerja 
telah dipublikasikan pada website 
Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Banten 
akan di up load tepat waktu  

 √ 
√ SC Website Dinas Perkim 

3. Dokumen perencanaan telah 
dimanfaatkan untuk mewujudkan 
hasil yang berkesinambungan, 
anggaran dan aktivitas yang 
dilaksanakan telah mendukung 
kinerja yang ingin dicapai, 
rencana aksi dipantau secara 
triwulanan, setiap bidang dan 

Seluruh pegawai memahami 
dan peduli serta berkomitmen 
dalam mencapai kinerja yang 
telah direncanakan 

a) Menyampaikan Dokumen 
perencanaan telah 
dimanfaatkan untuk 
mewujudkan hasil yang 
berkesinambungan, anggaran 
dan aktivitas yang 
dilaksanakan telah 

  
√ a) Monev bulanan dan 

triwulanan internal 
b) Laporan kinerja 

triwulanan sub 
kegiatan, kegiatan, 
program dan sasaran 
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No TEMUAN REKOMENDASI  TINDAK LANJUT 
PROGRES TL 

EVIDENCE YANG 
DISAMPAIKAN  Belum 

Dalam 
Proses 

Selesai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

pegawai memahami dan peduli, 
serta berkomitmen dalam 
mencapai kinerja yang telah 
direncanakan. Namun belum 
seluruhnya pegawai memahami 
dan peduli serta berkomitmen 
dalam mencapai kinerja yang 
telah direncanakan 

mendukung kinerja yang ingin 
dicapai 

b) Memantau tindak lanjut 
rencana aksi secara 
triwulanan, setiap bidang dan 
pegawai memahami dan 
peduli, serta berkomitmen 
dalam mencapai kinerja yang 
telah direncanakan 

4. Pengukuran kinerja telah 
dijadikan dasar dalam pemberian 
reward dan punishment, 
mempengaruhi penyesuaian 
strategi, kebijakan, aktifitas, 
penyesuaian anggaran dalam 
mencapai kinerja, namun terdapat 
beberapa yang belum terpenuhi 
yaitu: 
1) Pengukuran Kinerja belum 

menjadi dasar dalam 
penyesuaian 
(pemberian/pengurangan) 
tunjangan 
kinerja/penghasilan, Berita 
Acara pengendalian SAKIP 
berupa hasil Pengukuran 
Kinerja hanya dipakai dalam 
rangka pemenuhan syarat 
admnistrasi TPP keluar 

2) Pengukuran Kinerja belum 
menjadi dasar dalam 
penempatan/penghapusan 
jabatan baik struktural 
maupun fungsional. 

Melakukan koordinasi dengan 
Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Banten terkait dengan 
pengukuran kinerja dijadikan 
dalam menjadi dasar dalam 
penyesuaian (pemberian/ 
pengurangan) tunjangan 
kinerja dan 
penempatan/penghapusan 
jabatan baik struktural maupun 
fungsional 

1) Telah dilakukan koordinasi 
dengan BKD setiap bulannya 
terkait dengan pengukuran 
kinerja dijadikan dalam 
menjadi dasar dalam 
penyesuaian 
(Pemberian/pengurangan) 
tunjangan kinerja. 
Adapun hasil koordinasi yang 
telah dilaksanakan setiap 
bulannya selama tahun 2023 
adalah: 

 Terdapat 2% dari 58 
pegawai hasil review 
pimpinan dengan nilai 70-
90 diberikan TPP sebesar 
80% 

 Pegawai Dinas Perkim 
yang mengisi aktivitasnya 
di aplikasi SIKAP kurang 
dari 6000 menit/bulan 
sebanyak 7% dari 58 
pegawai, setiap pegawai 
dipotong 3% dari nilai TPP  

  

√ 
1) Rekomendasi TPP 

dan TPP pegawai 
tahun 2023 

2) Surat dari Kepala 
Dinas Perkim perihal 
perubahan 
nomenklatur bidang 
pertanahan, nomor 
800/1279/perkim.1/22
023, tanggal 6 
Desember 2023 
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No TEMUAN REKOMENDASI  TINDAK LANJUT 
PROGRES TL 

EVIDENCE YANG 
DISAMPAIKAN  Belum 

Dalam 
Proses 

Selesai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Pegawai Dinas Perkim 
yang tidak melakukan 
presensi 1 hari tidak 
masuk/terkena akumulasi 
setiap bulan melebihi 7 jam 
sebanyak 14% dari 58 
pegawai, setiap pegawai 
tersebut TPP-nya dipotong 
3% 

2) Hasil pengukuran kinerja telah 
mempengaruhi jabatan Kepala 
Bidang Pertanahan disatukan 
dengan Bidang lain mengingat 
kinerjanya tidak terlalu berat. 
Dengan hasil analisis sebagai 
berikut: 

 Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman 
hingga tahun 2023 sesuai 
Renstra tahun 2023-2026 
melaksanakan 3 (Tiga) 
Program urusan bidang 
pertanahan, yaitu program 
Pengelolaan Ijin Lokasi, 
Program Pengadaan 
Tanah untuk Kepentingan 
Umum, Program 
Redistribusi Tanah dan 
Ganti Kerugian Tanah 
Kelebihan Maksimum dan 
Tanah Absentee yang 
diampu oleh Dinas Pekrim 
dari 13 program sesuai 
Peraturan Gubernur Nomor 
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No TEMUAN REKOMENDASI  TINDAK LANJUT 
PROGRES TL 

EVIDENCE YANG 
DISAMPAIKAN  Belum 

Dalam 
Proses 

Selesai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

48 Tahun 2022 tentang 
SOTK  

 Usulan perubahan 
nomenklatur bidang telah 
disampaikan ke Pj. 
Sekretaris Daerah Provinsi 
Banten dengan nomor 
800/1279/Perkim.1/2023 
tanggal 6 Desember 2023 

 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Internal telah dilaksanakan sesuai 
standar, pendalaman yang 
memadai dan dilaksanakan pada 
seluruh bidang, namun belum 
menggunakan teknologi informasi 
(aplikasi) 

Meningkatkan pemanfaatan 
informasi laporan kinerja oleh 
seluruh pegawai sehingga 
dapat mempengaruhi 
perubahan budaya kerja lebih 
baik 

Menyiapkan/membangun sistem 
informasi perencanaan dan 
pengumpulan data sebagai alat 
ukur pencapaian kinerja terhadap 
perjanjian kinerja perangkat 
daerah 

  
√ Aplikasi disiapkan oleh 

Bappeda Provinsi Banten 
melalui aplikasi SIMRAL 

5. Rekomendasi atas hasil evaluasi 
triwulanan tahun 2023 telah 
dutundaklanjuti, namun 
rekomendasi Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
(AKIP) tahun 2022 belum 
sepenuhnya ditindaklanjuti 

Menyelesaikan tindak lanjut 
seluruh rekomendasi Hasil 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) 
tahun 2022 

Telah menyelesaikan tindak lanjut 
seluruh rekomendasi Hasil 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 
2022 

  
√ Matrik Tindak lanjut hasil 

evaluasi LKIP Dinas 
Perkim tahun 2022  

6.  Melakukan koordinasi dan 
konsultasi dengan Tim 
Implementasi SAKIP 
Pemerintah Provinsi tentang 
penggunaan aplikasi dalam 
pelaksanaan pengukuran dan 
evaluasi akuntabilitas kinerja 
internal 

Berkoordinasi dan konsultasi 
dengan Tim Implementasi SAKIP 
Pemerintah Provinsi tentang 
aplikasi dalam pelaksanaan 
pengukuran dan evaluasi 
akuntabilitas kinerja internal 

  
√ Aplikasi dalam 

pelaksanaan pengukuran 
dan evaluasi akuntabilitas 
kinerja internal dibangun 
dan dikelola oleh 
BAPPEDA Provinsi 
Banten. Pengukuran 
kinerjanya diverifikasi 
oleh Tim Verifikasi dari 
mitra BAPPEDA 
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1.9. Sistematika Laporan 

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, mengacu pada Permen PAN dan 

RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Ini berisikan empat bab 

Utama yang terdiri dari : (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kineja; (3) Akuntabilitas 

Kinerja; dan (4) Penutup. 

Bab I Pendahuluan  

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang 

dihadapi organisasi.  

Bab II Perencanaan Kinerja  

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan 

Bab III Akuntabilitas Kinerja  

A. Capaian Kinerja Organisasi  

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan 

analisis capaian kinerja sebagai berikut:  

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja; tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;  

3. Membandingkan realisasi kinerja samai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi;  

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);  

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;  

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;  
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7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja.  

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan 

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja.  

Bab IV Penutup  

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah 

di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.  

Lampiran:  

1) Perjanjian Kinerja;  

2) Surat pernyataan telah direviu;  

3) Berita Acara LHE;  

4) Lain-lain yang dianggap perlu 
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Bab II 

Perencanaan Kinerja 

 

2.1    Perubahan Rencana Strategis 2023 2026 

Sebuah Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka menengah (mid-

term planning), yang terdiri atas visi, misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, 

tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Visi merupakan rumusan umum mengenai 

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus 

menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh OPD pada tahun ke-

5 (lima) mendatang (akhir periode perencanaan).  Visi memegang peranan 

penting dalam menentukan tujuan OPD dimasa yang akan datang. 

Dalam periode 2023-2026, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah 

“BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” 

sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu 

mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan 

mewujudkan seluruh masyarakat Banten lebih sejahtera. 

Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya 

ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 sebagai bentuk 

konkret upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut. Adapu Misi Pembangunan 

ProvinsinBanten tahun 2005-2025 yaitu: 

1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat 

dan Cerdas; 

2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan 

Berkeadilan; 

3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang 

Lestari; 

4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan 

Berwibawa. 
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Tabel 2.1 

Rencana Strategis Tahun 2023-2026  

Tujuan, Sasaran/Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja  

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 

NO TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Terwujudnya 
pemerataan 
pembangunan 
dan kualitas 
pertumbhan 
ekonomi 

1.1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan 

Capaian SAKIP (Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah) OPD (Satuan: Nilai) 

72 70-80 70-80 70-80 70-80 

 1.1.1 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Provinsi 

Persentase Ketercapaian dari 
Seluruh Kegiatan pada Program 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

100 100 100 100 100 

 1.1.1.1 Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, Dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase Perencanaan, 
Penganggaran, Dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

100 100 100 100 100 

 1.1.1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

100 100 100 100 100 

 1.1.1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik 
Daerah Pada Perangkat Daerah 

Persentase Administrasi Barang 
Milik Daerah Pada Perangkat 
Daerah 

100 100 100 100 100 

 1.1.1.4 Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah 

Persentase Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah 

100 100 100 100 100 
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NO TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 1.1.1.5 Kegiatan Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

100 100 100 100 100 

 1.1.1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100 100 100 100 100 

 1.1.1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

100 100 100 100 100 

 1.1.1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100 100 100 100 100 

 1.2 Meningkatnya Kualitas rumah, 
penataan kawasan permukiman 
yang layak dan tata Kelola 
pertanahan 

Luasan permukiman kumuh 
(Satuan: Hektar) 

264.00 219,00 160,00 67,43 0 

  1.2.1 Program Kawasan Permukiman Luasan Kawasan Kumuh yang 
ditangani (Satuan: Hektar) 

264.00 219,00 160,00 64,89 0 

  1.2.1.1 Kegiatan Penataan Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas 
10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di 
Bawah 15 (Lima Belas) Ha 

Persentase Ketercapaian Penataan 
Kawasan Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha 
sampai dengan di Bawah 15 (Lima 
Belas) Ha (Satuan: Dokumen) 

100 100 100 100 100 
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NO TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  1.2.1.2 Kegiatan Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha 
sampai dengan di Bawah 15 (Lima 
Belas) Ha 

Persentase luasan permukiman 
kumuh yang ditangani (Satuan: 
Hektar) 

100 100 100 100 100 

  1.3  Presentase rumah tangga yang 
menghuni rumah layak dan 
terjangkau (Satuan : Persentase) 

60,79 60.83 77 77 88.66 

  1.3.1 Program Pengembangan 
Perumahan 

Presentase Penyediaan Rumah 
korban bencana skala Provinsi 
(Satuan : Persentase) 

 43.50 62.34 81.75 100 

  Presentase relokasi rumah 
terdampak program Provinsi 
(Satuan : Persentase) 

 25 50 75 100 

  Persentase Rumah Layak Huni 
(Satuan : Persentase) 

85.18     

  1.3.1.1 Kegiatan Pendataan Penyediaan 
dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program 
Provinsi 

Persentase Pendataan Penyediaan 
dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program 
Provinsi (Satuan : Persentase) 

100 100 100 100 100 
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NO TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  1.3.1.2 Kegiatan Sosialisasi dan 
Persiapan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program 
Provinsi 

Persentase Ketercapaian  
Sosialisasi dan Persiapan 
Penyediaan dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana atau 
Relokasi Program Provinsi (Satuan 
: Persentase) 

100 100 100 100 100 

  1.3.1.3 Kegiatan Pembangunan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program 
Provinsi 

Persentase Pembangunan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program 
Provinsi (Satuan : Persentase) 

100 100 100 100 100 

  1.3.1.2 Kegiatan Pendistribusian dan 
Serah Terima Rumah bagi Korban 
Bencana atau Relokasi Program 
Provinsi 

Persentase Ketercapaian  
Pendistribusian dan Serah Terima 
Rumah bagi Korban Bencana atau 
Relokasi Program Provinsi (Satuan 
: Persentase) 

100 100 100 100 100 

  1.4  Cakupan lingkungan permukiman 
yang sehat dan aman yang 
didukung dengan PSU (Satuan : 
Persentase) 

88,97 91,73 99.44 99.44 100 

  1.4.1 Program Peningkatan Prasarana, 
Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 

Persentase penyediaan prasarana 
sarana dan utilitas umum (PSU) 
permukiman (Satuan : Persentase) 

88.97 91.73 99.44 99.44 100 
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NO TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  1.4.1.1 Kegiatan Urusan 
Penyelenggaraan PSU 
Permukiman 

Persentase Urusan 
Penyelenggaraan PSU 
Permukiman (Satuan : Persentase) 

100 100 100 100 100 

  1.4.2 Program Peningkatan Pelayanan 
Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, 
Dan Registrasi Bidang Perumahan 
Dan Kawasan Permukiman 

Persentase Sertifikasi dan 
Registrasi bagi Pengembang 
Tingkat Kemampuan Menengah 
(Satuan : Persentase) 

100 100 100 100 100 

  1.4.2.1 Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi 
bagi Orang atau Badan Hukum 
yang Melaksanakan Perancangan 
dan Perencanaan Rumah serta 
Perencanaan Prasarana, Sarana 
dan Utilitas Umum PSU Tingkat 
Kemampuan Menengah 

Persentase Sertifikasi dan 
Registrasi bagi Pengembang 
Tingkat Kemampuan Menengah 
(Satuan : Persentase) 

100 100 100 100 100 

  1.5  Persentase pemenuhan sub urusan 
pertanahan 

100 100 100 100 100 

  1.5.1 Program Pengadaan Tanah Untuk 
Kepentingan Umum 

Presentase pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum yag selesai 
tepat waktu (Satuan : Persentase) 

100 100 100 100 100 
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NO TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  1.5.1.1 Kegiatan  Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Umum di Wilayah 
Provinsi 

Persentase Ketercapaian kegiatan 
Penetapan Lokasi Pengadaan 
Tanah untuk Kepentingan Umum di 
Wilayah Provinsi (Satuan : 
Persentase) 

100 100 100 100 100 

  1.5.2 Program Redistribusi Tanah Dan 
Ganti Kerugian Tanah Kelebihan 
Maksimum Dan Tanah Absentee 

Presentase redistribusi tanah dan 
ganti kerugian tanah kelebihan 
maksimum dan tanah absentee 
(Satuan : Persentase) 

100 100 100 100 100 

  1.5.2.1 Kegiatan Penetapan Subyek dan 
Obyek Redistribusi Tanah Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 

Persentase Ketercapaian  
Penetapan Subyek dan Obyek 
Redistribusi Tanah Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi (Satuan : 
Persentase) 

100 100 100 100 100 

  1.5.3 Program Penatagunaan Tanah Presentase penggunaan tanah 
yang hamparannya lintas daerah 
kabupaten/kota (Satuan : 
Persentase) 

100 100 100 100 100 

  1.5.3.1 Kegiatan Perencanaan 
Penggunaan Tanah yang 
Hamparannya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

Persentase Ketercapaian Kegiatan 
Perencanaan Penggunaan Tanah 
yang Hamparannya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

100 100 100 100 100 



 

 

36 

2.1.1 Visi Dan Misi 

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi Renstra 

periode tahun 2017-2022 serta memperhatikan RPJMD tahun 2017-2022, Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyusun Rencana 

Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 

Tahun 2023-2026, sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 

Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. 

Adapun tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026 yang mengacu 

kepada empat (4) misi diatas diuraikan sebagai berikut: 1) Misi 1. Mewujudkan 

Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas, 

dilakukan melalui dua tujuan yaitu: (i) meningkatkan kualitas sumber daya Manusia; 

(ii) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja. 2) Misi 2. 

Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan 

Berkeadilan, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni meningkatkan kualitas 

pertumbuhan ekonomi. 3) Misi 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup yang Lestari, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni mewujudkan 

pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. 4) Misi 4. Mewujudkan Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, dilakukan melalui satu (1) tujuan 

yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun tujuan 

pada rencana strategis tahun 2022 – 2026 yang hendak dicapai dan selaras dengan 

amanat RPJPD 2005 -2025 dan RPD 2022 – 2026 adalah “Terwujudnya 

Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, Infrastruktur 

Permukiman dan Keciptakaryaan yang Handal berlandaskan Iman dan Taqwa 

guna mencapai Lingkungan yang Aman, Nyaman, Produktif dan 

Berkelanjutan”. Selanjutnya, lebih ringkas keterkaitan antara misi RPJPD, tujuan 

RPD Tahun 2022 – 2026 dengan Renstra Dinas PKP Tahun 2022 – 2026 disajikan 

pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Tujuan RPD dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026 

Misi RPJPD Tujuan RPD Indikator 
Tujuan RPD 

Tujuan 
PD/Renstra 

Indikator 
Tujuan PD 

Mewujudkan 
Perekonomian yang 
Maju dan Berdaya 
Saing secara Merata 
dan Berkeadilan 

Terwujudnya 
pemerataan 
pembangunan 
dan kualitas 
pertumbhan 
ekonomi 

Indeks Williamso 
n 

Meningkatnya 
pembangunan 
infrastruktur 
perumahan, 
permukiman, dan 
pertanahan yang 
terpadu dan 
berkelanjutan 
untuk 
keseimbangan 
pembangunan 
antar daerah. 

(i) Luasan 
permukiman 
kumuh (ii) 
Presentase 
rumah tangga 
yang menghuni 
rumah layak 
dan terjangkau 
(iii) Cakupan 
lingkungan 
permukima n 
yang sehat dan 
aman yang 
didukung 
dengan PSU 
(iv) Persentase 
pemenuhan 
sub urusan 
pertanahan 

Mewujudkan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang 
yang Baik, Bersih, 
dan Berwibawa 

Terwujudnya tata 
Kelola 
pemerintahan 
yang baik, bersih 
dan berwibawa 

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
kinerja 
penyelenggaraa n 
pemerintahan 
daerah pada 
perangkat daerah 

Capaian SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

 

Sasaran yang hendak dicapai guna meraih tiap tujuan Renstra PD Tahun 2022 – 

2026 mengarah kepada sasaran dan tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2022 – 2026 

serta Misi RPJPD Tahun 2005 – 2025. Keterkaitan antara sasaran Renstra PD 

dengan tujuan PD mencerminkan pelaksanaan urusan, sub urusan, program dan 

indikator kinerja yang akan dilaksanakan. 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 2 misi dan 2 tujuan yang terkait 

dengan pelaksanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan 

keciptakaryaan yaitu: Misi - Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya 

Saing secara Merata dan Berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan kualitas 

pertumbuhan ekonomi. Misi - Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang 

yang Baik, Bersih, dan Berwibawa dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Lebih disajikan pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Sasaran RPD Tahun 2022 – 2026 dan Renstra                                                     

Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026 

Misi Sasaran RPD 
Indikator 
Sasaran 
RPD 

Sasaran PD 
Indikator 
Sasaran PD 

1 Mewujudkan 
Perekonomian 
yang Maju dan 
Berdaya Saing 
secara Merata 
dan Berkeadilan 

Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas 
infrastruktur dasar 
dan infrastruktur 
strategis 

Indeks Daya 
Saing 
Infrastruktur 

1)Meningkatnya 
kualitas rumah, 
penataan kawasan 
permukiman yang 
layak dan tata kelola 
pertanahan 

(i) Luasan 
permukiman 
kumuh (ii) 
Presentase 
rumah tangga 
yang menghuni 
rumah layak dan 
terjangkau (iii) 
Cakupan 
lingkungan 
permukiman 
yang sehat dan 
aman yang 
didukung dengan 
PSU (iv) 
Persentase 
pemenuhan sub 
urusan 
pertanahan 

2 Mewujudkan 
Penyelenggara 
an Pemerintahan 
yang yang Baik, 
Bersih, dan 
Berwibawa 

Meningkatnya 
penyelenggaraan 
reformasi birokrasi 

Capaian 
SAKIP 
Daerah 

Meningkatnya 
Akuntabilitas kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Capaian SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

 

2.1.2 Strategi 

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2023 – 2026. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi 

yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya: 

1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan 

ekonomi, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, 

permukiman, serta pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk 

keseimbangan pembangunan antar daerah, sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi 

serta pencapaian kinerja pemerintahan 

b. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana; 
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c. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi 

program pemerintah. 

Oleh karena itu, strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Banten, mencakup: 

Tabel 2.4 Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 – 2026 

Misi RPD 2023 - 2026 
Strategi RPD 2023 – 
2026 

Strategi Renstra PD 2023 - 2026 

Mewujudkan 
Perekonomian yang Maju 
dan Berdaya Saing secara 
Merata dan Berkeadilan 

1) Penanganan 
kebutuhan 
rumah layak 
huni bagi 
korban 
bencana; 

2) Penanganan 
kebutuhan 
rumah layak 
huni bagi 
warga negara 
yang terlokasi 
program 
pemerintah 

1) Meningkatkan Penataan 
Kawasan Permukiman Kumuh 
yang berkualitas; 

2) Meningkatkan penanganan 
penyediaan rumah bagi korban 
bencana; 

3) Meningkatkan penanganan 
penyediaan rumah bagi korban 
terdampak relokasi program 
Provinsi; 

4) Meningkatkan penyediaan 
prasarana, sarana, dan utilitas 
umum di permukiman; 

5) Meningkatkan pemenuhan sub 
urusan pertanahan; 

Mewujudkan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang Baik, 
Bersih, dan Berwibawa 

Meningkatkan kualitas 
perencanaan, 
pengukuran, 
pelaporan, dan 
evaluasi serta 
pencapaian kinerja 
pemerintahan 

Meningkatkan Kualitas 
Akuntabilitas Kinerja Perangkat 
Daerah 

 

2.1.3 Arah Kebijakan 

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 mempedomani pada arah 

kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023 – 2026. 

Berikut ini adalah Kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah dalam rangka 

keselarasan dan upaya untuk meraih tujuan pelaksanaan urusan perangkat daerah. 

Strategi Rencana Dinas 2023 – 2026 disajikan pada Tabel 2.5 
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Tabel 2.5 Kebijakan RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 – 2026 

Misi RPD 2023 - 
2026 

Kebijakan RPD 2023 
- 2026 

Kebijakan Renstra PD 2023 - 2026 

Mewujudkan 
Perekonomian 
yang Maju dan 
Berdaya Saing 
secara Merata 
dan Berkeadilan 

1) Penataan sistem 
perumahan publik 
melalui 
penyediaan rumah 
susun sederhana 
sewa dan rumah 
susun sederhana 
milik; 

2) Penataan kawasan 
permukiman, 
infrastruktur 
permukiman 
kumuh 

1) Optimalisasi Penataan Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha yang 
berkualitas; 

2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha 

3) Optimalisasi Pendataan Penyediaan Rumah 
Korban Bencana atau Relokasi Program 
Provinsi; 

4) Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan 
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 

5) Penataan sistem perumahan publik melalui 
penyediaan rumah khusus bagi korban 
bencana; 

6) Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi 
Korban Bencana Provinsi atau Relokasi 
Program provinsi; 

7) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum di permukiman; 

8) Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, 
klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan 
dan kawasan permukiman Pemenuhan sub 
urusan pertanahan 

 

Mewujudkan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
yang Baik, 
Bersih, dan 
Berwibawa 

Peningkatan kualitas 
dokumen 
perencanaan kinerja 
pemerintahan. 

Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja 
dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah 

 

Selanjutnya, keselarasan antara Misi RPJPD 2005 – 2025, RPD 2023 – 2026 dengan 

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 

– 2026 disajikan pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026 

Visi RPJPD Tahun 2005 – 2025: “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman 
dan Taqwa” 

Misi 2 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing 
secara Merata dan Berkeadilan. 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1. Meningkatnya 
pembangunan 

1. Meningkatnya 
kualitas 

1. Meningkatkan 
Penataan 

1. Optimalisasi Penataan 
Kawasan Permukiman 
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infrastruktur 
perumahan, 
permukiman, 
dan 
pertanahan 
yang terpadu 
dan 
berkelanjutan 
untuk 
keseimbangan 
pembangunan 
antar daerah 

rumah, 
penataan 
kawasan 
permukiman 
yang layak 
dan tata 
kelola 
pertanahan 

Kawasan 
Permukiman 
Kumuh yang 
berkualitas; 

2. Meningkatkan 
penanganan 
penyediaan 
rumah bagi 
korban 
bencana; 

3. Meningkatkan 
penanganan 
penyediaan 
rumah bagi 
korban 
terdampak 
relokasi 
program 
Provinsi; 

4. Meningkatkan 
penyediaan 
prasarana, 
sarana, dan 
utilitas umum 
di 
permukiman; 

5. Meningkatkan 
pemenuhan 
sub urusan 
pertanahan; 

Kumuh dengan Luas 10 Ha - 
15 Ha yang berkualitas; 

2. Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas 10 Ha - 
15 Ha; 

3. Optimalisasi Pendataan 
Penyediaan  

4. Rumah Korban Bencana 
atau Relokasi Program 
Provinsi; 

5. Meningkatkan Sosialisasi 
dan Persiapan Penyediaan 
dan Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau 
Relokasi Program Provinsi; 

6. Penataan sistem 
perumahan publik melalui 
penyediaan rumah khusus 
bagi korban bencana; 

7. Pelaksanaan Serah Terima 
Rumah bagi Korban 
Bencana Provinsi atau 
Relokasi Program Provinsi; 

8. Penyediaan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum di 
permukiman; 

9. Peningkatan pelayanan 
sertifikasi, kualifikasi, 
klasifikasi, dan registrasi 
bidang perumahan dan 
kawasan permukiman; 

10. Pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum yang 
selesai tepat waktu 

Misi 4 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang 
Baik, Bersih, dan Berwibawa. 

Mewujudkan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
yang yang Baik, 
Bersih, dan 
Berwibawa 

Meningkat kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
yang efektif, efisien 
dan berkelanjutan 

Meningkatkan 
Kualitas 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Meningkatkan Perencanaan, 
Pengukuran Kinerja dan 
Laporan Kinerja Perangkat 
Daerah 

 

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah 

pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara 

lain: 

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi 

Banten 



 

 

42 

2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program 

Provinsi 

3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman. 

 

2.2  Perubahan Rencana Kerja 2024 

Tujuan, saran dan indikator dan target kinerja pada perubahan rencana kerja 

tahun 2024 sesuai dengan rencana kinerja murni tahun 2024 termasuk program, 

kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerjanya. 

Rencana kerja tahun 2024 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang akan 

dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.7 

Rencana Kinerja Tahun 2024 

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN TARGET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Terwujudnya 
pemerataan 
pembanguna
n dan kualitas 
pertumbhan 
ekonomi 

     

 1.1 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
kinerja 
penyelenggara
an 
pemerintahan 

Capaian SAKIP 
(Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah) OPD 

Nilai 70-80 

  1.2 Meningkatnya 
kualitas rumah, 
penataan 
kawasan 
permukiman 
yang layak dan 
tata kelola 
pertanahan 

Cakupan lingkungan 
permukiman yang 
sehat dan aman yang 
didukung dengan 
PSU 

Persen 99.44 

  Luasan permukiman 
kumuh 

Hektar 160 

  Presentase rumah 
tangga yang 
menghuni rumah 
layak dan terjangkau 

Persen 77 

  Persentase 
pemenuhan sub 
urusan pertanahan 

Persen 100 

Sumber : Rencana Kerja Dinas/Badan/Sekretariat Provinsi Banten tahun 2024 
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Dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran kinerja Rencana Strategis Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten dan harapan kinerja 

Tahun 2024 Perubahan dengan memperhatikan pencapaian misi kepala daerah, 

pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian Standar pelayanan 

Minimal (SPM), sehingga prioritas penanganan 2024 Perubahan sesuai dengan 

RKPD, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten 

melaksanakan program kegiatan dengan gambaran umum sebagai berikut: 

▪ Jumlah program dan jumlah kegiatan. Terdiri dari 8 program dan 19 kegiatan. 

▪ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke 

berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok 

masyarakat tertentu). 

▪ Sebagian besar program kegiatan tersebar di seluruh provinsi Banten 

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya         

adalah sebesar Rp. 472,315,249,401,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Tiga 

Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Satu 

Rupiah). Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2024 erubahan 

berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut: 
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Tabel 2. 8 Rekap Perubahan Tahun 2024 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

  Kode 
PROGRAM/KEGIAT
AN/SUBKEGIATAN 

TARGET PAGU 

KETERANGAN RKPD 
2024 

APBD 
2024 

P-RKPD 
2024 

P-RKA 
2024 

RKPD 
2024 

APBD 
2024 

P-RKPD 
2024 

Penyemp
urnaan P-

RKPD 
2024 

Bertambah/
Berkurang 

KUAPPAS RKAP 
Penyemp

urnaan 
RKAP 

1 1.04.01 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

100 100 100 100 
             

28,574,000
,000  

           
30,472,9
05,897  

                
30,101,4
16,896  

              
28,786,67

2,399  

                
1,093,760,0

00  

              
29,880,432

,399  

              
29,880
,432,3

99  

           
30,258,43

2,399  
  

2 
1.04.01.
1.01 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

100 100 100 100 
               

1,328,000,
000  

             
1,460,00

0,000  

                  
1,383,15

0,608  

                
1,383,150,

608  

                     
80,859,250  

                
1,464,009,

858  

                
1,464,
009,85

8  

            
1,464,009

,858  
  

3 
1.04.01.
1.01.00
01 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

2 
Doku
men 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

                  
550,000,00

0  

                
594,000,

000  

                     
435,027,

006  

                       
435,027,0

06  

                        
65,000,000  

                       
500,027,00

6  

                       
500,02
7,006  

               
500,027,0

06  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
penggandaan 
2.656.044                                           
2. Belanja SPPD 
23.592.000                                                         
3. Tenaga 
Pendukung 
36.524.950                                               
4. Forum OPD 
63.200.000                                                                
5. Honorarium tim 
Pokja 33.000.000 

4 
1.04.01.
1.01.00
02 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA- 
SKPD 

2 
Doku
men 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

                    
10,000,000  

                  
15,000,0
00  

                       
15,000,0

00  

                        
15,000,00

0  
  

                        
15,000,000  

                        
15,000
,000  

                 
15,000,00

0  
  

5 
1.04.01.
1.01.00
03 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

2 
Doku
men 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

                    
10,000,000  

                  
15,000,0
00  

                       
15,000,0

00  

                        
15,000,00

0  
  

                        
15,000,000  

                        
15,000
,000  

                 
15,000,00

0  
  

6 
1.04.01.
1.01.00
04 

Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-
SKPD 

2 
Doku
men 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

                    
10,000,000  

                  
15,000,0
00  

                       
15,000,0

00  

                        
15,000,00

0  
  

                        
15,000,000  

                        
15,000
,000  

                 
15,000,00

0  
  

7 
1.04.01.
1.01.00
05 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan DPA- 
SKPD 

2 
Doku
men 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

                    
10,000,000  

                  
15,000,0
00  

                       
15,000,0

00  

                        
15,000,00

0  
  

                        
15,000,000  

                        
15,000
,000  

                 
15,000,00

0  
  



 

 45 

8 
1.04.01.
1.01.00
06 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

12 
Lapora

n 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

                  
400,000,00

0  

                
460,000,
000  

                     
581,502,

290  

                       
581,502,2

90  

                        
15,859,250  

                       
597,361,54

0  

                       
597,36
1,540  

               
597,361,5

40  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
penggandaan 
804.260                                           
2. Belanja SPPD 
10.418.400                                                             
Tambahan :                                                                                                                
1. Pendataan 
bidang PKP                                                                
2. Buku Saku 
DPRKP                                                                 

9 
1.04.01.
1.01.00
07 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

4 
Lapora

n 
4 Laporan 4 Laporan 

4 
Laporan 

                  
338,000,00

0  

                
346,000,
000  

                     
306,621,

312  

                       
306,621,3

12  
  

                       
306,621,31

2  

                       
306,62
1,312  

               
306,621,3

12  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
penggandaan 
5.224.288                                          
2. Belanja SPPD 
34.154.400                                       

10 
1.04.01.
1.02 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

100 100 100 100 
             

17,461,000
,000  

           
18,333,6
28,497  

                
18,293,0
59,449  

              
16,978,31

4,952  

                   
604,760,00

0  

              
17,583,074

,952  

              
17,583
,074,9

52  

           
17,583,07

4,952  
  

11 
1.04.01.
1.02.00
01 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

58 
Orang/
Bulan 

58 
Orang/Bul

an 

58 
Orang/Bul

an 

58 
Orang/Bu

lan 

             
16,261,000

,000  

           
17,033,6
28,497  

                
17,033,6
28,497  

                  
15,718,88

4,000  

                       
534,760,00

0  

                  
16,253,644

,000  

                  
16,253
,644,0

00  

           
16,253,64

4,000  
  

12 
1.04.01.
1.02.00
02  

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

12 
Doku
men 

12 
Dokumen 

12 
Dokumen 

12 
Dokumen 

                  
550,000,00

0  

                
650,000,

000  

                     
650,000,

000  

                       
650,000,0

00  
  

                       
650,000,00

0  

                       
650,00
0,000  

               
650,000,0

00  
  

13 
1.04.01.
1.02.00
03 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

12 
Doku
men 

11 
Dokumen 

11 
Dokumen 

11 
Dokumen 

                  
500,000,00

0  

                
500,000,

000  

                     
473,692,

680  

                       
473,692,6

80  

                        
26,307,320  

                       
500,000,00

0  

                       
500,00
0,000  

               
500,000,0

00  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
penggandaan 
26.307.320                                                                               

14 
1.04.01.
1.02.00
04 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

12 
Doku
men 

12 
Dokumen 

12 
Dokumen 

12 
Dokumen 

                    
10,000,000  

                  
10,000,0

00  

                         
9,497,47

2  

                          
9,497,472  

                             
502,528  

                        
10,000,000  

                        
10,000
,000  

                 
10,000,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
penggandaan 
502.528 

15 
1.04.01.
1.02.00
05 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

1 
Lapora

n 
1 Laporan 1 Laporan 

1 
Laporan 

                    
20,000,000  

                  
20,000,0

00  

                       
16,216,0

00  

                        
16,216,00

0  

                          
3,784,000  

                        
20,000,000  

                        
20,000
,000  

                 
20,000,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja Mamin 
288.000                                                   
2. Belanja 
Penggandaan 
3.496.000                                      

16 
1.04.01.
1.02.00
06 

Pengelolaan dan 
Penyiapan Bahan 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                    
10,000,000  

                  
10,000,0

00  

                         
9,640,00

0  

                          
9,640,000  

                             
360,000  

                        
10,000,000  

                        
10,000
,000  

                 
10,000,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja Mamin 
360.000                                                 
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Tanggapan 
Pemeriksaan 

17 
1.04.01.
1.02.00
07 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semester
an SKPD 

18 
Lapora

n 

18 
Laporan 

18 
Laporan 

18 
Laporan 

                  
100,000,00

0  

                
100,000,

000  

                       
90,384,8

00  

                        
90,384,80

0  

                        
39,046,152  

                       
129,430,95

2  

                       
129,43
0,952  

               
129,430,9

52  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
penggandaan 
1.507.200                                          
2. Belanja SPPD 
8.108.000                                    

18 
1.04.01.
1.02.00
08 

Penyusunan 
Pelaporan dan 
Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                    
10,000,000  

                  
10,000,0

00  

                       
10,000,0

00  

                        
10,000,00

0  

                                        
-  

                        
10,000,000  

                        
10,000
,000  

                 
10,000,00

0  
  

19 
1.04.01.
1.03 

Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

100 100 100 100 
                  

285,000,00
0  

                
275,000,

000  

                     
240,865,

540  

                   
240,865,5

40  

-                    
26,089,250  

                   
214,776,29

0  

                   
214,77
6,290  

               
214,776,2

90  
  

20 
1.04.01.
1.03.00
01 

Penyusunan 
Perencanaan 
Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

2 
Doku
men 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

2 
Dokumen 

                    
50,000,000  

                  
50,000,0

00  

                       
42,098,2

80  

                        
42,098,28

0  
  

                        
42,098,280  

                        
42,098
,280  

                 
42,098,28

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
4.160.000                                            
2. Belanja Mamin 
708.000                                                         
3.  Belanja 
Penggandaan 
3.033.720                                       

21 
1.04.01.
1.03.00
02 

Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                    
50,000,000  

                  
50,000,0

00  

                       
69,747,0

00  

                        
69,747,00

0  
  

                        
69,747,000  

                        
69,747
,000  

                 
69,747,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja Mamin 
708.000                                              
2. Belanja 
Penggandaan 
1.385.000                                                        
3.  Belanja SPPD 
8.160.000                                                               
Tambahan :                                                                                                     
1. Asuransi 
kendaraan 
30.000.000 

22 
1.04.01.
1.03.00
03 

Koordinasi dan 
Penilaian Barang Milik 
Daerah SKPD 

1 
Lapora

n 
1 Laporan 1 Laporan 

1 
Laporan 

                  
100,000,00

0  

                  
90,000,0

00  

                       
63,761,5

60  

                        
63,761,56

0  
  

                        
63,761,560  

                        
63,761
,560  

                 
63,761,56

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
12.080.000                                          
2. Belanja Mamin 
3.416.000                                                         
3.  Belanja 
Penggandaan 
3.854.440                                          
4. Belanja SPPD 
6.888.000                                       
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23 
1.04.01.
1.03.00
05 

Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

1 
Lapora

n 
1 Laporan 1 Laporan 

1 
Laporan 

                    
15,000,000  

                  
15,000,0

00  

                       
11,347,0

00  

                        
11,347,00

0  
  

                        
11,347,000  

                        
11,347
,000  

                 
11,347,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja Mamin 
1.688.000                                         
2. Belanja 
Penggandaan 
1.965.000                                                       

24 
1.04.01.
1.03.00
06 

Penatausahaan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

1 
Lapora

n 
1 Laporan 1 Laporan 

1 
Laporan 

                    
70,000,000  

                  
70,000,0

00  

                       
53,911,7

00  

                        
53,911,70

0  

-                       
26,089,250  

                        
27,822,450  

                        
27,822
,450  

                 
27,822,45

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja Mamin 
2.160.000                                          
2. Belanja 
Penggandaan 
3.392.300                                                                                            
3. Belanja SPPD 
10.536.000                                     

25 
1.04.01.
1.05 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

100 100 100 100 
                  

500,000,00
0  

                
600,000,

000  

                     
511,765,

880  

                   
511,765,8

80  

                                       
-  

                   
511,765,88

0  

                   
511,76
5,880  

               
511,765,8

80  
  

26 
1.04.01.
1.05.00
02 

Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

1 
Paket 

4 Paket 4 Paket 4 Paket 
                  

100,000,00
0  

                
200,000,

000  

                     
199,000,

000  

                       
199,000,0

00  
  

                       
199,000,00

0  

                       
199,00
0,000  

               
199,000,0

00  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
1.000.000                                                                                                                                                                 

27 
1.04.01.
1.05.00
03 

Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                    
50,000,000  

                  
50,000,0

00  

                       
32,737,6

00  

                        
32,737,60

0  
  

                        
32,737,600  

                        
32,737
,600  

                 
32,737,60

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
9.760.000                                         
2. Belanja Mamin 
2.830.400                                                        
3.  Belanja 
Penggandaan 
4.672.000                                                                           

28 
1.04.01.
1.05.00
04 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan Sistem 
Informasi 
Kepegawaian 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                  
200,000,00

0  

                
200,000,

000  

                     
187,276,

280  

                       
187,276,2

80  
  

                       
187,276,28

0  

                       
187,27
6,280  

               
187,276,2

80  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
6.600.000                                          
2. Belanja Mamin 
2.432.000                                                        
3.  Belanja 
Penggandaan 
10.599.720                                         
4. Belanja SPPD 
6.908.000                                    
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29 
1.04.01.
1.05.00
05 

Monitoring, Evaluasi, 
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

2 
Doku
men 

2 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                  
100,000,00

0  

                  
50,000,0

00  

                       
32,752,0

00  

                        
32,752,00

0  
  

                        
32,752,000  

                        
32,752
,000  

                 
32,752,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
10.320.000                                        
2. Belanja Mamin 
5.600.000                                                        
3.  Belanja 
Penggandaan 
1.328.000                                         

30 
1.04.01.
1.05.00
09  

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

5 
Orang 

10 Orang 8 Orang 8 Orang 
                    

50,000,000  

                
100,000,

000  

                       
60,000,0

00  

                        
60,000,00

0  
  

                        
60,000,000  

                        
60,000
,000  

                 
60,000,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
2.320.000                                       
2. Belanja SPPD 
7.680.000                                                      
3. Diklat 
30.000.000 

31 
1.04.01.
1.06 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

100 100 100 100 
               

1,700,000,
000  

             
2,505,25

8,400  

                  
2,620,59

0,080  

                
2,620,590,

080  

-                    
17,770,000  

                
2,602,820,

080  

                
2,602,
820,08

0  

            
2,980,820

,080  
  

32 
1.04.01.
1.06.00
01 

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

4 
Paket 

4 Paket 4 Paket 4 Paket 
                  

200,000,00
0  

                
160,802,

000  

                     
159,760,

400  

                       
159,760,4

00  
  

                       
159,760,40

0  

                       
159,76
0,400  

               
159,760,4

00  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
1.041.600                                      

33 
1.04.01.
1.06.00
02 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

4 
Paket 

10 Paket 13 Paket 13 Paket 
                  

500,000,00
0  

                
469,456,

400  

                     
566,026,

040  

                       
566,026,0

40  
  

                       
566,026,04

0  

                       
566,02
6,040  

               
566,026,0

40  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
3.430.360                                       
Tambahan :                                                                                                
1. Kertas F4, A4 
dan Tinta 
100.000.000                                  

34 
1.04.01.
1.06.00
04 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

4 
Paket 

1 Paket 1 Paket 1 Paket 
                  

100,000,00
0  

                  
30,000,0

00  

                       
28,304,0

00  

                        
28,304,00

0  
  

                        
28,304,000  

                        
28,304
,000  

                 
28,304,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
1.696.000                                 
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35 
1.04.01.
1.06.00
05 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

2 
Paket 

2 Paket 3 Paket 3 Paket 
                    

75,000,000  

                  
60,000,0

00  

                       
72,640,0

00  

                        
72,640,00

0  

                        
10,000,000  

                        
82,640,000  

                        
82,640
,000  

                 
82,640,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
2.360.000                                       
Tambahan :                                                                                             
1. Kertas disposisi 
dan map 
15.000.000 

36 
1.04.01.
1.06.00
06 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                    
50,000,000  

                  
45,000,0

00  

                       
43,093,4

40  

                        
43,093,44

0  
  

                        
43,093,440  

                        
43,093
,440  

                 
43,093,44

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
1.960.560                          

37 
1.04.01.
1.06.00
07 

Penyediaan 
Bahan/Material 

4 
Paket 

156 Paket 189 Paket 
193 

Paket 

                  
150,000,00

0  

             
1,175,00

0,000  

                  
1,272,50

8,800  

                    
1,272,508,

800  

-                       
21,770,000  

                    
1,250,738,

800  

                    
1,250,
738,80

0  

            
1,628,738

,800  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
5.791.200                                            
2. Advetorial 
216.700.000                                         
Tambahan :                                                                                                   
1. Advetorial dan 
karangan bunga 
320.000.000              

38 
1.04.01.
1.06.00
08 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

1 
Lapora

n 
1 Laporan 1 Laporan 

1 
Laporan 

                    
75,000,000  

                  
50,000,0

00  

                       
45,280,0

00  

                        
45,280,00

0  
  

                        
45,280,000  

                        
45,280
,000  

                 
45,280,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja Mamin 
1.660.000                                          
2. Belanja 
Penggandaan 
3.060.000                                                                               

39 
1.04.01.
1.06.00
09 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

1 
Lapora

n 
1 Laporan 1 Laporan 

1 
Laporan 

                  
300,000,00

0  

                
300,000,

000  

                     
246,149,

400  

                       
246,149,4

00  
  

                       
246,149,40

0  

                       
246,14
9,400  

               
246,149,4

00  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
1.831.200                                 
2. Belanja 
Penggandaan 
52.019.400 

40 
1.04.01.
1.06.00
10 

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                  
175,000,00

0  

                
150,000,

000  

                     
133,960,

000  

                       
133,960,0

00  
  

                       
133,960,00

0  

                       
133,96
0,000  

               
133,960,0

00  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
9.560.000                                       
2. Belanja Mamin 
2.160.000                                                        
3.  Belanja 
Penggandaan 
4.320.000                                       
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41 
1.04.01.
1.06.00
11 

Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                    
75,000,000  

                  
65,000,0

00  

                       
52,868,0

00  

                        
52,868,00

0  

-                         
6,000,000  

                        
46,868,000  

                        
46,868
,000  

                 
46,868,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja Mamin 
5.400.000                                             
2. Belanja 
Penggandaan 
3.132.000                                                     
3.  Belanja SPPD 
3.600.000 

42 
1.04.01.
1.07 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100 100 100 100 
                  

400,000,00
0  

                
125,000,

000  

                     
124,663,

200  

                   
124,663,2

00  

                   
452,000,00

0  

                   
576,663,20

0  

                   
576,66
3,200  

               
576,663,2

00  
  

43 
1.04.01.
1.07.00
02 

Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

1 Unit 0 0 0 
                  

200,000,00
0  

                                  
-  

                                        
-  

                                        
-  

  
                                        
-  

                                        
-  

                                 
-  

  

44 
1.04.01.
1.07.00
06 

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

1 Unit 6 Unit 6 Unit 17 Unit 
                  

200,000,00
0  

                
125,000,

000  

                     
124,663,

200  

                       
124,663,2

00  

                       
452,000,00

0  

                       
576,663,20

0  

                       
576,66
3,200  

               
576,663,2

00  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
336.800                                     

45 
1.04.01.
1.08 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100 100 100 100 
               

4,500,000,
000  

             
4,490,00

0,000  

                  
4,450,20

0,768  

                
4,450,200,

768  

                                       
-  

                
4,450,200,

768  

                
4,450,
200,76

8  

            
4,450,200

,768  
  

46 
1.04.01.
1.08.00
01  

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

12 
Lapora

n 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

                    
50,000,000  

                  
50,000,0

00  

                       
47,320,0

00  

                        
47,320,00

0  
  

                        
47,320,000  

                        
47,320
,000  

                 
47,320,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
2.680.000                          

47 
1.04.01.
1.08.00
02 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

12 
Lapora

n 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

                  
400,000,00

0  

                
550,000,

000  

                     
549,840,

000  

                       
549,840,0

00  
  

                       
549,840,00

0  

                       
549,84
0,000  

               
549,840,0

00  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
160.000 

48 
1.04.01.
1.08.00
03 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

12 
Lapora

n 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

                    
50,000,000  

                  
40,000,0

00  

                       
38,264,0

00  

                        
38,264,00

0  
  

                        
38,264,000  

                        
38,264
,000  

                 
38,264,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Penggandaan 
1.736.000 
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49 
1.04.01.
1.08.00
04 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

12 
Lapora

n 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

12 
Laporan 

               
4,000,000,

000  

             
3,850,00

0,000  

                  
3,814,77

6,768  

                    
3,814,776,

768  
  

                    
3,814,776,

768  

                    
3,814,
776,76

8  

            
3,814,776

,768  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
800.000                                       
2. Belanja Mamin 
2.880.000                                                       
3.  Belanja 
Penggandaan 
5.943.232                                        
4. Belanja SPPD 
25.600.000                                    

50 
1.04.01.
1.09 

Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

100 100 100 100 
               

2,400,000,
000  

             
2,684,01

9,000  

                  
2,477,12

1,371  

                
2,477,121,

371  

                                       
-  

                
2,477,121,

371  

                
2,477,
121,37

1  

            
2,477,121

,371  
  

51 
1.04.01.
1.09.00
01 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

17 
Unit 

5 Unit 5 Unit 5 Unit 
                  

200,000,00
0  

                
183,370,

000  

                     
180,813,

200  

                       
180,813,2

00  
  

                       
180,813,20

0  

                       
180,81
3,200  

               
180,813,2

00  

Efisiensi :                                                                                                                                                            
1.  Belanja 
Penggandaan 
2.556.800                                                                      

52 
1.04.01.
1.09.00
02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

62 
Unit 

71 Unit 71 Unit 70 Unit 
               

1,250,000,
000  

             
1,221,55

0,000  

                  
1,122,25

6,171  

                    
1,122,256,

171  
  

                    
1,122,256,

171  

                    
1,122,
256,17

1  

            
1,122,256

,171  

Efisiensi :                                                                                                                                                            
1.  Belanja 
Penggandaan 
1.040.000                                        
2. Belanja bengkel 
98.253.829 

53 
1.04.01.
1.09.00
06  

Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

426 
Unit 

392 Unit 392 Unit 282 Unit 
                  

500,000,00
0  

                
488,623,

000  

                     
335,560,

000  

                       
335,560,0

00  
  

                       
335,560,00

0  

                       
335,56
0,000  

               
335,560,0

00  

Efisiensi :                                                                                                                                                            
1.  Belanja 
Penggandaan 
1.440.000                                      
2. Belanja 
Pemeliharaan 
151.623.000 

54 
1.04.01.
1.09.00
09  

Pemeliharaan/Rehabil
itasi Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 
                  

150,000,00
0  

                
490,476,

000  

                     
539,084,

000  

                       
539,084,0

00  
  

                       
539,084,00

0  

                       
539,08
4,000  

               
539,084,0

00  

Efisiensi :                                                                                                                                                            
1.  Belanja 
Penggandaan 
1.392.000                                  
Tambahan :                                                                                            
1. Rehab Gedung 
50.000.000 



 

 52 

55 
1.04.01.
1.09.00
10 

Pemeliharaan/Rehabil
itasi Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 
                  

300,000,00
0  

                
300,000,

000  

                     
299,408,

000  

                       
299,408,0

00  
  

                       
299,408,00

0  

                       
299,40
8,000  

               
299,408,0

00  

Efisiensi :                                                                                                                                                            
1.  Belanja 
Penggandaan 
592.000                                    

56 1.04.02 
PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

62.34 62.34 62.34 62.34 
             
11,042,304
,000  

           
35,687,1
57,348  

                
35,573,6
84,249  

              
35,573,68

4,249  

-                  
350,000,00

0  

              
35,223,684

,249  

              
35,223
,684,2

49  

           
35,223,68

4,249  
  

57     50 50 50 50                  

58 
1.04.02.
1.01 

Pendataan 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana 
atau Relokasi 
Program Provinsi 

100 100 100 100 
                  

550,000,00
0  

                
740,000,

000  

                     
937,136,

000  

                   
937,136,0

00  

                                       
-  

                   
937,136,00

0  

                   
937,13
6,000  

               
937,136,0

00  
  

59 
1.04.02.
1.01.00
02  

Identifikasi Lahan-
Lahan Potensial 
sebagai Lokasi 
Relokasi Perumahan 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

3 
Dokumen 

3 
Dokumen 

                  
100,000,00

0  

                
110,000,

000  

                     
309,805,

600  

                       
309,805,6

00  
  

                       
309,805,60

0  

                       
309,80
5,600  

               
309,805,6

00  

Efisiensi :                                                                                                                                                            
1.  Belanja SPPD 
194.400                                
Tambahan :                                                                                            
1. Paket 
200.000.000 

60 
1.04.02.
1.01.00
03 

Pengumpulan Data 
Rumah Korban 
Bencana Kejadian 
Sebelumnya yang 
Belum Tertangani 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                    
50,000,000  

                
110,000,

000  

                     
108,900,

800  

                       
108,900,8

00  
  

                       
108,900,80

0  

                       
108,90
0,800  

               
108,900,8

00  

Efisiensi :                                                                                                                                                            
1.  Belanja SPPD 
1.099.200                            

61 
1.04.02.
1.01.00
06 

Pendataan Rumah 
Sewa Milik 
Masyarakat, Rumah 
Susun dan Rumah 
Khusus 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                  
100,000,00

0  

                
110,000,

000  

                     
110,000,

000  

                       
110,000,0

00  
  

                       
110,000,00

0  

                       
110,00
0,000  

               
110,000,0

00  
  

62 
1.04.02.
1.01.00
07 

Pendataan dan 
Verifikasi Calon 
Penerima Rumah 
bagi Masyarakat yang 
Terkena Relokasi 
Program Provinsi 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

0 
Dokumen 

0 
Dokumen 

                    
50,000,000  

                  
50,000,0

00  

                                        
-  

                                        
-  

  
                                        
-  

                                        
-  

                                 
-  

Efisiensi :                                                                                                                                                            
1.  Anggaran di 0 
kan 50.000.000                             

63 
1.04.02.
1.01.00
08 

Identifikasi 
Perumahan di Lokasi 
yang Berpotensi 
Terkena Relokasi 
Program Provinsi 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                    
50,000,000  

                  
50,000,0

00  

                     
100,000,

000  

                       
100,000,0

00  
  

                       
100,000,00

0  

                       
100,00
0,000  

               
100,000,0

00  

Tambahan :                                                                                            
1. untuk tambahan 
belanja 
konsultansi 
50.000.000 

64 
1.04.02.
1.01.00
09 

Pendataan Tingkat 
Kerusakan Rumah 
Akibat Bencana 
Provinsi 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                    
50,000,000  

                
100,000,

000  

                       
98,561,6

00  

                        
98,561,60

0  
  

                        
98,561,600  

                        
98,561
,600  

                 
98,561,60

0  

Efisiensi :                                                                                                                                                            
1.  Belanja SPPD 
1.438.400                    
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65 
1.04.02.
1.01.00
10 

Pendataan dan 
Verifikasi Calon 
Penerima Rumah 
bagi Korban Bencana 
Provinsi 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                  
100,000,00

0  

                
100,000,

000  

                       
99,868,0

00  

                        
99,868,00

0  
  

                        
99,868,000  

                        
99,868
,000  

                 
99,868,00

0  

Efisiensi :                                                                                                                                                            
1.  Belanja SPPD 
132.000 

66 
1.04.02.
1.01.00
11  

Identifikasi 
Perumahan di Lokasi 
Rawan Bencana 
Provins 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                    
50,000,000  

                
110,000,

000  

                     
110,000,

000  

                       
110,000,0

00  
  

                       
110,000,00

0  

                       
110,00
0,000  

               
110,000,0

00  
  

67 
1.04.02.
1.02 

Sosialisasi dan 
Persiapan 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana 
atau Relokasi 
Program Provinsi 

100 100 100 100 
                  

342,304,00
0  

                
345,444,

000  

                     
329,982,

940  

                   
329,982,9

40  

                                       
-  

                   
329,982,94

0  

                   
329,98
2,940  

               
329,982,9

40  
  

68 
1.04.02.
1.02.00
01 

Sosialisasi Standar 
Teknis Penyediaan 
dan Rehabilitasi 
Rumah kepada 
Masyarakat/Sukarela
wan Tanggap 
Bencana 

120 
Orang 

60 Orang 60 Orang 60 Orang 
                  

142,304,00
0  

                  
86,080,0

00  

                       
79,286,4

00  

                        
79,286,40

0  
  

                        
79,286,400  

                        
79,286
,400  

                 
79,286,40

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
2.160.000                                       
2. Belanja SPPD 
4.633.600                                 

69 
1.04.02.
1.02.00
04 

Pembentukan dan 
Pelatihan Tim Satgas, 
Tim Pendamping dan 
Fasilitator 

50 
Orang 

100 
Orang 

100 Orang 
100 

Orang 

                  
150,000,00

0  

                
220,604,

000  

                     
214,735,

740  

                       
214,735,7

40  
  

                       
214,735,74

0  

                       
214,73
5,740  

               
214,735,7

40  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
2.280.000                                      
2. Belanja Mamin 
600.000                                                       
3. Belanja 
Penggandaan 
1.333.060                                  
4. Belanja SPPD 
1.655.200                               

70 
1.04.02.
1.02.00
06  

Koordinasi untuk 
Menyepakati 
Penerima dan Jenis 
Pelayanan 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                    
50,000,000  

                  
38,760,0

00  

                       
35,960,8

00  

                        
35,960,80

0  
  

                        
35,960,800  

                        
35,960
,800  

                 
35,960,80

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
640.000                                     
2. Belanja 
Penggandaan 
690.400                                
4. Belanja SPPD 
1.468.800 

71 
1.04.02.
1.03 

Pembangunan dan 
Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana 

100 100 100 100 
             

10,000,000
,000  

           
34,495,8
03,348  

                
34,219,5
27,309  

              
34,219,52

7,309  

-                  
350,000,00

0  

              
33,869,527

,309  

              
33,869
,527,3

09  

           
33,869,52

7,309  
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atau Relokasi 
Program Provinsi 

72 
1.04.02.
1.03.00
01  

Rehabilitasi Rumah 
bagi Korban Bencana 

30 
Unit 

Ruma
h 

38 Unit 
Rumah 

41 Unit 
Rumah 

42 Unit 
Rumah 

               
1,750,000,

000  

             
2,235,92

4,390  

                  
2,518,40

7,974  

                    
2,518,407,

974  

                       
100,000,00

0  

                    
2,618,407,

974  

                    
2,618,
407,97

4  

            
2,618,407

,974  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
6.480.000                                   
2. Belanja Mamin  
4.680.000                                            
3. Belanja 
Penggandaan 
6.356.416                                         
Tambahan :                                                                                           
1. Rehabilitasi 
rumah 3 unit 
300.000.000 

73 
1.04.02.
1.03.00
04 

Pembangunan 
Rumah bagi Korban 
Bencana 

70 
Unit 

Ruma
h 

176 Unit 
Rumah 

176 Unit 
Rumah 

176 Unit 
Rumah 

               
3,750,000,

000  

           
27,774,8
78,958  

                
27,243,8
68,535  

                  
27,243,86

8,535  

-                     
450,000,00

0  

                  
26,793,868

,535  

                  
26,793
,868,5

35  

           
26,793,86

8,535  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
17.280.000                                 
2. Belanja Mamin  
2.880.000                                                
3. Belanja 
Penggandaan 
6.226.023                                      
4. Belanja SPPD 
14.774.400                                                       
5.  Upah pekerja 
489.850.000 

74 
1.04.02.
1.03.00
12 

Pembangunan 
Rumah Khusus 
beserta PSU bagi 
Korban Bencana 
Provinsi 

60 
Unit 

Ruma
h 

363 Unit 
Rumah 

363 Unit 
Rumah 

363 Unit 
Rumah 

               
4,500,000,

000  

             
4,485,00

0,000  

                  
4,457,25

0,800  

                    
4,457,250,

800  
  

                    
4,457,250,

800  

                    
4,457,
250,80

0  

            
4,457,250

,800  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
3.720.000                                 
2. Belanja Mamin  
1.440.000                                           
3. Belanja SPPD 
20.719.200 
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75 
1.04.02.
1.04 

Pendistribusian dan 
Serah Terima 
Rumah bagi Korban 
Bencana atau 
Relokasi Program 
Provinsi 

100 100 100 100 
                  

150,000,00
0  

                
105,910,

000  

                       
87,038,0

00  

                     
87,038,00

0  

                                       
-  

                     
87,038,000  

                     
87,038
,000  

                 
87,038,00

0  
  

76 
1.04.02.
1.04.00
04 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan 

1 
Lapora

n 
1 Laporan 1 Laporan 

1 
Laporan 

                    
50,000,000  

                  
55,910,0

00  

                       
47,284,4

00  

                        
47,284,40

0  
  

                        
47,284,400  

                        
47,284
,400  

                 
47,284,40

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
2.800.000                               
2. Belanja Mamin  
1.200.000                                                
3. Belanja 
Penggandaan 
281.600                                    
4. Belanja SPPD 
4.344.600 

77 
1.04.02.
1.04.00
07 

Penatausahaan 
Serah Terima Rumah 
bagi Korban Bencana 
Provinsi 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                  
100,000,00

0  

                  
50,000,0

00  

                       
39,753,6

00  

                        
39,753,60

0  
  

                        
39,753,600  

                        
39,753
,600  

                 
39,753,60

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
3.440.000                              
2. Belanja Mamin  
1.920.000                                            
3. Belanja 
Penggandaan 
604.800                                  
4. Belanja SPPD 
4.281.600 

78 1.04.03 
PROGRAM 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

160 160 160 160 
           

175,450,00
0,000  

             
9,287,81

8,653  

                  
6,998,70

5,838  

                
7,473,481,

424  

-                  
100,000,00

0  

                
7,373,481,

424  

                
7,373,
481,42

4  

            
7,373,481

,424  
  

79 
1.04.03.
1.01 

Penataan Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 

100 100 100 100 
               

1,050,000,
000  

                
650,000,

000  

                     
639,706,

150  

                   
639,706,1

50  

                                       
-  

                   
639,706,15

0  

                   
639,70
6,150  

               
639,706,1

50  
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80 
1.04.03.
1.01.00
08 

Penyusunan/Review/
Legalisasi Kebijakan 
Bidang PKP 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                  
500,000,00

0  

                
335,734,

000  

                     
327,092,

150  

                       
327,092,1

50  
  

                       
327,092,15

0  

                       
327,09
2,150  

               
327,092,1

50  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
1.360.000                             
2. Belanja 
Penggandaan 
1.200.000                               
3. Belanja SPPD 
864.000                                                            
4. Tenaga 
Pendukung 
5.217.850 

81 
1.04.03.
1.01.00
12 

Penatausahaan 
Serah Terima Rumah 
Baru Layak Huni bagi 
Masyarakat di 
Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 

1 
Doku
men 

0 0 0 
                    

50,000,000  
                                  
-  

                                        
-  

                                        
-  

  
                                        
-  

                                        
-  

                                 
-  

  

82 
1.04.03.
1.01.00
14 

Pembinaan Kelompok 
Swadaya Masyarakat 
di Permukiman 
Kumuh 

1 
Kelom

pok 
Masya
rakat 

0 0 0 
                  

100,000,00
0  

                                  
-  

                                        
-  

                                        
-  

  
                                        
-  

                                        
-  

                                 
-  

  

83 
1.04.03.
1.01.00
17 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyelenggaraan 
Kawasan 
Permukiman 

1 
Lapora

n 
1 Laporan 1 Laporan 

1 
Laporan 

                  
300,000,00

0  

                
314,266,

000  

                     
312,614,

000  

                       
312,614,0

00  
  

                       
312,614,00

0  

                       
312,61
4,000  

               
312,614,0

00  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
680.000                                    
2. Belanja SPPD 
972.000 

84 
1.04.03.
1.01.00
18 

Penyadaran Publik 
Pencegahan Tumbuh 
dan Berkembangnya 
Permukiman kumuh 

50 
Orang 

0 0 0 
                  

100,000,00
0  

                                  
-  

                                        
-  

                                        
-  

  
                                        
-  

                                        
-  

                                 
-  

  

85 
1.04.03.
1.02 

Peningkatan 
Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 

100 100 100 100 
           

174,400,00
0,000  

             
8,637,81

8,653  

                  
6,358,99

9,688  

                
6,833,775,

274  

-                  
100,000,00

0  

                
6,733,775,

274  

                
6,733,
775,27

4  

            
6,733,775

,274  
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86 
1.04.03.
1.02.00
02 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengendalian 
Penyelenggaraan 
Pemugaran/ 
Peremajaan/ 
Pemukiman Kembali 
Permukiman Kumuh 
dan Rumah Tidak 
Layak Huni untuk 
Pencegahan 
Terhadap Tumbuh 
dan Berkembangnya 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 

1 
Lapora

n 
0 0 0 

                  
200,000,00

0  

                                  
-  

                                        
-  

                                        
-  

  
                                        
-  

                                        
-  

                                 
-  

  

87 
1.04.03.
1.02.00
03 

Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 
dalam Kawasan 
Permukiman dengan 
Luas 10 (Sepuluh) Ha 
sampai dengan di 
Bawah 15 (Lima 
Belas) Ha 

80 
Unit 

Ruma
h 

26 Unit 
Rumah 

26 Unit 
Rumah 

26 Unit 
Rumah 

             
69,500,000

,000  

             
2,300,00

0,000  

                  
2,283,41

9,200  

                    
2,283,419,

200  
  

                    
2,283,419,

200  

                    
2,283,
419,20

0  

            
2,283,419

,200  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja Mamin 
3.080.000                                            
2. Belanja SPPD 
13.500.000 

88 
1.04.03.
1.02.00
14  

Pelaksanaan 
Pemugaran Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 

54,33 
Ha 

22,06 Ha 2,30 Ha 2,30 Ha 
           

104,700,00
0,000  

             
6,337,81

8,653  

                  
4,075,58

0,488  

                    
4,550,356,

074  

-                     
100,000,00

0  

                    
4,450,356,

074  

                    
4,450,
356,07

4  

            
4,450,356

,074  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja Mamin 
3.196.800                                         
2. Belanja SPPD 
51.568.000                                                       
3. Sisa pekerjaan 
fisik 
2.207.473.365 

89 1.04.05 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PRASARANA, 
SARANA DAN 
UTILITAS UMUM 
(PSU) 

94.48 94.48 94.48 94.48 
           

109,000,00
0,000  

         
320,465,
785,148  

              
319,244,
998,869  

           
319,689,4

76,369  

              
79,903,000,

000  

           
399,592,47

6,369  

           
399,59
2,476,

369  

         
399,214,4

76,369  
  

90 
1.04.05.
1.01 

Urusan 
Penyelenggaraan 
PSU Permukiman 

100 100 100 100 
           

109,000,00
0,000  

         
320,465,
785,148  

              
319,244,
998,869  

           
319,689,4

76,369  

              
79,903,000,

000  

           
399,592,47

6,369  

           
399,59
2,476,

369  

         
399,214,4

76,369  
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91 
1.04.05.
1.01.00
01  

Perencanaan 
Penyediaan PSU 
Permukiman 

1 
Doku
men 

6 
Dokumen 

6 
Dokumen 

6 
Dokumen 

                  
300,000,00

0  

                
779,571,

800  

                     
725,603,

080  

                       
725,603,0

80  
  

                       
725,603,08

0  

                       
725,60
3,080  

               
725,603,0

80  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja Mamin 
1.920.000                                             
2. Belanja 
Penggandaan 
6.662.720                            
3. Belanja SPPD 
604.800                                                           
4. Tenaga 
Pendukung 
36.181.200                                          
5. Sisa kontrak 
8.600.000 

92 
1.04.05.
1.01.00
02 

Penyediaan 
Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum di 
Permukiman untuk 
Menunjang Fungsi 
Permukiman 

500 
Lokasi 

1483 
Lokasi 

1481 
lokasi 

1872 
lokasi 

           
100,000,00

0,000  

         
294,444,
516,348  

              
293,476,
159,289  

                
293,920,6

36,789  

                  
79,903,000,

000  

                
373,823,63

6,789  

                
373,82
3,636,

789  

         
368,445,6

36,789  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja Mamin 
1.440.000                                           
2. Belanja 
Penggandaan 
278.039.859                         
3. Belanja SPPD 
182.807.200                                                          
4. Pekerjaan yg 
tidak dapat 
dilaksanakan 
378.000.000                                                                                  
5. Sisa kontrak 
masjid 
128.070.000 

93 
1.04.05.
1.01.00
03 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi dalam 
rangka Penyediaan 
Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum 
Permukiman 

50 
Lapora

n 

226 
Laporan 

226 
Laporan 

282 
Laporan 

               
8,500,000,

000  

           
25,094,7
97,000  

                
24,935,7
81,100  

                  
24,935,78

1,100  
  

                  
24,935,781

,100  

                  
24,935
,781,1

00  

           
29,935,78

1,100  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja Mamin 
17.521.200                                         
2. Belanja 
Penggandaan 
61.691.600                           
3. Belanja SPPD 
48.496.000                                                  
4. Tenaga 
pendukung 
31.307.100                                                                             
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94 
1.04.05.
1.01.00
04 

Verifikasi dan 
Penyerahan PSU 
Permukiman dari 
Pengembang 

1 
Lapora

n 
1 Laporan 1 Laporan 

1 
Laporan 

                  
200,000,00

0  

                
146,900,

000  

                     
107,455,

400  

                       
107,455,4

00  
  

                       
107,455,40

0  

                       
107,45
5,400  

               
107,455,4

00  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
3.300.000                                
2. Belanja Mamin 
10.320.000                                            
3. Belanja 
Penggandaan 
17.605.200                                       
4. Belanja SPPD 
6.266.400 

95 1.04.06 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
PELAYANAN 
SERTIFIKASI, 
KUALIFIKASI, 
KLASIFIKASI, DAN 
REGISTRASI 
BIDANG 
PERUMAHAN DAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

100 100 100 100 
                  

200,000,00
0  

                
117,200,

000  

                       
98,711,8

80  

                     
98,711,88

0  

                                       
-  

                     
98,711,880  

                     
98,711
,880  

                 
98,711,88

0  
  

96 
1.04.06.
1.01 

Sertifikasi dan 
Registrasi bagi 
Orang atau Badan 
Hukum yang 
Melaksanakan 
Perancangan dan 
Perencanaan Rumah 
serta Perencanaan 
Prasarana, Sarana 
dan Utilitas Umum 
PSU Tingkat 
Kemampuan 
Menengah 

100 100 100 100 
                  

200,000,00
0  

                
117,200,

000  

                       
98,711,8

80  

                     
98,711,88

0  

                                       
-  

                     
98,711,880  

                     
98,711
,880  

                 
98,711,88

0  
  

97 
1.04.06.
1.01.00
01  

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penerbitan Sertifikasi 
dan Registrasi 
Pengembang 
Perumahan dengan 
Kualifikasi Menengah 

1 
Lapora

n 
1 Laporan 1 Laporan 

1 
Laporan 

                  
200,000,00

0  

                
117,200,

000  

                       
98,711,8

80  

                        
98,711,88

0  
  

                        
98,711,880  

                        
98,711
,880  

                 
98,711,88

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
1.400.000                             
2. Belanja Mamin 
532.000                                                  
3. Belanja 
Penggandaan 
2.809.320                                 
4. Belanja SPPD 
7.468.800 
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98 2.10.03 

PROGRAM 
PENGADAAN 
TANAH UNTUK 
KEPENTINGAN 
UMUM 

100 100 100 100 
                  

200,000,00
0  

                
100,000,

000  

                       
74,000,4

00  

                     
74,000,40

0  

                                       
-  

                     
74,000,400  

                     
74,000
,400  

                 
74,000,40

0  
  

99 
2.10.03.
1.01 

Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan 
Umum di Wilayah 
Provinsi 

100 100 100 100 
                  

200,000,00
0  

                
100,000,

000  

                       
74,000,4

00  

                     
74,000,40

0  

                                       
-  

                     
74,000,400  

                     
74,000
,400  

                 
74,000,40

0  
  

100 
2.10.03.
1.01.00
01 

Pemberitahuan, 
Pendataan Awal 
Lokasi, Konsultasi 
Publik Rencana 
Pembangunan dan 
Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan 
Umum 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                  
200,000,00

0  

                
100,000,

000  

                       
74,000,4

00  

                        
74,000,40

0  
  

                        
74,000,400  

                        
74,000
,400  

                 
74,000,40

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
4.680.000                             
2. Belanja Mamin 
5.400.000                                          
3. Belanja 
Penggandaan 
5.043.200                            
4. Belanja SPPD 
10.876.400 

101 
. 
2.10.06 

PROGRAM 
REDISTRIBUSI 
TANAH DAN GANTI 
KERUGIAN TANAH 
KELEBIHAN 
MAKSIMUM DAN 
TANAH ABSENTEE 

100 100 100 100 
                  

300,000,00
0  

                  
50,000,0

00  

                       
37,840,0

00  

                     
37,840,00

0  

                                       
-  

                     
37,840,000  

                     
37,840
,000  

                 
37,840,00

0  
  

102 
2.10.06.
1.01 

Penetapan Subyek 
dan Obyek 
Redistribusi Tanah 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

100 100 100 100 
                  

300,000,00
0  

                  
50,000,0

00  

                       
37,840,0

00  

                     
37,840,00

0  

                                       
-  

                     
37,840,000  

                     
37,840
,000  

                 
37,840,00

0  
  

103 
2.10.06.
1.01.00
02 

Koordinasi Penetapan 
Redistribusi Tanah 
Objek Reforma 
Agraria Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 
Doku
men 

0 0 0 
                  

150,000,00
0  

                                  
-  

                                        
-  

                                        
-  

  
                                        
-  

                                        
-  

                                 
-  
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104 
2.10.06.
1.01.00
03 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penataan Akses 
dalam Pemanfaatan 
Redistribusi Tanah 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 
Berita 
Acara 

1 Berita 
Acara 

1 Berita 
Acara 

1 Berita 
Acara 

                  
150,000,00

0  

                  
50,000,0

00  

                       
37,840,0

00  

                        
37,840,00

0  
  

                        
37,840,000  

                        
37,840
,000  

                 
37,840,00

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
5.040.000                             
2. Belanja Mamin 
600.000                                                   
3. Belanja 
Penggandaan 
1.956.000                              
4. Belanja SPPD 
4.564.000 

105 2.10.10 
PROGRAM 
PENATAGUNAAN 
TANAH 

100 100 100 100 
                  

300,000,00
0  

                  
50,000,0

00  

                       
34,622,6

80  

                     
34,622,68

0  

                                       
-  

                     
34,622,680  

                     
34,622
,680  

                 
34,622,68

0  
  

106 
2.10.10.
1.01 

Perencanaan 
Penggunaan Tanah 
yang Hamparannya 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

100 100 100 100 
                  

300,000,00
0  

                  
50,000,0

00  

                       
34,622,6

80  

                     
34,622,68

0  

                                       
-  

                     
34,622,680  

                     
34,622
,680  

                 
34,622,68

0  
  

107 
2.10.10.
1.01.00
01 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Penggunaan Tanah 

1 
Lapora

n 
0 0 0 

                  
150,000,00

0  

                                  
-  

                                        
-  

                                        
-  

  
                                        
-  

                                        
-  

                                 
-  

  

108 
2.10.10.
1.01.00
02 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Konsolidasi Tanah 
Kewenangan Provinsi 

1 
Doku
men 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                  
150,000,00

0  

                  
50,000,0

00  

                       
34,622,6

80  

                        
34,622,68

0  
  

                        
34,622,680  

                        
34,622
,680  

                 
34,622,68

0  

Efisiensi :                                                                                                        
1. Belanja 
Honorarium 
3.617.320                             
2. Belanja Mamin 
6.000.000                                               
3. Belanja 
Penggandaan 
2.215.200                            
4. Belanja SPPD 
2.544.800 

Jumlah 

           
325,066,30
4,000  

         
396,230,
867,046  

              
392,163,
980,812  

              
391,768,4

89,401  

                
80,546,760,

000  

              
472,315,24

9,401  

              
472,31
5,249,

401  

              
472,315,2

49,401  
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Tabel 2.9 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Perubahan 

NO Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

PAGU +/- Keterangan 

APBD 2024 
RKA Perubahan 

2024 

Penyempurnaan 
RKA Perubahan 

2024 

  

1 1.04.01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

30,472,905,897 29,880,432,399 30,258,432,399      
378,000,000    

2 1.04.01.1.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1,460,000,000 1,464,009,858 1,464,009,858                        
-    

3 1.04.01.1.01.0001 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

594,000,000 500,027,006 500,027,006                        
-    

4 1.04.01.1.01.0002 
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA- SKPD 

15,000,000 15,000,000 15,000,000                        
-    

5 1.04.01.1.01.0003 
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

15,000,000 15,000,000 15,000,000                        
-    

6 1.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 
15,000,000 15,000,000 15,000,000                        

-    

7 1.04.01.1.01.0005 
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 
DPA- SKPD 

15,000,000 15,000,000 15,000,000                        
-    

8 1.04.01.1.01.0006 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

460,000,000 597,361,540 597,361,540 
                       
-  

  

9 1.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
346,000,000 306,621,312 306,621,312                        

-    

10 1.04.01.1.02 
Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

18,333,628,497 17,583,074,952 17,583,074,952                        
-    

11 1.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17,033,628,497 16,253,644,000 16,253,644,000 -   

12 1.04.01.1.02.0002  
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

650,000,000 650,000,000 650,000,000 - 
  

13 1.04.01.1.02.0003 
Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

500,000,000 500,000,000 500,000,000 - 

  

14 1.04.01.1.02.0004 
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 
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15 1.04.01.1.02.0005 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 - 
  

16 1.04.01.1.02.0006 
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 
  

17 1.04.01.1.02.0007 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 

100,000,000 129,430,952 129,430,952 - 

  

18 1.04.01.1.02.0008 
Penyusunan Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi Anggaran 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 
  

19 1.04.01.1.03 
Administrasi Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 

275,000,000 214,776,290 214,776,290 - 
  

20 1.04.01.1.03.0001 
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD 

50,000,000 42,098,280 42,098,280 - 
  

21 1.04.01.1.03.0002 
Pengamanan Barang Milik Daerah 
SKPD 

50,000,000 69,747,000 69,747,000 - 
  

22 1.04.01.1.03.0003 
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik 
Daerah SKPD 

90,000,000 63,761,560 63,761,560 - 
  

23 1.04.01.1.03.0005 
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

15,000,000 11,347,000 11,347,000 - 
  

24 1.04.01.1.03.0006 
Penatausahaan Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

70,000,000 27,822,450 27,822,450 - 
  

25 1.04.01.1.05 
Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

600,000,000 511,765,880 511,765,880 - 
  

26 1.04.01.1.05.0002 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

200,000,000 199,000,000 199,000,000 - 
  

27 1.04.01.1.05.0003 
Pendataan dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

50,000,000 32,737,600 32,737,600 - 
  

28 1.04.01.1.05.0004 
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

200,000,000 187,276,280 187,276,280 - 
  

29 1.04.01.1.05.0005 
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja Pegawai 

50,000,000 32,752,000 32,752,000 - 
  

30 1.04.01.1.05.0009  
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

100,000,000 60,000,000 60,000,000 - 
  

31 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,505,258,400 2,602,820,080 2,980,820,080 378,000,000   

32 1.04.01.1.06.0001 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

160,802,000 159,760,400 159,760,400 - 
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33 1.04.01.1.06.0002 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

469,456,400 566,026,040 566,026,040 - 
  

34 1.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30,000,000 28,304,000 28,304,000 -   

35 1.04.01.1.06.0005 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

60,000,000 82,640,000 82,640,000 - 

  

36 1.04.01.1.06.0006 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan 

45,000,000 43,093,440 43,093,440 - 

  

37 1.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material 
1,175,000,000 1,250,738,800 1,628,738,800 378,000,000 Penambahan 

untuk advetorial 

38 1.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50,000,000 45,280,000 45,280,000 -   

39 1.04.01.1.06.0009 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

300,000,000 246,149,400 246,149,400 - 

  

40 1.04.01.1.06.0010 
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD 

150,000,000 133,960,000 133,960,000 - 
  

41 1.04.01.1.06.0011 
Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

65,000,000 46,868,000 46,868,000 - 

  

42 1.04.01.1.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

125,000,000 576,663,200 576,663,200 - 

  

43 1.04.01.1.07.0002 
Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

- - - - 

  

44 1.04.01.1.07.0006 
Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

125,000,000 576,663,200 576,663,200 - 
  

45 1.04.01.1.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

4,490,000,000 4,450,200,768 4,450,200,768 - 

  

46 1.04.01.1.08.0001  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50,000,000 47,320,000 47,320,000 -   

47 1.04.01.1.08.0002 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

550,000,000 549,840,000 549,840,000 - 
  

48 1.04.01.1.08.0003 
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

40,000,000 38,264,000 38,264,000 - 
  

49 1.04.01.1.08.0004 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

3,850,000,000 3,814,776,768 3,814,776,768 - 
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50 1.04.01.1.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

2,684,019,000 2,477,121,371 2,477,121,371 - 

  

51 1.04.01.1.09.0001 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

183,370,000 180,813,200 180,813,200 - 

  

52 1.04.01.1.09.0002 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

1,221,550,000 1,122,256,171 1,122,256,171 - 

  

53 1.04.01.1.09.0006  
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

488,623,000 335,560,000 335,560,000 - 
  

54 1.04.01.1.09.0009  
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

490,476,000 539,084,000 539,084,000 - 
  

55 1.04.01.1.09.0010 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

300,000,000 299,408,000 299,408,000 - 

  

56 1.04.02 
PROGRAM PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

35,687,157,348 35,223,684,249 35,223,684,249 - 
  

57 1.04.02.1.01 
Pendataan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 
atau Relokasi Program Provinsi 

740,000,000 937,136,000 937,136,000 - 

  

58 1.04.02.1.01.0002  
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial 
sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 

110,000,000 309,805,600 309,805,600 - 
  

59 1.04.02.1.01.0003 
Pengumpulan Data Rumah Korban 
Bencana Kejadian Sebelumnya yang 
Belum Tertangani 

110,000,000 108,900,800 108,900,800 - 

  

60 1.04.02.1.01.0006 
Pendataan Rumah Sewa Milik 
Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah 
Khusus 

110,000,000 110,000,000 110,000,000 - 

  

61 1.04.02.1.01.0007 
Pendataan dan Verifikasi Calon 
Penerima Rumah bagi Masyarakat yang 
Terkena Relokasi Program Provinsi 

50,000,000 - - - 

  

62 1.04.02.1.01.0008 
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang 
Berpotensi Terkena Relokasi Program 
Provinsi 

50,000,000 100,000,000 100,000,000 - 
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63 1.04.02.1.01.0009 
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah 
Akibat Bencana Provinsi 

100,000,000 98,561,600 98,561,600 - 
  

64 1.04.02.1.01.0010 
Pendataan dan Verifikasi Calon 
Penerima Rumah bagi Korban Bencana 
Provinsi 

100,000,000 99,868,000 99,868,000 - 

  

65 1.04.02.1.01.0011  
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan 
Bencana Provins 

110,000,000 110,000,000 110,000,000 - 
  

66 1.04.02.1.02 

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan 
dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program 
Provinsi 

345,444,000 329,982,940 329,982,940 - 

  

67 1.04.02.1.02.0001 

Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan 
dan Rehabilitasi Rumah kepada 
Masyarakat/Sukarelawan Tanggap 
Bencana 

86,080,000 79,286,400 79,286,400 - 

  

68 1.04.02.1.02.0004 
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, 
Tim Pendamping dan Fasilitator 

220,604,000 214,735,740 214,735,740 - 
  

69 1.04.02.1.02.0006  
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima 
dan Jenis Pelayanan 

38,760,000 35,960,800 35,960,800 - 
  

70 1.04.02.1.03 
Pembangunan dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana atau 
Relokasi Program Provinsi 

34,495,803,348 33,869,527,309 33,869,527,309 - 

  

71 1.04.02.1.03.0001  
Rehabilitasi Rumah bagi Korban 
Bencana 

2,235,924,390 2,618,407,974 2,618,407,974 - 
  

72 1.04.02.1.03.0004 
Pembangunan Rumah bagi Korban 
Bencana 

27,774,878,958 26,793,868,535 26,793,868,535 - 
  

73 1.04.02.1.03.0012 
Pembangunan Rumah Khusus beserta 
PSU bagi Korban Bencana Provinsi 

4,485,000,000 4,457,250,800 4,457,250,800 - Perbaikan 
Rincian 

74 1.04.02.1.04 
Pendistribusian dan Serah Terima 
Rumah bagi Korban Bencana atau 
Relokasi Program Provinsi 

105,910,000 87,038,000 87,038,000 - 

  

75 1.04.02.1.04.0004 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyelenggaraan Perumahan 

55,910,000 47,284,400 47,284,400 - 
  

76 1.04.02.1.04.0007 
Penatausahaan Serah Terima Rumah 
bagi Korban Bencana Provinsi 

50,000,000 39,753,600 39,753,600 - 
  

77 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 9,287,818,653 7,373,481,424 7,373,481,424 -   
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78 1.04.03.1.01 

Penataan Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha 
sampai dengan di Bawah 15 (Lima 
Belas) Ha 

650,000,000 639,706,150 639,706,150 - 

  

79 1.04.03.1.01.0008 
Penyusunan/Review/Legalisasi 
Kebijakan Bidang PKP 

335,734,000 327,092,150 327,092,150 - 
  

80 1.04.03.1.01.0012 

Penatausahaan Serah Terima Rumah 
Baru Layak Huni bagi Masyarakat di 
Kawasan Permukiman Kumuh dengan 
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di 
Bawah 15 (Lima Belas) Ha 

- - - - 

  

81 1.04.03.1.01.0014 
Pembinaan Kelompok Swadaya 
Masyarakat di Permukiman Kumuh 

- - - - 
  

82 1.04.03.1.01.0017 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 

314,266,000 312,614,000 312,614,000 - 
  

83 1.04.03.1.01.0018 
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh 
dan Berkembangnya Permukiman 
kumuh 

- - - - 

  

84 1.04.03.1.02 

Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai dengan di 
Bawah 15 (Lima Belas) Ha 

8,637,818,653 6,733,775,274 6,733,775,274 - 

  

85 1.04.03.1.02.0002 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Penyelenggaraan 
Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman 
Kembali Permukiman Kumuh dan 
Rumah Tidak Layak Huni untuk 
Pencegahan Terhadap Tumbuh dan 
Berkembangnya Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 

- - - - 

  

86 1.04.03.1.02.0003 

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
dalam Kawasan Permukiman dengan 
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di 
Bawah 15 (Lima Belas) Ha 

2,300,000,000 2,283,419,200 2,283,419,200 - 

  

87 1.04.03.1.02.0014  
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas 10 

6,337,818,653 4,450,356,074 4,450,356,074 - 
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(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 
15 (Lima Belas) Ha 

88 1.04.05 
PROGRAM PENINGKATAN 
PRASARANA, SARANA DAN 
UTILITAS UMUM (PSU) 

320,465,785,148 399,592,476,369 399,214,476,369 -    
378,000,000 

  

89 1.04.05.1.01 
Urusan Penyelenggaraan PSU 
Permukiman 

320,465,785,148 399,592,476,369 399,214,476,369 -    
378,000,000   

90 1.04.05.1.01.0001  
Perencanaan Penyediaan PSU 
Permukiman 

779,571,800 725,603,080 725,603,080 - 

  

91 1.04.05.1.01.0002 
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum di Permukiman untuk 
Menunjang Fungsi Permukiman 

294,444,516,348 373,823,636,789 368,445,636,789 - 
5,378,000,000 

Perubahan 
Pagu untuk 

Pengawasan 

92 1.04.05.1.01.0003 
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam 
rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum Permukiman 

25,094,797,000 24,935,781,100 29,935,781,100 5,000,000,000 Perubahan 
Pagu untuk 

Pengawasan 

93 1.04.05.1.01.0004 
Verifikasi dan Penyerahan PSU 
Permukiman dari Pengembang 

146,900,000 107,455,400 107,455,400 - 

  

94 1.04.06 

PROGRAM PENINGKATAN 
PELAYANAN SERTIFIKASI, 
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN 
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN 
DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

117,200,000 98,711,880 98,711,880 - 

  

95 1.04.06.1.01 

Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang 
atau Badan Hukum yang 
Melaksanakan Perancangan dan 
Perencanaan Rumah serta 
Perencanaan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum PSU Tingkat 
Kemampuan Menengah 

117,200,000 98,711,880 98,711,880 - 

  

96 1.04.06.1.01.0001  

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan 
Sertifikasi dan Registrasi Pengembang 
Perumahan dengan Kualifikasi 
Menengah 

117,200,000 98,711,880 98,711,880 - 

  

97 2.10.03 
PROGRAM PENGADAAN TANAH 
UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

100,000,000 74,000,400 74,000,400 - 
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98 2.10.03.1.01 
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan Umum di Wilayah 
Provinsi 

100,000,000 74,000,400 74,000,400 - 

  

99 2.10.03.1.01.0001 

Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, 
Konsultasi Publik Rencana 
Pembangunan dan Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 
Umum 

100,000,000 74,000,400 74,000,400 - 

  

100 . 2.10.06 

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH 
DAN GANTI KERUGIAN TANAH 
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH 
ABSENTEE 

50,000,000 37,840,000 37,840,000 - 

  

101 2.10.06.1.01 

Penetapan Subyek dan Obyek 
Redistribusi Tanah Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

50,000,000 37,840,000 37,840,000 - 

  

102 2.10.06.1.01.0002 
Koordinasi Penetapan Redistribusi 
Tanah Objek Reforma Agraria Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 

- - - - 

  

103 2.10.06.1.01.0003 
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan 
Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi 
Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

50,000,000 37,840,000 37,840,000 - 

  

104 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 50,000,000 34,622,680 34,622,680 -   

105 2.10.10.1.01 

Perencanaan Penggunaan Tanah 
yang Hamparannya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

50,000,000 34,622,680 34,622,680 - 

  

106 2.10.10.1.01.0001 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan Tanah 

- - - - 

  

107 2.10.10.1.01.0002 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 
Kewenangan Provinsi 

50,000,000 34,622,680 34,622,680 - 

  

Jumlah 396,230,867,046 472,315,249,401 472,315,249,401 -   
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2.3 . Perubahan Perjanjian Kinerja 2024 

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ 

perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pemerintah Daerah 

Banten telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel 2.11. 

Tabel 2.10 

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Banten Tahun 2024 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 

MURNI PERUBAHAN 

1 Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Capaian SAKIP 

(Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah) 

Perangkat Daerah 

Nilai 70-80 70-80 

2 Meningkatnya 

Kualitas Rumah, 

Penataan Kawasan 

Permukiman yang 

Layak dan Tata 

Kelola Pertanahan 

Cakupan lingkungan 

permukiman yang 

sehat dan aman yang 

didukung dengan PSU 

Persen 94,48 99,44 

Persentase Rumah 

Tangga yang 

Menghuni Rumah 

Layak dan Terjangkau 

Persen 60,85 77 

Luasan Permukiman 

Kumuh 

Ha 160 160 

Persentase 

Pemenuhan Sub 

Urusan Pertanahan  

Persen 100 100 

 

Sedangkan Perjanjian Kinerja struktural Esselon 2 pada indikator Persentase penyediaan 

prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) dan indikator permukiman terdapat 

perubahan dari perjanjian kinerja murni ke perjanjian kinerja perubahan.  Ketercapaian 

kinerja pada tahun 2024 sehingga perlu penyesuain target kinerja pada tahun 2024. 

Target tersebut dilakukan pada perkin perubahan. 

Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 3 yaitu Sekretaris Dinas dengan mengampu 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. 
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Tabel 2.11 

Perkin Esselon 3 Sekretaris 

No 
Sasaran 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Sebelum 
Perubahan 

Target 
Setelah 

Perubahan 

Sasaran Program:     

1 Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
yang berkualitas dan 
tepat waktu, serta 
terfasilitasinya penunjang 
urusan Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permukiman yang tepat 
waktu 

Persentase 
Ketercapaian dari 
Seluruh Kegiatan 
pada Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Persen 100 100 

Sasaran Kegiatan:     

1 Tercapainya Kegiatan 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah yang 
tepat waktu 

Persentase 
Ketercapaian 
Kegiatan 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Persen 100 100 

2 Tercapainya Kegiatan 
Administrasi Keuangan 
perangkat daerah yang 
tepat waktu 

Persentase 
ketercapaian 
administrasi 
keuangan 
perangkat daerah 

Persen 100 100 

Sasaran Sub Kegiatan:     

1 Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Dokum
en 

2 2 

2 Tersedianya Dokumen 
RKA-SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 

Dokum
en 

2 2 

3 Tersedianya Dokumen 
Perubahan RKASKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
RKASKPD 

Jumlah Dokumen 
Perubahan 
RKASKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan RKA -
SKPD 

Dokum
en 

2 2 
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4 Tersedianya Dokumen 
DPA-SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen 
DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen DPA-
SKPD 

Dokum
en 

2 2 

5 Tersedianya Dokumen 
Perubahan DPASKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
DPASKPD 

Jumlah Dokumen 
Perubahan 
DPASKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
Perubahan DPA -
SKPD 

Dokum
en 

2 2 

6 Tersedianya Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerj 

Lapora
n 

12 12 

7 Terlaksananya Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Lapora
n 

4 4 

8 Tersedianya Gaji dan 
Tunjangan ASN  

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Orang/ 
Bulan 

58 58 

9 Tersedianya Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Dokum
en 

12 12 

10 Terlaksananya 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verifika
si Keuangan 
SKPD 

Dokum
en 

11 11 

11 Terlaksananya Koordinasi 
dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi 
dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Dokum
en 

12 12 
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12 Tersedianya Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Lapora
n 

1 1 

13 Tersedianya Dokumen 
Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan Tindak 
Lanjut Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut 
Pemeriksaan 

Dokum
en 

1 1 

14 Tersedianya Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran 
SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/Semes
teran SKPD dan 
Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran 
SKPD 

Lapora
n 

18 18 

15 Tersedianya Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi 
Anggaran 

Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan 
Analisis Prognosis 
Realisasi 
Anggaran 

Dokum
en  

1 1 

 

Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 3 yaitu Kepala Bidang Perumahan dengan mengampu 

program pengembangan perumahan 

Tabel 2.12 

Perkin Eseon 3 Kepala Bidang Perumahan 

No 
Sasaran 

Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Sebelum 
Perubahan 

Target 
Setelah 

Perubahan 

Sasaran Program: 
    

1 Optimalnya penyediaan 
rumah bagi korban 
bencana dan terdampak 
relokasi program 
Provinsi 

Presentase 
Penyediaan 
Rumah korban 
bencana skala 
Provinsi 

% 62,34 77,00 

2 Optimalnya penyediaan 
rumah bagi korban 
bencana dan terdampak 
relokasi program 
Provinsi 

Presentase 
relokasi rumah 
terdampak 
program Provinsi 

% 50 50 
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3 Optimalnya Sertifikasi 
dan Registrasi bagi 
Orang atau Badan 
Hukum yang 
Melaksanakan 
Perancangan dan 
Perencanaan Rumah 
serta Perencanaan 
Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum PSU 
Tingkat Kemampuan 
Menengah 

Persentase 
Sertifikasi dan 
Registrasi bagi 
Orang atau 
Badan Hukum 
yang 
Melaksanakan 
Perancangan dan 
Perencanaan 
Rumah serta 
Perencanaan 
Prasarana, 
Sarana dan Ut 

Persen 100 100 

Sasaran Kegiatan: 
    

1 Tercapainya Kegiatan 
Pendataan Penyediaan 
dan Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau 
Relokasi Program 
Provinsi 

Persentase 
Ketercapaian 
Pendataan 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi 
Rumah Korban 
Bencana atau 
Relokasi 
Program Provinsi 

Persen 100 100 

2 Tercapainya Kegiatan 
Sosialisasi dan 
Persiapan Penyediaan 
dan Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau 
Relokasi Program 
Provinsi 

Persentase 
Ketercapaian 
Sosialisasi dan 
Persiapan 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi 
Rumah Korban 
Bencana atau 
Relokasi 
Program Provinsi 
(%) 

Persen 100 100 

3 Tercapainya Kegiatan 
Pembangunan dan 
Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau 
Relokasi Program 
Provinsi 

Persentase 
Pembangunan 
dan Rehabilitasi 
Rumah Korban 
Bencana atau 
Relokasi 
Program Provinsi 

Persen 100 100 

4 Tercapainya Kegiatan 
Pendistribusian dan 
Serah Terima Rumah 
bagi Korban Bencana 
atau Relokasi Program 
Provinsi 

Persentase 
Ketercapaian 
Pendistribusian 
dan Serah Terima 
Rumah bagi 
Korban Bencana 
atau Relokasi 
Program Provinsi 

Persen 100 100 
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5 Tercapainya Kegiatan 
Sertifikasi dan Registrasi 
bagi Orang atau Badan 
Hukum yang 
Melaksanakan 
Perancangan dan 
Perencanaan Rumah 
serta Perencanaan 
Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum PSU 
Tingkat Kemampuan 
Menengah 

Persentase orang 
atau badan 
Badan Hukum 
yang 
Melaksanakan 
Perancangan dan 
Perencanaan 
Rumah serta 
Perencanaan 
Prasarana, 
Sarana dan 
Utilitas Umum 
PSU Tingkat 
Kemampuan 
Menengah yang 
tersertifikasi dan 
teregiistrasi 

Persen 100 100 

Sasaran Sub Kegiatan:     

1 Tersusunnya Dokumen 
Data Lahan Potensial 
sebagai Lokasi Relokasi 
Perumahan 

Jumlah Dokumen 
Data Lahan yang 
Potensial sebagai 
Lokasi Relokasi 
Perumahan 

Dokum
en 

1 1 

2 Tersusunnya Dokumen 
Data Rumah Korban 
Bencana Kejadian 
Sebelumnya yang Belum 
Tertangani 

Jumlah Dokumen 
Data Rumah 
Korban Bencana 
Kejadian 
Sebelumnya 
yang Belum 
Tertangani 

Dokum
en 

1 1 

3 Tersusunnya Dokumen 
Data Rumah Sewa Milik 
Masyarakat, Rumah 
Susun, dan Rumah 
Khusus 

Jumlah Dokumen 
Data Rumah 
Sewa Milik 
Masyarakat, 
Rumah Susun, 
dan Rumah 
Khusus 

Dokum
en 

1 1 

4 Tersusun dan 
Terverifikasinya 
Dokumen Data Bakal 
Calon Penerima Rumah 
bagi Masyarakat yang 
Terkena Relokasi 
Program Provins 

Jumlah Dokumen 
Data Bakal Calon 
Penerima Rumah 
bagi Masyarakat 
yang Terkena 
Relokasi 
Program Provinsi 

Dokum
en 

1 1 

5 Tersusunnya Dokumen 
Data Rumah di Lokasi 
yang Berpotensi Terkena 
Relokasi Program 
Provinsi 

Jumlah Dokumen 
Data Rumah di 
Lokasi yang 
Berpotensi 
Terkena Relokasi 
Program Provinsi 

Dokum
en 

1 1 

6 Tersusunnya Dokumen 
Data Rumah Terkena 
Bencana Provinsi 

Jumlah Dokumen 
Data Rumah 
yang Terkena 
Bencana Provinsi 

Dokum
en 

1 1 
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Berdasarkan Tingkat 
Kerusakan Rumah 

Berdasarkan 
Tingkat 
Kerusakan 
Rumah 

7 Tersusun dan 
Terverifikasinya 
Dokumen Data Bakal 
Calon Penerima Rumah 
bagi Korban Bencana 
Provinsi 

Jumlah Dokumen 
Data Bakal Calon 
Penerima Rumah 
bagi Korban 
Bencana Provinsi 
yang Terverifikasi 

Dokum
en 

1 1 

8 Tersusunnya Dokumen 
Data Rumah di Lokasi 
Rawan Bencana 
Provinsi 

Jumlah Dokumen 
Data Rumah di 
Lokasi Rawan 
Bencana Provinsi 

Dokum
en 

1 1 

9 Tersosialisasinya 
Standar Teknis 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana kepada 
Masyarakat/Sukarelawa
n Tanggap Bencana 

Jumlah 
Orang/Sukarelaw
an yang 
Mengikuti 
Sosialisasi 
Standar Teknis 
Penyediaan dan 
Rehabilitasi 
Rumah Korban 
Bencana 

Orang 60 60 

10 Terlaksananya 
Pembentukan dan 
Pelatihan Tim Satgas, 
Tim Pendamping, dan 
Fasilitator 

Jumlah Orang 
pada Tim Satgas, 
Tim Pendamping, 
dan Fasilitator 
yang Terbentuk 
dan Terlatih 

Orang 100 100 

11 Tersusunnya Dokumen 
Data Penerima Bantuan 
Berdasarkan Jenis 
Layanan 

Jumlah Dokumen 
Data Penerima 
Bantuan 
Berdasarkan 
Jenis Layanan 

Dokum
en 

1 1 

12 Terehabilitasinya Rumah 
bagi Korban Bencana 
Provinsi 

Jumlah Rumah 
Korban Bencana 
Provinsi yang 
Terehabilitasi 

Unit 
Rumah 

38 42 

13 Terbangunnya Rumah 
bagi Korban Bencana 
Provinsi 

Jumlah Rumah 
bagi Korban 
Bencana Provinsi 
yang Terbangun 

Unit 
Rumah 

176 176 

14 Terbangunnya Rumah 
Khusus beserta PSU 
bagi Korban Bencana 
Provinsi 

Jumlah Rumah 
Khusus beserta 
PSU bagi Korban 
Bencana Provinsi 

Unit 
Rumah 

363 363 

15 Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan 

Jumlah Laporan 
Hasil Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan 

Laporan 1 1 
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16 Terlaksananya 
Penatausahaan Serah 
Terima Rumah bagi 
Korban Bencana 
Provinsi 

Jumlah Dokumen 
Serah Terima 
Rumah bagi 
Korban Bencana 
Provinsi 

Dokum
en 

1 1 

17 Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penerbitan 
Sertifikasi dan Registrasi 
Pengembang 
Perumahan dengan 
Kualifikasi Menengah 

Jumlah Laporan 
Hasil Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Penerbitan 
Sertifikasi dan 
Registrasi 
Pengembang 
Perumahan 
Dengan 
Kualifikasi 
Menengah 

Laporan 1 1 

 

Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 3 yaitu Kepala Bidang  Permukiman dengan 

mengampu program kawasan permukiman dan program peningkatan prasarana sarana 

dan utilitas umum (PSU). 

Tabel 2.13 

Perkin Esselon 3 Kepala Bidang Permukiman 

No 
Sasaran 

Program/Kegiatan/S
ub Kegiatan 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Sebelum 
Perubahan 

Target 
Setelah 

Perubahan 

Sasaran Program:     

1. 
 
 
 

 

Terpenuhinya 
Penataan dan 
Peningkatan Kualitas 
Permukiman Kumuh 
dengan Luasan 10 
Ha s.d dibawah 15 
Ha 

Luasan Kawasan 
Kumuh yang 
ditangani 

Hektar 160 Ha 160 Ha 

2. Terpenuhinya satuan 
perumahan yang 
dilengkapi PSU 

Persentase 
Satuan 
Perumahan yang 
dilengkapi PSU 

Persen 94,48 99,44 

Sasaran Kegiatan:     

1. Tercapainya Kegiatan 
Penataan Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 

Persentase 
Ketercapaian 
Penataan 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh dengan 
Luas 10 (Sepuluh) 
Ha sampai 
dengan di Bawah 
15 (Lima Belas) 
Ha 

Persen 100 100 
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2. Tercapainya Kegiatan 
Peningkatan Kualitas 
Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 

Persentase luasan 
permukiman 
kumuh yang 
ditangani 

Persen 100 100 

3. Tercapainya Kegiatan 
Urusan 
Penyelenggaraan 
PSU Permukiman 

Persentase 
Penyelenggaraan 
PSU Permukiman 

Persen 100 100 

Sasatan Sub Kegiatan:     

1. Tersusun/Tereview/Te
rlegalisasinya 
Kebijakan Bidang 
PKP 

Jumlah Dokumen 
Kebijakan Bidang 
PKP yang 
Tersusun/Tereview
/ Terlegalisasi 

Dokume
n 

1 1 

2. Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyelenggaraan 
Kawasan 
Permukiman 

Jumlah Laporan 
Hasil Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Penyelenggaraan 
Kawasan 
Permukiman 

Laporan 1 1 

3. Terlaksananya 
Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 
dalam Kawasan 
Permukiman dengan 
Luas 10 (Sepuluh) Ha 
sampai dengan di 
Bawah 15 (Lima 
Belas) Ha 
 

Jumlah Rumah 
Tidak Layak Huni 
dalam Kawasan 
Permukiman 
dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha 
sampai dengan di 
Bawah 15 (Lima 
Belas) Ha yang 
Diperbaiki 

Unit 
Rumah 

26 26 

4. Terlaksananya 
Pemugaran Kawasan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 
 

Luas Permukiman 
Kumuh Dengan 
Luas 10 (Sepuluh) 
Ha sampai 
dengan di Bawah 
15 (Lima Belas) 
Ha yang Dipugar 

Ha 22,06 2,3 

5. Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan 
Penyediaan PSU 
Permukiman 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Penyediaan PSU 
Permukiman 

Dokume
n 

6 6 

6. Tersedianya 
Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum di 
Permukiman yang 
Menunjang Fungsi 
Permukiman 

Jumlah Lokasi 
Permukiman yang 
Disediakan 
Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas Umum 
yang Menunjang 

Lokasi 1.483 1.872 
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Fungsi 
Permukiman 

7. Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi dalam 
rangka Penyediaan 
Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum 
Permukiman 

Jumlah Laporan 
Hasil Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Dalam Rangka 
Penyediaan 
Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas Umum 
Permukiman 

Laporan 226 282 

8. Terlaksananya 
Verifikasi dan 
Penyerahan PSU 
Permukiman dari 
Pengembang 

Jumlah Laporan 
Hasil Serah 
Terima PSU 
Permukiman yang 
Terverifikasi dari 
Pengembang 

Laporan 1 1 

 

Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 3 yaitu Kepala Bidang Pertanahan dengan 

mengampu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program 

Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah 

Absentee Serta Program Penatagunaan Tanah. 

Tabel 2.14 

Perkin Esselon 3 Kepala Bidang Pertanahan 

No 
Sasaran 

Program/Kegiatan/S
ub Kegiatan 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Sebelum 
Perubahan 

Target 
Setelah 

Perubahan 

Sasaran Program:     

1. Optimalisasi 
pengadaan tanah 
untuk kepentingan 
umum yag selesai 
tepat waktu 
 

Persentase 
pengadaan tanah 
untuk kepentingan 
umum yang 
selesai tepat 
waktu 

Persen  100 100 

2. Optimalisasi 
redistribusi tanah dan 
ganti kerugian tanah 
kelebihan maksimum 
dan tanah absentee 

Persentase 
redistribusi tanah 
dan ganti kerugian 
tanah kelebihan 
maksimum dan 
tanah absentee 

Persen  100 100 

3.  Optimalisasi 
penggunaan tanah 
yang hamparannya 
lintas daerah 
kabupaten/kota 

Persentase 
penggunaan tanah 
yang 
hamparannya 
lintas daerah 
kabupaten/kota 

Persen  100 100 

Sasaran Kegiatan:     
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1. Tercapainya Kegiatan 
Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan 
Umum di Wilayah 
Provinsi 

Persentase 
Ketercapaian 
penetapan lokasi 
pengadaan tanah 

Persen  100 100 

2. Tercapainya Kegiatan 
Penetapan Subyek 
dan Obyek 
Redistribusi Tanah 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

Persentase 
Ketercapaian 
Penetapan Subyek 
dan Obyek 
Redistribusi Tanah 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

Persen  100 100 

3. Tercapainya Kegiatan 
Perencanaan 
Penggunaan Tanah 
yang Hamparannya 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

Persentase 
Ketercapaian 
perencanaan 
penggunaan tanah 
yang haparannya 
lintas daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) 
daerah Provinsi 

Persen  100 100 

Sub Sasaran Kegiatan:     

1. Terlaksananya 
Pemberitahuan, 
Pendataan Awal 
Lokasi, Konsultasi 
Publik Rencana 
Pembangunan dan 
Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan 
Umum 

Jumlah Dokumen 
Pemberitahuan, 
Pendataan Awal 
Lokasi, Konsultasi 
Publik Rencana 
Pembangunan dan 
Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan 
Umum 

Dokumen 1 1 

2. Terlaksananya 
Koordinasi, 
Sinkronisasi, Fasilitasi 
dan Kerja Sama 
Penataan Akses 
dalam rangka 
Reforma Agraria 
dalam 1 (satu) 
Provinsi. 

Jumlah Berita 
Acara 
Pelaksanaan 
Rapat Koordinasi 
Penataan Akses 
dalam rangka 
Reforma Agraria. 

Berita 
Acara 

1 1 

3. Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Konsolidasi Tanah 
Kewenangan Provinsi 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Konsolidasi Tanah 
Kewenangan 
Provinsi 

Dokumen 1 1 
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Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 4 yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 

Tabel 2.15 

Perkin Esselon 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

No 
Sasaran 

Program/Kegiatan
/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Sebelum 
Perubahan 

Target 
Setelah 

Perubahan 

Sasaran Kegiatan:     

1 Tercapainya 
Kegiatan 
Administrasi 
Barang Milik 
Daerah pada 
Perangkat Daerah 
yang tepat waktu 

Persentase 
Ketercapaian kegiatan 
Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Persen 100 100 

2 Tercapainya 
Kegiatan 
Administrasi 
Kepegawaian 
perangkat daerah 

Persentase 
ketercapaian 
Administrasi 
Kepegawaian perangkat 
daerah 

Persen 100 100 

3 Tercapainya 
Kegiatan 
Administrasi Umum 
perangkat daerah 

Persentase 
ketercapaian 
Administrasi Umum 
perangkat daerah 

Persen 100 100 

4 Tercapainya 
Kegiatan 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase 
Ketercapaian 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Persen 100 100 

5 Tercapainya 
Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase tersusunya 
laporan jasa penunjang 
urusan pemerinthan 
daerah 

Persen 100 100 

6 Tercapainya 
Kegiatan 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
Ketercapaian 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persen 100 100 

Sasaran Sub Kegiatan:     

1 Tersedianya 
Rencana 
Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Rencana 
Kebutuhan Barang Milik 
Daerah SKPD 

Dokume
n 

2 2 
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No 
Sasaran 

Program/Kegiatan
/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Sebelum 
Perubahan 

Target 
Setelah 

Perubahan 

2 Terlaksananya 
Pengamanan 
Barang Milik 
Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen 
Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Dokume
n 

1 1 

3 Tersedianya 
Laporan Hasil 
Penilaian Barang 
Milik Daerah dan 
Hasil Koordinasi 
Penilaian Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Laporan Hasil 

Penilaian Barang Milik 

Daerah dan Hasil 

Koordinasi Penilaian 

Barang Milik Daerah 

SKPD 

Laporan 1 1 

4 Terlaksananya 
Rekonsiliasi dan 
Penyusunan 
Laporan Barang 
Milik Daerah pada 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Laporan 1 1 

5 Terlaksananya 
Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada 
SKPD 

Laporan 1 1 

6 Tersedianya 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapan 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan 

Paket 4 4 

7 Terlaksananya 
Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen 
Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Dokume
n 

1 1 

8 Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Pelaksanaaan 
Sistem Informasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 
Pelaksanaaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

Dokume
n 

1 1 

9 Terlaksananya 
Monitoring, 
Evaluasi dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Jumlah Dokumen 
Monitoring, Evaluasi, 
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Dokume
n 

2 2 

10 Terlaksananya 
Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

Orang 10 8 

11 Tersedianya 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Paket 4 4 
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No 
Sasaran 

Program/Kegiatan
/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Sebelum 
Perubahan 

Target 
Setelah 

Perubahan 

12 Tersedianya 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

Paket 10 13 

13 Tersedianya Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Paket 1 1 

14 Tersedianya 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

Paket 2 3 

15 Tersedianya Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

Dokume
n 

1 1 

16 Tersedianya 
Bahan/Material 

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan 

Paket 156 206 

17 Terlaksananya 
Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Laporan 1 1 

18 Terlaksananya 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Laporan 1 1 

19 Terlaksananya 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Dokume
n 

1 1 

20 Terlaksananya 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

Dokume
n 

1 1 

21 Tersedianya 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

Unit 6 17 

22 Terlaksananya 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Laporan 12 12 

23 Tersedianya Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

Laporan 12 12 
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No 
Sasaran 

Program/Kegiatan
/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Sebelum 
Perubahan 

Target 
Setelah 

Perubahan 

24 Tersedianya Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

Laporan 12 12 

25 Tersedianya Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

Laporan 12 12 

26 Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, 
Biasa 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan 
Pajaknya 

Unit 5 5 

27 Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Unit 71 70 

29 Terlaksananya 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

Unit 392 282 

30 Terlaksananya 
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Unit 1 1 

31 Terlaksananya 
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Unit 1 1 
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Bab III 

Akuntabilitas Kinerja 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum 

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam 

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Banten Provinsi Banten selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan 

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Provinsi Banten yang 

dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan 

gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan 

sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 dan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023.  

Dalam laporan ini, Dinas Perkim Provinsi Banten  dapat memberikan gambaran penilaian 

tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja 

kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator 

kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana 

Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 
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3.1  Capaian Kinerja Tahun 2024 

Capaian kinerja organisasi sesuai dengan indikator kinerja utama dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemrukiman Tahun 2024 

No Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 2024 

(PK 

Perubahan) 

Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya 

kualitas rumah, 

penataan 

kawasan 

permukiman 

yang layak dan 

tata kelola 

pertanahan 

Cakupan lingkungan 

permukiman yang sehat 

dan aman yang didukung 

dengan PSU 

99,44 99,32 99,88 

2 Persentase Rumah 

Tangga yang Menghuni 

Rumah Layak dan 

Terjangkau 

77 77 100 

3 Luasan Permukiman 

Kumuh 

160 130,70 122.42 

4 Persentase Pemenuhan 

Sub Urusan Pertanahan 

100 100 100 

5 Meningkatnya 

Akuntabilitas 

kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

Capaian SAKIP Perangkat 

Daerah 

70-80 78,65 112,36 

 

Uraian penjelasan dan analisis capaian pada tabel: 

1. Indikator Nilai SAKIP ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 70 (B) sedangkan hasil 

Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Tahun 2023 yang di evalusi pada tahun 2024 dengan Nilai 

78.65 

2. Luasan permukiman kumuh melebihi target IKU dengan kategori Istimewa, hal 

tersebut dikarenakan pada target luasan kumuh tahun 2024 melebihi target pada IKU 

tahun 2024, sehingga mempengaruhi pencapaiannya. Kawasan kumuh merupakan 

program dan kegiatan yang menjadi prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2024, 

selain itu adanya dorongan dari Kabupaten/Kota untuk segera dilaksanakan. 

Perhitungan capaian Luasan Kawasan Kumuh semakin bertambah tahun Semakin 
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menurun. Hasil pencapaian indikator tersebut yaitu peningakatan kualitas Kawasan 

kumuh keweanangan provinsi 10 sd. Dibawah 15 Ha seluas 130,70 Ha dari target 

seluas 160 Ha. 

3. Presentase rumah tangga yang menghuni rumab layak dan terjangkau pada tahun 

2024 sebesar 77% dan realisasi sebesar 77% dalam katerori sangat baik. Adapun 

yang mendukung pencapaian terhadap indikator ini yairu pembangunan rumah 

korban bencana dengan target 273 unit rumah layak huni yang ditangani provinsi, 

218 pembangunan rumah korban bencana, 26 peningkatan rumah layak huni di 

Kawasan kumuh dan 29 unti pembangunan rumah bagi masyarakat miskin.  

4. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 

dengan target 99,44% dan realisasi sebesar 99,32% dengan kategori sangat baik. 

Adapun yang mendukung pencapaian terhadap indiKator ini adalah 

pembangunan/peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum di 7 

Kab/Kota sebanyak 1863 lokasi dari target 1872 lokasi 

5. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan denga target sebesar 100% dan 

realisasi sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Adapun yang mendukung 

pencapaian terhadap indicator ini adalah penatapan lokasi sebnyak 5 lokasi yang 

merupakan usulan baru dan perpanjangan yang ditetapkan dalam SK Gubernur 

tentang Penetapan Lokasi. 

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian 

kinerja sebagai berikut: 

 

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah dapat 

melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 2 (dua) 

sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya telah mencapai kinerja yang 

diharapkan dengan kategori sangat baik. Rata-Rata tingkat capaian kinerja 

sasaran untuk tahun 2024 mencapai nilai di atas 90% bahkan terdapat capaian di 

atas 100%.  

A. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelenggaraan Pemerintahan  

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 

Capaian kinerja sasaran 1 tahun 2024 dengan indikator Capaian SAKIP 

Perangkat Daerah. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi diambil 
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dari data nilai SAKIP Tahun 2024 karena nilai SAKIP tahun 2024 belum 

ditetapkan. Adapun uraiannya sebagai berikut:  

a. Indikator Capaian Nilai SAKIP ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 70 (B) 

dan realiasi sebesar 78,65 (B) atau mencapai sebesar 112,36 % setelah 

normalisasi capaian (nilainya ≤ 110) serta setelah dikoreksi 15% (kategori 

nilai SAKIP (B) maka koreksinya 15%)., sehingga inikator Capaian SAKIP 

PD dengan kategori Baik.  

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sasaran 1 

dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1                

Tahun 2024 

No. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TAHUN 2024 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Pengelenggara
an 
Pemerintahan 

Capaian 
SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

Nilai 70-80 78,75 112,36 

 

B. Sasaran : Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman 

yang layak dan tata kelola pertanahan 

Capaian kinerja sasaran 2 tahun 2024 pada 4 indikator yaitu Luasan 

permukiman kumuh, Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak 

dan terjangkau, Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang 

didukung dengan PSU dan Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan.  

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sasaran 1 dapat 

dilihat pada tabel 3.3 

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2                   

Tahun 2024 

No Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Target 2024 

(PK 

Perubahan) 

Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya 

kualitas rumah, 

penataan 

kawasan 

Cakupan lingkungan 

permukiman yang sehat 

dan aman yang didukung 

dengan PSU 

99,44 99,32 99,88 
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2 permukiman 

yang layak dan 

tata kelola 

pertanahan 

Persentase Rumah 

Tangga yang Menghuni 

Rumah Layak dan 

Terjangkau 

77 77 100 

3 Luasan Permukiman 

Kumuh 

160 130,70 122.42 

4 Persentase Pemenuhan 

Sub Urusan Pertanahan 

100 100 100 

 

Sasaran 2 terdapat 4 indikator sasaran, setiap indicator sasaran dapat 

dijelaskan dibawah ini: 

1. Luasan permukiman kumuh, berdasarkan renstra 2023-2026 bahwa 

indikator luasan permukiman kumuh target sampai dengan tahun 2024 

seluas 160 Ha, dengan realisasi pada tahun 2024 sleuas 2,3 Ha, sedangkan 

realisasi sampai dengan tahun 2024 seluas 130,70 Ha. Capaian indikator 

sasaran Luasan Permukiman Kumuh dengan rumus sebagai berikut: 

=   Luas kawasan kumuh yang ditata 

= 342,56-(100,14+109,42+2.3) = 130,70 Ha (Sisa luasan kumuh sampai 

dengan akhir perubahan Renstra tahun 2023-2026). 

Tabel 3.4 

Perhitungan target dan realisasi indikator kinerja                                

luasan kawasan kumuh yang ditangani 

TARGET RENSTRA 
BASE 
LAIN 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Renstra Per 
Tahun 

342.56 264 219 160 64.89 0 

Target Sub Kegiatan 
Per Tahun 

 78.56 44.94 59.05 95.12 64.89 

Realisasi Sub 
Kegiatan Per Tahun 

 100.14 109.42 2.3 130.70 0 

Realisasi Renstra 
Per Tahun 
(Pengurangan 
Capaian) 

 242.42 133.00 130.70 0.00 0.00 

 

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 

2023-2026 diampu oleh Program Kawasan Permukiman dengan indikator 

programnya adalah Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani dimana 

realisasinya sampai tahun 2024 adalah : 
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= Luas kawasan kumuh yang ditangani 

= 130,70 Ha 

Indikator Sasaran dan indikator program baik target maupun realisasinya 

sama. Indikator-indikator tersebut terjadi pengurangan target kinerja 

dikarenakan adanya efesiensi anggaran pada saat anggaran perubahan. 

Anggaran murni sebesar Rp. 8.637.818.653 dengan target seluas 22,06 Ha, 

setelah efesiensi menjadi Rp. 6.733.775.274 dengan target kinerja seluas 

2,3 Ha. 

1) Kegiatan pengampu Program Kawasan Permukiman adalah: 

1.1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 

(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, 

dengan target kinerja sebesar 6 Dokumen, terealisasi sebesar 5 

Dokumen. 

5

 6 
 x 100 = 83,33% 

1.2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 

10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, 

dengan target kinerja sebesar 100,00%, terealisasi sebesar 

100,00%. 

  100 

100
 x 100 = 100,00% 

 

2. Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan 

terjangkau, dengan target kinerja 77%, rumus perhitungan: 

= (Jumlah rumah layak huni yang ditangani oleh Provinsi)/(Jumlah rumah 

tidak layak huni yang menjadi kewenangan Provinsi) x 100% 

 

=  
𝟐𝟕𝟑 −  (𝟐𝟕𝟑 − 𝟐𝟕𝟑)

 𝟐𝟕𝟑  
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% = 𝟕𝟕% 

 

=  
𝟕𝟕

   𝟕𝟕   
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

Penjelasan perhitungan: 
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Target kinerja indikator Presentase rumah tangga yang menghuni rumah 

layak dan terjangkau berdasarkan Renstra 2023-2026 sampai akhir tahun 

adalah 531 unit rumah sedangkan target sampai dengan tahun 2024 adalah 

218 unit rumah korban bencana dan 26 unit rumah layak huni di kawasan 

kumuh, serta rumah bagi masyarakat di daerah kemiskinan adaah 29 unit, 

sehingga dapat dihitung sebagai berikut: 

= 218 + 26 + 29 

= 273 unit rumah layak huni yang ditangani provinsi 

 

Realisasi tahun 2023  = 387 Unit rumah 

Rumah korban Bencana 2024 = 218 unit rumah 

Rumah layak huni di Kawasan kumuh 2024 =   26 unit rumah 

Rumah bagi masyarakat di daerah kemiskinan 2024 =   29 unit rumah 

 

Realisasi rumah layak huni keweanagan provnsi = 273 unit rumah 

 

Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh Program Pengembangan 

Perumahan dengan indikator programnya adalah Presentase rumah 

tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau dimana rumus 

perhitungannya: 

 

= (Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani)/(Jumlah total    

rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani) × 100 

=  
𝟔𝟐, 𝟑𝟒

 𝟔𝟐, 𝟑𝟒 
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎% 

  

Target telah tercapai 

Penjelasan: 

Targe kinerja = 100/531*100% = 18,83% 

Target DPA tahun 2022 = 131/531*100% = 24,67% 

Target s.d tahun 2023 = 18,83% + 24,67% = 43,50% 

Target s.d tahun 2024 =  
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ket: 131 Target tahun 2022 

       100 target tahun 2023 

     218 target tahun 2024 

       531 base line selama 5 thn (2022-2026) 

 

Realisasi kinerja = 120/531*100% = 22,607%  

Target DPA (sesuai resntra) tahun 2022 = 131/531*100% = 24,67% 

Realisasi s.d tahun 2023 = 22,60%+24,67% = 47,27% 

 

ket: 120  realisasi tahun 2023 

531  Base line selama 5 thn (2022-2026) 

Kegiatan pengampu program Pengembangan Perumahan adalah: 

1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 

atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sebesar 6 

Dokumen, terealisasi sebesar 6 Dokumen.  

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan dapat dihitung sebagai berikut : 

  6 

6
 x 100 = 100,00% 

2) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target 

kinerja sebesar 50 Orang, terealisasi sebesar 50 Orang.  

Adapun hasil capaian kinerja kegiatan terebut dapat dihitung sebagai 

berikut : 

 50 

50
 x 100 = 100,00% 

3) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sebesar 100,00%, 

terealisasi sebesar 100,00%.  

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV terebut 

dapat dihitung sebagai berikut: 

100

 100 
 x 100 = 100,00% 
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1. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, pekerjaan 

pembangunan rumah bencana sebanyak 120 unit rumah  

2. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi 

Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 

 

4) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau 

Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sebesar 1 Laporan, 

sementara hasil verifikasi SAKIP terealisasi sebesar 1 Laporan.  

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV terebut 

dapat dihitung sebagai berikut: 

1

  1 
 x 100 = 100,00% 

 

3. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang 

didukung dengan PSU dengan target kinerja 99,44%, rumus 

perhitungan: 

 

= (Jumlah penyediaan PSU permukiman pada Tahun n yang ditangani oleh 

Provinsi)/(Jumlah rencana penyediaan PSU permukiman pada Tahun n 

yang ditangani oleh Provinsi) x 100 

=  
𝟗𝟗. 𝟒𝟒

 𝟗𝟗. 𝟑𝟐
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟗, 𝟖𝟖% 

 

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 

2023-2026 diampu oleh program sebagai berikut: 

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas dengan 

indikator programnya adalah Persentase penyediaan prasarana 

sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman dimana rumus 

perhitungannya: 

 

= (Jumlah penyediaan PSU Permukiman/ 

   Total jumlah penyediaan PSU) x 100 
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=  
𝟏𝟖𝟔𝟑

 𝟏𝟖𝟕𝟐 
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟗, 𝟑𝟐% 

 

2. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, 

Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman dengan indikator programnya adalah Persentase 

Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan 

Menengah dimana rumus perhitungannya 

 

= Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penerbitan sertifikasi 

=  
𝟏

 𝟏  
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎% 

 

Kegiatan pengampu program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan 

Utilitas adalah: 

2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan target kinerja 

sebesar 100,00%, terealisasi sebesar 99,32%.  

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan terebut dapat dihitung sebagai 

berikut: 

 

99,32

  100 
 x 100 = 99,32% 

 

Kegiatan pengampu Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, 

Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan 

Kawasan Permukiman adalah: 

2.2 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang 

Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta 

Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat 

Kemampuan Menengah dengan target kinerja sebesar 1 Laporan, 

terealisasi sebesar 1 Laporan.  

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan terebut dapat dihitung sebagai 

berikut: 
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 1

  1
 x 100 = 100,00% 

4. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan dengan target kinerja 

100% rumus perhitungan: 

= (jumlah presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti 

rugi tanah + penggunaan tanah di tahun N) / (total presentase hasil 

pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan 

tanah) 

=  
𝟏𝟎𝟎 + 𝟏𝟎𝟎 + 𝟏𝟎𝟎

 𝟏𝟎𝟎 + 𝟏𝟎𝟎 + 𝟏𝟎𝟎 
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎, 𝟎𝟎% 

 

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 

2023-2026 diampu oleh: 

1. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan 

indikator programnya adalah Persentase Sertifikasi dan Registrasi 

bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah dimana rumus 

perhitungannya: 

= Persentase hasil pengadaan tanah 

= 100% 

Kegiatan pengampu Program Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum adalah: 

Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Umum Di Wilayah Provinsi dengan target kinerja sebesar 1 Dokumen, 

terealisasi sebesar 1 Dokumen.  

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan terebut dapat dihitung sebagai 

berikut: 

 1

 1
 x 100 = 100,00% 

2. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan 

Maksimum Dan Tanah Absentee dengan indikator programnya adalah 

Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan 

maksimum dan tanah absentee dimana rumus perhitungannya: 
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= Persentase hasil redistribusi tanah dan ganti rugi tanah 

= 100% 

Kegiatan pengampu Program Redistribusi Tanah Dan Ganti 

Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee 

adalah: 

Kegiatan Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target 

kinerja sebesar 2 Dokumen, terealisasi sebesar 2 Dokumen.  

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan terebut dapat dihitung sebagai 

berikut: 

2

2
 x 100 = 100,00% 

3. Program Penatagunaan Tanah dengan indikator programnya adalah 

Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah 

kabupaten/kota, dimana rumus perhitungannya: 

= Persentase hasil penggunanaan tanah 

= 100% 

Kegiatan pengampu Program Program Penatagunaan Tanah 

adalah: 

Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target 

kinerja sebesar 2 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP terealisasi 

sebesar 2 Dokumen.  

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan terebut dapat dihitung sebagai 

berikut: 

2

2
 x 100 = 100,00% 
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3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan 

tahun 2023 dan 2024 

1) Realisasi dan Capaian kinerja sasaran 1 untuk tahun 2024 pada 2 indikator 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Indikator Kinerja Nilai Sakip, terjadi kenaikan realisasi kinerja setiap 

tahunnya dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Realisasi kinerja nilai SAKIP 

pada tahun 2024 sebesar 80,00 dengan capaian sebesar 99,94% (data 

sementara) artinya penerapan kinerja sudah berjalan dengan sangat baik 

di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 

2021 dapat dilihat pada tabel 3.5.
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Tabel 3.5 

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 

No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan 

RPD 
Provinsi 
Banten 
Tahun 

2023-2026 
Kondisi 

awal (2021) 

Realisasi s.d tahun ini (2023-2026) 

Target Realisasi Capaian 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Capaian SAKIP 
(Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah) Perangkat 
Daerah 

Nilai 70.18 81 
70-
80 

70-
80 

80.95 78.65  99.94 112.36   

2 

Meningkatnya 
Kualitas Rumah, 
Penataan Kawasan 
Permukiman yang 
Layak dan Tata 
Kelola Pertanahan 

Cakupan lingkungan 
permukiman yang 
sehat dan aman yang 
didukung dengan PSU 

Persen     91.7 99.4   99.4 99.32   108.41 99.88 

Persentase Rumah 
Tangga yang 
Menghuni Rumah 
Layak dan Terjangkau 

Persen     60.8 77   77.6 77   127.49 100 

Persentase Rumah 
LayakHuni (Satuan: %) 

Persen   88.66     76.14     85.88     

Luasan Permukiman 
Kumuh 

Ha 342.56 375.3 219 160 391.60 133 130.70 391.60 133.00 122.42 

Persentase 
Pemenuhan Sub 
Urusan Pertanahan  

Persen 100   100 100   100 100   100.00 100 
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3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 

Realisasi Kinerja Tahun 2023 yang merupakan akhir renstra dengan Target Jangka 

Menengah yang Terdapat dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 3.6.
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Tabel 3.6 

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2026 

 

No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan 
Realisasi 

2024 
Target 
2026 

Capaian Keterangan 

1 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Capaian SAKIP (Sistem 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah) 
Perangkat Daerah 

Nilai  70-80   

2 

Meningkatnya Kualitas 
Rumah, Penataan 
Kawasan Permukiman 
yang Layak dan Tata 
Kelola Pertanahan 

Cakupan lingkungan 
permukiman yang sehat 
dan aman yang didukung 
dengan PSU 

Persen 99.32  100  99.32 Tidak Tercapai  

Persentase Rumah Tangga 
yang Menghuni Rumah 
Layak dan Terjangkau 

Persen 77  60.9  126.65  Melebihi Target 

Luasan Permukiman 
Kumuh 

Ha 130.70 0  Tidak Tercapai 

Persentase Pemenuhan 
Sub Urusan Pertanahan  

Persen 100 100 100 Tercapai 
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1) Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan untuk tahun 2024 dengan indikator kinerja Capaian SAKIP 

(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD yaitu Nilai Sakip Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kaawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2024 

adalah 80.00 (nilai sementara). Pada tahun 2023 nilai SAKIP Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebesar 78.65 

turun 2,30 dari nilai SAKIP tahun 2022 yang sebesar 80.95. Jika dibandingkan 

dengan target Jangka Menengah yang terdapat didalam Renstra Disperkim 

Tahun 2017-2022 sampai dengan tahun 2023 capaian Nilai SAKIP Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebesar 70%. 

2) Sasaran: Meningkatnya Kualitas Rumah, Penataan Kawasan Permukiman 

yang Layak dan Tata Kelola Pertanahan tahun 2024 dengan indikator: 

1. Luasan permukiman kumuh,  

2. Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau,  

3. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung 

dengan PSU dan  

4. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan  

Keempat indikator kinerja tersebut sudah sesuai dari target Jangka Menengah 

yang terdapat didalam Renstra Disperkim Tahun 2023-2026, ini menunjukkan 

bahwa perencanaan program dan kegiatan serta penerapan SPM sudah 

berjalan dengan baik sesuai target di dalam Renstra Disperkim Provinsi 

Banten Tahun 2023-2026. 

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat 

dalam Renstra Disperkim Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada 

tabel 3.6 
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Tabel 3.7  

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPD yang Terdapat dalam 

Renstra Disperkim Provinsi Banten Tahun 2023-2026 

No. Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Kondisi 
Kinerja Target 

RPD 
(2023-2026) 

Rata-rata 
Realisasi 
s.d tahun 
ini (2023-

2026) 

1 Meningkatnya 
kualitas 
rumah, 
penataan 
kawasan 
permukiman 
yang layak 
dan tata 
kelola 
pertanahan 

Luasan 
permukiman 
kumuh 

Hektar 182.51 130.70 

2 Persentase 
rumah tangga 
yang 
menghuni 
rumah layak 
dan 
terjangkau 

Persen 84.68 60,83 

3 Cakupan 
lingkungan 
permukiman 
yang sehat 
dan aman 
yang 
didukung 
dengan PSU 

Persen 50 99,88 

4 Persentase 
pemenuhan 
sub urusan 
pertanahan 

Persen 100 100 

 

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada): 

Sasaran, Program dan Kegiatan pada Dinas Perkim Provinsi Banten yang 

mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) makro adalah Indikator Kinerja Program 

dan Kegiatan yang realisasi dan capainnya dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah 

ini:
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Tabel 3.8 

Perbandingan Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Program dan Kegiatan pada Dinas Perkim 

No. 
Prioritas 

Nasional/Program 
Prioritas 

Indikator Target Realisasi 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 

Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome) 
Target Realisasi 

1 Prioritas Nasional: 
Mengembangkan 
wilayah untuk 
mengurangi 
kesenjangan dan 
menjamin 
pemerataan 

       

 Program Prioritas: 
Percepatan 
peningkatan 
investasi KEK 
Tanjung Lesung 

       

 Kegiatan Prioritas: 
SPALD-S Skala 
Kota (IPLT) 

Jumlah 
Pembangunan dan 
Rehabilitasi IPLT 
(Unit) 

  Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

Persentase 
penyediaan 
prasarana sarana 
dan utilitas 
(PSU)permukiman 
(cek lokasi) 

94.48% 99.32% 

 Program Prioritas: 
Pemulihan Pasca 
bencana Daerah 
Terdampak di 
Kawasan Pesisir 
Selat Sunda 

Jumlah daerah 
yang mendapatkan 
layanan pemulihan 
Pasca Bencana 
Bidang Fisik 

  Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

Persentase 
Penyediaan 
Rumah Korban 
Bencana Skala 
Provinsi 

36.34% 36.34% 
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No. 
Prioritas 

Nasional/Program 
Prioritas 

Indikator Target Realisasi 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 

Prioritas 
Pembangunan 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Program 

(Outcome) 
Target Realisasi 

2 Prioritas Nasional: 
Memperkuat 
Infrastruktur untuk 
mendukung 
pengembangan 
ekonomi dan 
pelayanan dasar 

       

 Program Prioritas: 
Infrastruktur 
Pelayanan Dasar 

       

 Kegiatan Prioritas : 
Penyediaan 
prasarana sarana 
dan utilitas 
perumahan dan 
permukiman 

Jumlah rumah 
yang dilayanai 
bantuan PSU pada 
perumahan, 
termasuk kawasan 
skala besar (unit)  

75.000 1.863 Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

Persentase 
penyediaan 
prasarana sarana 
dan utilitas umum 
(PSU) 
permukiman 

72.54% 99.32% 

 Kegiatan Prioritas : 
Fasilitasi 
Penanganan 
Permukiman 
Kumuh 

luasan 
permukiman 
kumuh yang 
ditangani secara 
terpadu (Hektar) 

1.000 130.70 Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

Luasan Kawasan 
Kumuh yang 
ditangani 

160 Ha 130.70 
Ha 
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3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternative solusi yang telah dilakukan 

 

MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara 

Merata dan Berkeadilan 

Sasaran : Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman 

yang layak dan tata kelola pertanahan, dengan indikator kinerja berikut ini: 

1. Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau 

Target : 77% 

Realisasi : 77% 

Capaian : 100% 

 

Rumah tangga yang menghuni rumah layak huni dan terjangkau di Provinsi 

Banten berdasarkan Renstra Dinas Perkim 2023-2026 adalah rumah bagi 

korban bencana, Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, Pembangunan 

Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi, rrumah bagi 

relokasi program pemerintah provinsi serta peningkatan kualitas rumah tidak 

layak huni di kawasan kumuh. 

 

Tahun anggaran 2024 realisasi Persentase Rumah Tangga yang Menghuni 

Rumah Layak dan Terjangkau sebesar 77% dari target sebesar 77% dengan 

demikian capainnya sebesar 100% dengan target Renstra sebesar 636 unit 

rumah. Dimana realisasi tahun 2024 pekerjaan pembangunan rumah korban 

bagi bencana dan Rehabilitasi  bagi korban bencana sebanyak 218 unit rumah, 

Rumah layak huni di Kawasan kumuh sebanyak 26 unit rumah,  Rumah bagi 

masyarakat di daerah kemiskinan sebanyak 29 unit rumah, Pembangunan 

Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi sebanyak 363 unit 

rumah. 

 

Faktor keberhasilan capaian target Rumah Tangga yang Menghuni Rumah 

Layak dan Terjangkau diantaranya: 

1) Adanya kesepakatan data (By Name By Addres) penerima bantuan rumah 

korban bencana, relokasi program pemerintah, rumah bagi masyarakat 
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miskin dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah 

berjalan dengan baik yang diusulkan oleh Dinas Perkim Kabupaten/Kota 

2) Tersedianya data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan 

ekstrim yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan (TKP2K) Provinsi Banten 

3) Pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni yang telah ditangani 

sebanyak 218 unit teridiri atas 176 unit terbangun 42 unit terehab. Rumah 

layak huni yang telah ditangani di Kabupaten Pandeglang yaitu di 

Kecamatan Cimanggu sebanyak 1 unit, Kecamatan Sukaresmi sebanyak 

3 unit; Kecamatam Cikeusik sebanyak 1 unit; Kecamatan Cigeulis 

sebanyak 8 unit; Kecamatan Jiput sebanyak 1 unit; Kecamatan 

Mandalawangi sebanyak 3 unit; Kecamatan Saketi sebanyak 6 unit; 

Kecamatan Kadu Hejo sebanyak 8 unit; Kecamatan Mekar Jaya sebanyak 

4 unit; Kecamatan Banjar sebanyak 1 unit; Kecamatan Cimanuk sebanyak 

4 unit; Kecamatan Menes 7 unit; Kota Serang di Kecamatan Kasemen 

sebanyak 10 unit; Kecamatan Cipocok Jaya sebanyak 1 unit; Kecamatan 

Serang sebanyak 2 unit; Kecamatan Curug sebanyak 1 unit; Kabupaten 

Lebak di Kecamatan Warunggunung sebanyak 1 unit; Kecamatan Cikulur 

sebanyak 1 unit; Kecamatan Cimarga sebanyak 1 unit; Kecamatan Cileles 

sebanyak 3 unit; Kecamatan Rangkasbitung sebanyak 14 unit; Kecamatan 

Muncang sebanyak 53 unit; Kabupaten Serang di Kecamatan Cinangka 

sebanyak 2 unit; Kecamatan Pontang sebanyak 1 unit; Kecamatan 

Tirtayasa sebanyak 1 unit; Kecamatan Mancak sebanyak 5 unit; 

Kecamatan Anyer sebanyak 33 unit. Sedangkan rumah layk huni yang 

telah direhab sebnayak 42 unit di Kabupaten Lebak sebanyak 21 unit da 

Kota Serang sebanyak 1 unit 

4) Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sebanyak 29 unit 

berdasarkan data P3KE yaitu pada desil 1 

5) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 26 unit berdasarkan 

SK Kumuh Kabupaten/Kota 

Program yang mengampu indikator sasaran Persentase Rumah Tangga yang 

Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau yaitu Program Pengembangan 
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Perumahan. Beberapa upaya dalam peningkatan capaian rumah tangga yang 

menghuni rumah layak dan terjangkau, diantaranya: 

1) Mitigasi terhadap daerah rawan bencana maupun daerah terdampak 

bencana di daerah rawan bencana provinsi 

2) Pemberian bantuan rumah berupa RISHA (Rumah Instan Sehat 

Sederhana) yang didesain untuk rumah tahan gempa dimana metode 

pembangunan rumah dengan teknologi pracetak atau precast, sehingga 

bisa dibangun lebih cepat dan aman bagi daerah rawan bencana 

3) Fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat tentang daerah rawan bencana 

maupun daerah dampak bencana dan rumah aman di daerah rawan 

bencana 

4) Pengupayaan penggunaan teknologi lainnya selain RISHA seperti 

RUSPIN selain aman juga dengan harga yang lebih murah  

5) Meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan bagi pegawai 

maupun tukang yang mencetak RISHA dengan tenaga ahli dari PUSKIM 

Bandung, peserta pelatihan diberikan sertifikat dan bekerja di Workshop 

yang dimiliki oleh Dinas Perkim Provinsi Banten 

6) Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dengan 

kepemilikan rumah hak milik 

7) Pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasiln rendah (MBR) 

dalam upaya kepemilikan rumah tinggal dengan memberikan bantuan 

pembangunan/peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) di 

perumahan pengembang 

8) Pemberian bantuan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) bagi 

masyarakat di Kawasan hunian tetap  

2. Luasan Permukiman Kumuh 

 Target : 160 Hektar 

Realisasi : 130.60 Hektar 

Capaian : 118,31 % 
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Perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai Renstra 2023-2026 yang 

ditangani berdasarkan hasil delineasi kawasan permukiman kumuh, 

selanjutnya di verifikasi oleh tim gabungan dari pusat, provinsi maupun 

kabupaten/kota. Hasil verifikasi dituangkan damal beriata acara hasil 

kesepakatan dan dituangkan Kembali dalam SK Kumuh Bupati/Walikota. 

Terdapat 7 (tujuh) indikator kekumuhan yang akan ditangani yaitu aspek 

keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase permukiman, sanitasi, air 

bersih, proteksi kebakaran, dan persampahan. Setiap lokasi kumuh indikator 

kekumuhannya berbeda tergantung kebutuhan daerah masing-masing.  

Pada tahun 2024, indikator luasan permukiman kumuh target sampai dengan 

tahun 2024 seluas 160 Ha, dengan realisasi pada tahun 2024 sleuas 2,3 Ha, 

sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2024 seluas 130,70 Ha. Capaian 

indikator sasaran Luasan Permukiman Kumuh dihitung dari pengurangan 

target renstra yang dikurangi realisasi setiap tahunnya yaitu 342,56-

(100,14+109,42+2.3) = 130,70 Ha (capain luasan kumuh sampai dengan akhir 

perubahan Renstra tahun 2023-2026). Dari hasil capaian sampai dengan 

tahun 2023 terdapat sisa luasan Kawasan kumuh yang harus ditangani yaitu 

67.43 Ha dan menjadi target tahun 2025. 

Faktor keberhasilan capaian target luasan kawasan kumuh diantaranya: 

1) Fasilitasi rapat koordinasi rancangan peraturan daerah tentang rencana 

pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan 

permukiman tahun 2024-2044 

2) Penyediaan data perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 

tertuang dalam SK Kumuh Kabupaten/Kota yang akan ditangani baik oleh 

provinsi banten maupun kolaburasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat  

3) Pelaksanaan verifikasi data Kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Tim 

Verifikasi dari BPPW, Dinas Perkim Provinsi Banten dan Dinas Perkim 

Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan 

Kawasan Kumuh 

4) Fasilitasi kesepakatan penetapan lokasi Kawasan kumuh di Provinsi 

Banten antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota 
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5) Penyusunan dokumen perencanaan (DED) Kawasan Kumuh sebagai 

dasar pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanaan 

Program yang menganpu indikator sasaran luasan kawasan kumuh yaitu 

Program Kawasan Permukiman. Beberapa upaya dalam peningkatan capaian 

rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau, diantaranya: 

1) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan 

dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman tahun 2024-

2044 

2) Peningkatan kualitas kawasan kumuh dengan indikator kekumuhan Jalan 

Lingkungan di Desa Curug panjang Kec. Cikulur Kab. Lebak dan Desa 

Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak seluas 2,3 Ha  

3) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kawasan kumuh sebanyak 

26 unit rumah 

4) Pengawasan teknis rumah layak huni Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga, 

Kabupaten Lebak 

3. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung 

dengan PSU 

 Target : 99.44% 

 Realisasi : 99.32% 

 Capaian : 99,88% 

 Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung 

dengan PSU sesuai renstra 2023-2026 merupakan peningkatan kualitas 

melalui prasarana jalan lingkungan, drainase lingkungan, MCK Komunal dan 

Gedung Serba Guna. Pembangunan/Peningkatan kualitas PSU di wilayah 

permukiman umum dan perumahan pengembang. Selain PSU pada indikator 

ini juga dilaksanakan Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat 

Kemampuan Menengah, namun sertifkasi bagi pengembang belum dapat 

dilaksanakan dikarenakan regulasi terkait hal tersebut masih dalam proses 

revisi. 
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 Pada tahun 2024, realisasi indikator Cakupan lingkungan permukiman yang 

sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 99,32% dari target 

sebesar 99,44% sehingga capaian sebesar 99,88%. Dimana jalan lingkungan 

sebanyak 1484 lokasi. drainase lingkungan sebanyak 332 unit. Gedung Serba 

Guna sebanyak 32 unit dan MCK sebanyak 23 unit, sehingga secara 

keseluruhan 1863 lokasi. Dari realisasi sebanyak 1863 lokasi dengan target 

sebanyak 1872 lokasi, namun terdapat 9 lokasi yang tidak dapat dilaksanakan 

dikarenakan waktunya tidak mencukupi karena merupakan target tambahan 

pada perubahan 2024. 

 Faktor keberhasilan capaian target Cakupan lingkungan permukiman yang 

sehat dan aman yang didukung dengan PSU diantaranya: 

1) Penyediaan data lokasi prasarana sarana dan utilitas umum permukiman 

yang menjadi base line yang akan dilaksanakan 

2) Pelaksanaan verifikasi dan validasi data lokasi yang diusulkan melalui 

Dinas Perkim 

3) Penyusunan dokumen perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum 

(PSU) permukiman sebagai dasar dalam pelaksanaan fisik 

4) Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman umum 

dan perumahan pengembang, terutama bagi daerah  

 

Terdapat 2 (dua) Program yang menganpu indikator sasaran Cakupan 

lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 

yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan 

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan 

Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukima. Beberapa upaya 

dalam peningkatan capaian rumah tangga yang menghuni rumah layak dan 

terjangkau, diantaranya: 

1) Mengadakan rekon data PSU Permukiman untuk memantapkan 

keakuratan data sehingga ketika nantinya dilakukan pelaksanaan 

konstruksi tidak terjadi kesalahan lokasi pekerjaan; 
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2) Memverifikasi dan memvalidasi usulan data lokasi prasarana sarana dan 

utilitas umum permukiman yang disampaikan ke Dinas Perkim yang 

dilakukan oleh Tim Veriifkasi dan Validasi Dinas Perkim; 

3) Mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi pendataan berbasis online 

sebagai tools dalam monitoring dan evaluasi pekerjaan peningkatan 

kualitas prasarana sarana dan utilitas umum permukiman; 

4) Terlaksananya peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum di 

wilayah Kota Tangerang sebanyak 129 lokasi, Kabupaten Tangerang 

sebanyak 487 lokasi, Kota Tangerang Selatan sebanyak 123 lokasi, Kota 

Cilegon sebanyak 2 lokasi, Kota Serang 171 Lokasi, Kabupaten serang 

sebanyak 376 Lokasi, Kabupaten Pandeglang sebanyak 324 lokasi dan 

Kabupaten Lebak sebanyak 251 lokasi, Dengan demikian untuk Se-

Provinsi Banten sebanyak 1863 lokasi; 

5) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Ditjen. Penyediaan Infrastruktur, 

Kementrian PUPR selaku pengelola aplikasi SIRENG sebagai tools dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap pengembang perumahan. 

 

4. Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan 

 Target : 100% 

 Realisasi : 100% 

 Capaian : 100% 

 Pada pemenuhan Sub Urusan Pertanahan yang ditetapkan dalam renstra 

2023-2026 terdapat 3 (tiga) program yaitu Program Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum, Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah 

Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dan Program Penatagunaan 

Tanah. Dalam program pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

dilaksanakan penetapan lokasi pengadaan lahan ≥ 5 Hektar. 

 Faktor keberhasilan capaian target Persentase Pemenuhan Sub Urusan 

Pertanahan diantaranya: 

1) Penyusunan dokumen perencanaan penggunaan tanah yang 

hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 
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2) Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi 

Pembangunan untuk kepentingan umum yang menjadi dasar hukum dalam 

pelaksanaan penetapan lokasi pembangun untuk kepentingan umum 

3) Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan Kabupaten/Kota berjalan 

dengan baik dengan Kanwil Kementrian ATR/BPN Provinsi Banten atau 

yang membidangi urusan pertanahan di Kabupaten Kota 

 Terdapat 3 (tiga) Program yang menganpu indikator sasaran Cakupan 

lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 

yaitu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program 

Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan 

Tanah Absentee Dan Program Penatagunaan Tanah. Beberapa upaya dalam 

peningkatan capaian rumah tangga yang menghuni rumah layak dan 

terjangkau, diantaranya: 

1) Melakukan Konsultasi Publik terkait pengadaan tanah dengan 

mengundang masyarakat yang tanahnya akan mejadi lokasi 

pembangunan untuk kepentingan umum; 

2) Penetapan lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi kepentingan 

umum sebanyak 6 Penetapan Lokasi yaitu Pengadaan tanah untuk 

Pembangunan Sstem Saluran Pembawa Air Baku Karian - Serpong 

(KSCS), Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 

kV Cikande Beserta Outlet Transmisi Terkait, Pengadaan tanah ruas Jalan 

Tol Serang – Panimbang, Pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga – 

Rajeg dan Pembangunan Bendungan Karian; 

3) Melakukan evaluasi terhadap masa berlaku Surat Ketetapan (SK) 

penetapan lokasi baik perpanjangan atau perpanjangan kembali, sehingga 

perlu diingatkan apabila akan diperpanjang Kembali. 
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MISI 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan 

Berwibawa 

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, 

dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah 

Target  : 70%  

Realisasi : 78.65%  

Capaian : 112,36% 

Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Tahun 2023 yang di evaluasi pada tahun 2024 dengan Nilai 

78.65.  

Faktor keberhasilan Capaian SAKIP Perangkat Daerah diantaranya: 

1) Kinerja telah dijabarkan (cascading) ke dalam kinerja setiap level jabatan dan 

pelaksana; 

2) Mengikuti Workshop Implementasi SAKIP bagi Kepala Perangkat Daerah 

Lingkup Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kualitas 

implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah; 

3) Mengikuti Pelatihan Penyusunan SAKIP dalam rangka meningkatkan kualitas 

laporan kinerja Perangkat Daerah beserta pendukungnya; 

4) Mengikuti diklat lain yang menunjang kinerja bidang dan sekretariat; 

5) Koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang-bidang terkait perencanaan, 

penganggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan. 

 

Program yang menganpu indikator sasaran Capaian SAKIP Perangkat Daerah yaitu 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Beberapa upaya 

dalam peningkatan Capaian SAKIP Perangkat Daerah, diantaranya: 

1) Merevisi Pohon Kinerja dan cascading dengan melakukan pendampingan 

oleh Tim Evaluasi Proses Bisnis (BAPPEDA Provinsi Banten); 

2) Target Capaian kinerja sasaran tahun ini telah disesuaikan dengan capaian 

kinerja tahun sebelumnya; 

3) Melakukan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat 

pekerjaan tahun sebelumnya maupun tahun berjalan secara tepat waktu; 
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4) Melaksanakan rapat Monev rencana aksi triwulanan dipimpin oleh Kepala 

Dinas dalam rangka menyampaikan dan membahas progress capaian kinerja 

triwulanan dari masing-masing kepala bidang dan ketua tim kerja; 

5) Melaksanakan rapat pengukuran SAKIP dalam rangka penyampaian capaian 

SAKIP bulanan; 

6) Menyampaikan peraturan terbaru baik aturan teknis maupun non teknis 

kepada seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Perkim; 

7) Melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait perencanaan 

penganggaran program dan kegiatan urusan perumahan dan kawasan 

permukiman, serta urusan pertanahan; 

Menyampaikan laporan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tahunan 

secara tepat waktu. 

 

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Tabel 3.9 

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya 

No
. 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Sasaran 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

Penyerapan 
Anggaran 

(%) 

Tingkat 
Efesiensi 

(%) 

1 

Meningkatnya 
kualitas rumah, 

penataan 
kawasan 

permukiman 
yang layak dan 

tata kelola 
pertanahan 

Cakupan lingkungan 
permukiman yang 

sehat dan aman yang 
didukung dengan 

PSU 

99.88 96.41 3.41 

2 

Persentase Rumah 
Tangga yang 

Menghuni Rumah 
Layak dan 
Terjangkau 

100 92.08 9.92 

3 
Luasan Permukiman 

Kumuh 
122.42 94.14 28.28 

4 
Persentase 

Pemenuhan Sub 
Urusan Pertanahan 

100 81.71 18.29 

5 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 

kinerja 
penyelenggaraan 

pemerintahan 

Nilai SAKIP OPD 112,36 95.20 17.16 
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KET :  Capaian kinerja : raalisasi indikator / target x 100%                                                                           

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator. 

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – pemyerapan anggaran 

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara 

Merata dan Berkeadilan 

Sasaran : Meningkatnya kualitas rumah, penataan permukiman yang layak dan 

tata kelola pertanahan, dengan 4 indikator yaitu 1) Luasan permukiman kumuh, 2) 

Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau, 3) 

Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan 

PSU dan 4) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan. Program yang 

mendukung Pencapaian Sasaran tersebut Sebanyak 7 (tujuh) Program 

Diantaranya Adalah 1) Program Pengembangan Perumahan Dengan Anggaran 

Rp. 17.466.930.918,66,- Realisasi Anggaran Sebesar 32.432.785.829,49,- 

Dengan Persentase 92,08%, 2) Program Kawasan Permukiman Dengan 

Anggaran Rp.7.373.481.424,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp.6.942.469.445,- 

Dengan Persentase 94,05%, 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan 

Utilitas Umum (PSU) Dengan Anggaran Rp. 399.214.476.369,- Realisasi 

Anggaran Sebesar 384.881.676.610,- Dengan Persentase 96,41%, 4) Program 

Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Anggaran Rp. 98.711.880,- 

Realisasi Anggaran Sebesar 87.256.780,- Dengan Persentase 88,40%, 5) 

Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Anggaran Rp. 

74.000.400,- Realisasi Anggaran Sebesar 66.401.000,- Dengan Persentase 

89,73%, 6) Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan 

Maksimum Dan Tanah Absentee Dengan Anggaran Rp. 37.840.000,- Realisasi 

Anggaran Sebesar 25.800.000,- Dengan Persentase 68,18%, 7) Program 

Penatagunaan Tanah dengan anggaran Rp. 34.622.680,- realisasi anggaran 

sebesar 30.200.000,- dengan persentase 87,23%. 

Rata rata capaian realisasi anggaran dari 8 program yang mendukung pencapaian 

sasaran  sebesar 98,26%. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

tergambar bahwa Pencapaian Indikator kinerja pada Program Kawasan 

Permukiman dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, yaitu 

capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada 
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persentase realisasi penggunaan anggaran. Adapun efisiensi atas penggunaan 

sumber daya pada indikator Luasan Permukiman Kumuh sebesar 94.14% 

sedangkan capaian kinerja sebesar 118,31%. Penghitungan capaian target luasan 

permukiman kumuh setiap tahunnya yaitu dengan mengurangi target tahunan 

renstra. Capaian kinerja program Kawasan permukiman melebihi target kinerjanya 

Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, 

Bersih, dan Berwibawa 

Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan dengan indikator Capaian SAKIP Perangkar Daerah 

Program yang mendukung Pencapaian sasaran tersebut yaitu Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Anggaran Rp. 30.258.432.399,- 

Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 28.503.186.675,- Dengan Persentase 94,20%, 

Analisis efesiensi atas penggunaan sumber daya pada indikator  Nilai SAKIP OPD 

yaitu 17,16%. Hal tersebut dikarenakan nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemrukiman pada tahun 2023 hasil ecaluasi Inpektorat Provinsi Banten 

yaitu 78.65 melebihi target yaitu 70. 

 

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja) 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan pencapaian semua 

sasaran strategis sebanyak 8 program dan 19 kegiatan. Adapun pencapaian atas 

kinerja dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan berikut ini: 

1. Program Kawasan Permukiman 

a. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 

(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan 

capaian kinerja sebesar 83,33% 

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah: 

1) Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 

(1) Pelaksanaan Rapat Penyusunan Rapergub Tentang Kriteria, 

Syarat, Tata Cara dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Pelaksanaan Pembangunan dan /atau Rehabilitasi Rumah Bagi 

Masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan Relokasi Proses 

Pemerintah Daerah 
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(2) Pelaksanaan rapat penyusunan RP3KP Provinsi Banten 

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(1) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Verifikasi SK Kumuh Kab/Kota 

bersama BPPW dan Kabupaten/Kota 

(2) Sosialisasi Pelaksanaan Verifikasi SK Kumuh Kab/Kota 

(3) Veriifkasi  pemutakhiran  pendataan   perumahan  kumuh  dan 

permukiman kumuh di 8 Kabuaten/Kota bersama pemerintah 

pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam berita 

acara Hasil Verifikasi pemutakhiran pendataan perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh masing-masing Kabupaten/Kota 

(4) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 

50 orang peserta dari Provinsi dan  Kabupaten/Kota  

 

b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 

10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, terealisasi 

sebesar 100%. 

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah: 

1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan 

Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 

15 (Lima Belas) Ha 

(1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Verifikasi Data Penerima 

Bantuan Kegiatan Perbaikan RTLH Desa Sangiangjaya Kec. 

Cimarga Kab. Lebak 

(2) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kawasan kumuh 

kewenangan provinsi sebanyak 26 unit rumah di Desa 

Sangiangjaya Kec. Cimarga, Kabupaten Lebak 

(3) Pengawasan teknis rumah layak huni Desa Sangiangjaya Kec. 

Cimarga, Kabupaten Lebak 

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan 

Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di 

Bawah 15 (Lima Belas) Ha 
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(1) Melaksanakan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 

( Lima Belas) Ha di Desa Curug panjang Kec. Cikulur Kab. Lebak 

dan Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak seluas 2,3 Ha 

(2) Penyusunan Perencanaan Teknis DED Kawasan Permukiman 

Kumuh Desa Tembong Kec. Carita Kab. Pandeglang 

(3) Penyusunan Perencanaan Teknis DED Kawasan Permukiman 

Kumuh Desa Sukarame Kec. Carita Kab. Pandeglang 

(4) Penyusunan Perencanaan teknis DED Kawasan Permukiman 

Kumuh Desa Sukarame Kec. Pandeglang 

(5) Pengawasan teknis pekerjaan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai 

dengan di Bawah 15 ( Lima Belas) Ha di Desa Curug panjang Kec. 

Cikulur Kab. Lebak dan Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. 

Lebak 

  Faktor pendorong pencapaian kinerja diantaranya: 

1) Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program 

kegiatan dan realisasi kinerja yang diampu oleh Bidang Permukiman 

2) Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait baik dengan Pusat 

maupaun dengan Kabupaten/Kota diantaranya Dinas Perkim Kab. 

Pandeglang, Dinas Perkim Kab. Lebak, Dinas Perkim Kota Serang, 

Dinas Perkim Kab. Serang, Dinas Perkim Kota Tangsel, Dinas Perkim 

Kab. Tangerang dan Dinas Perkim Kota Tangerang serta Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten 

Faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya: 

1) Kurang cermatnya dalam menganalisa harga satuan pekerjaan rumah 

layak huni dan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga 

mempengaruhi dalam merencanakan penganggarannya dan ukuran 

rumahnya (tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku) 

2) Kesalahan dalam menentukan merencanakan anggaran setiap 

bulannya dimana pekerjaan fisik disimpan mulai triwulan II dengan 
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menyebar anggaran setiap bulannya (belum simultan dengan persiapan 

penyusunan tim teknis, pejabat pengadaan maupun dokumen 

pengadaan), bukan berdasarkan rencana pelaksanaan 

3) Belum maksimalnya dalam mempersiapkan adminsitrasi sebagai 

pendukung kegiatan baik dalam mempersiapkan dokumen pengadaan 

maupun penyusunan tim teknis pekerjaan 

4) Kurangnya personil sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat 

waktu 

Solusi/ rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran dari 

analisis factor pendukung dan penghambat yang mungkin muncul 

kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah: 

1) Agar lebih memahami peraturan yang berlaku baik terkait administrasi 

maupun teknis, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam menentukan 

perencanaan program kegiatan dan penganggaran 

2) Dalam melaksanakan pekerjaan agar terlebih dahulu menentukan 

waktu pelaksanaan, untuk mempermudah dalam menyusun anggaran 

kas pada sub kegiatan tersebut 

 

2. Program Pengembangan Perumahan 

a. Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 

Atau Relokasi Program Provinsi 

1) Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi 

Relokasi Perumahan 

(1) Penyusunan Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial 

sebagai Lokasi Relokasi Program Provinsi di Kab. Lebak 

2) Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian 

Sebelumnya yang Belum Tertangani 

(1) Penyusunan Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian 

Sebelumnya yang belum tertangani 

3) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah 

Susun dan Rumah Khusus 
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(1) Penyusunan Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, 

Rumah Susun, dan Rumah Khusus 

4) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi 

Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 

(1) Penyusunan Dokumen Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima 

Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 

5) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi 

Terkena Relokasi Program Provinsi 

(1) Penyusunan Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan 

Bencana Provinsi 

6) Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 

Provinsi 

(1) Penyusunan Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah 

Akibat Bencana Provinsi 

7) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi 

Korban Bencana Provinsi 

(1) Penyusunan Dokumen Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima 

Rumah bagi Korban Bencana 

8) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana 

Provinsi 

(1) Penyusunan Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan 

Bencana Provinsi 

 

b. Kegiatan Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi 

1) Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi 

Sub Kegiatan Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap 

Bencana 

(1) Pelaksanaan rapat koordinasi terkait standar teknis penyediaan dan 

rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap 

bencana 

(2) Sosialisasi standar teknis penyediaan dan Rehabilitasi rumah 

kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana di Kabupaten 

Serang 
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(3) Rapat Evaluasi hasil pelaksanaan sosialisasi standar teknis 

penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ 

sukarelawan tanggap bencana 

2) Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim 

Pendamping dan Fasilitator 

(1) Pelaksanaan rapat Koordinasi ke Kabupaten/Kota atau Survey 

Lapangan terkait Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim 

Pendamping dan Fasilitator 

(2) Pelaksanaan rapat Pembentukan Tim Terkoordinasi Satgas Sektor 

Perumahan 

(3) Pelaksanaan Pelatihan Tim Pendamping dan fasilitator untuk 

Pembuatan Struktur Panel RISHA 

3) Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis 

Pelayanan 

(1) Rapat Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis 

Pelayanan dalam rangka Penyepakatan data usulan Penerima 

bantuan rumah layak huni yang akan di verifikasi dan validasi, 

tetuang dalam Berita Acara Kesepakatan ditandatangai bersama 

antara Dinas Perkim Provinsi Banten dan Dinas Perkim Kota 

Serang, Kab. Serang, Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak 

 

c. Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau 

Relokasi Program Provinsi 

1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 

(1) Melakukan identifikasi rumah bantuan untuk kegiatan rehabilitasi 

rumah bagi korban bencana, beberapa catatan hasilidentifikasi 

yaitu: 

a. Perlu adanya kumjungan ulang kepada calon penerima rumah 

layak huni untuk memastikan kategori kerusakan 

b. Perlu pengukurna ulang bangunan terutama dinding 

(2) Melaksanakan survey lokasi ke 30 unit rumah, hasil survey hanya 

26 unit rumah yang telah diidentifikasi, 4 rumah lainnya tidak dapat 

diidentifikasi dikarenakan ada rumah yang sudah dijual dan diganti 

pemilik 
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2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 

(1) Rapat Rencana Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin sudah 

sampai Permohonan Penandatangan Peraturan Gubernur 

(2) Melakukan validasi lapangan yang akan dilaksanakan pekerjaan 

Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana 

(3) Pembangunan rumah bagi korban bencana menggunakan RISHA 

dalam proses pelaksanaan (Pengiriman Panel, Pekerjaan Plafond 

belum dilaksanakan, Pemasangan hebel, kusen, dan atap 

terpasang, Pemasangan RISHA Selesai) sebanyak 176 Unit 

3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban 

Bencana Provinsi 

(1) Pembangunan Infrastruktur penunjang hunian tetap Desa 

Mekarsari Kec Panimbang Kab. Pandeglang 

(2) Rapat Pengembangan Workshop Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Banten di KP3B 

(3) Pengujian Tekan Beton (Test Laboratorium) 

(4) Rapat Expose Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan DED 

Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Kab. Pandeglang 

 

d. Kegiatan Pendistribusian Dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana 

Atau Relokasi Program Provinsi 

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan 

Perumahan 

(1) Sinkronisasi data dan Koordinasi untuk Penyelenggaraan 

Perumahan 

(2) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan hasil Koordinasi dan 

sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan 

(3) Koordinasi dan sinkronisasi ke pemerintah Kab/Kota untuk 

Penyelenggaraan Perumahan 

2) Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban 

Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 

(1) Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi di 

Kab. Pandeglang/Lebak 
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(2) Pelaksanaan serah terima rumah layak huni di Cikulur Kabupaten 

Lebak 

Faktor pendorong pencapaian kinerja diantaranya: 

1) Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program 

kegiatan dan realisasi kinerja; 

2) Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait 

3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung 

pencapaian kinerja 

Faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya: 

1) Kurangnya memahami terkait substansi dari sub kegiatan, sehingga 

mempengaruhi dalam menentukan sub kegiatan yang harus diambil 

2) Kurangnya memahami terkait tahapan pelaksanaan SPM urusan 

perumahan rakyat, dimana apabila belum adanya rumah yang akan 

direlokasi maka tahapan yang harus dilaksanakan adalah 

pengumpulan data 

3) Kurang cermat dalam melaksanakan proses kegiatan, sehingga 

memperlambat proses pelaksanaan sesuai jadwal pelaksanaan 

4) Belum adanya armada yang lebih besar untuk mengangkut panel ke 

lokasi, sehingga memperlambat pengiriman panel bagi penerima 

bantuan rumah layak huni 

5) Kurangnya personil lapangan terutama PNS ataupun P3K sebagai 

pengawas yang memahami metode RISHA yang digunakan sebagai 

bantuan rumah bagi masyarakat korban bencana 

6) Belum adanya supervisor/pendamping dalam melaksanakan 

pembangunan RISHA, sehingga memungkinkan adanya kesalahan 

dalam pemasangan RISHA 

7) Kurangnya tukang untuk membangun RISHA, baik tukang struktur, 

tukang arsitektur maupun tukang erection 

8) Belum lengkapnya prasarana dan sarana sebagai penunjang 

pembuatan RISHA 
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9) Belum adanya cetakan panel RISHA memenuhi Standar Nasional 

Indonesia (SNI), agar hasil cetak panel RISHA sesuai dengan sesuai 

dengan yang ditentukan 

Solusi//rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran 

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat tersebut: 

1) Perlunya pemahaman bersama apa yang menjadi kinerja perangkat daerah 

dengan mengacu pada peraturan yang berlaku 

2) Agar dalam melaksanakan kegiatan melihat jadwal pelaksanaan terutama 

dalam proses pengadaannya 

3) Perlunya pengadaan kendaraan yang lebih besar untuk pengangkut penal 

ke lokasi, agar bisa mengangkut lebih banyak untuk beberapa rumah 

4) Perlu adanya pelatihan tukang struktur, tukang arsitektur maupun tukang 

erection yang lebih banyak 

5) Perlu adanya fasilitator/pendamping dalam melaksanakan pembangunan 

RISHA 

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas dengan 124ndicator 

programnya adalah Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas 

umum (PSU) permukiman 

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 

1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Deliniasi PSU Permukiman 

Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota 

Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang 

Selatan 

2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 

Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 

(1) Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Jalan 

Lingkungan) sebanyak 1484 lokasi 

(2) Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (MCK) 

sebanyak 23 unit 

(3) Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (GSG) 

sebanyak 32 unit 
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(4) Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Drainase 

Lingkungan) sebanyak 332 unit 

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 

(1) Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan 

Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Permukiman 

(2) Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan 

Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Permukiman 

(3) Rekon Data Psu Permukiman 

(4) Pengawasan Teknis Pembangunan Mesjid 

(5) Pengawasan Pembangunan Masjid Beserta Landscape 

(6) Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU 

Permukiman 

(7) Rapat Koordinasi Pelaksanaan / Monitoring Progres PSU 

Permukiman 

(8) Rekon Data PSU Permukiman Kabupaten Tangerang 

(9) Rekon Data PSU Permukiman Kota Tangerang 

(10) Rekon Data PSU Permukiman Kota Serang 

(11) Rekon Data PSU Permukiman Kota Cilegon 

(12) Rekon Data PSU Permukiman Kabupaten Serang 

(13) Rekon Data PSU Permukiman Kabupaten Lebak 

(14) Rekon Data PSU Permukiman Kabupaten Pandeglang 

(15) Uji Lab Pasca Kontruksi 

4) Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari 

Pengembang 

(1) Koordinasi Verifikasi Dan Penyerahan PSU Dari Pengembang 

(2) Rapat Pembentukan Tim Teknis Penyusunan SOP Serah Terima 

PSU dari Pengembang 

(3) Rapat Pendahuluan Pembahasan Regulasi Verifikasi dan 

Penyerahan PSU dari Pengembang 

(4) Rapat Penyusunan SOP Serah Terima PSU dari Pengembang 

Faktor pendorong pencapaian kinerja diantaranya: 

1) Tersedianya data pengembang perumahan yang telah diserahterimakan 

kepada pemerintah daerah 
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2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung 

pencapaian kinerja 

Faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya: 

1) Keterlambatan penyerahan DPA Murni Sub Kegiatan Penyediaan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman kepada Dinas 

Perkim karena belum ditandataingani oleh Tim TAPD 

2) Adanya mekanisme penyesuaian rincian belanja (perubahan lokasi 

pekerjaan) pada sub kegiatan PSU sehingga perlu dilakukan pergeseran 

DPA, dan DPA pergeseran disyahkan pada tanggal 30 Mei 2024 dan 

diterima oleh Dinas pada tanggal 12 Juni 2024 

3) Adanya Kebijakan dari Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur 

Banten Nomor 180 Tahun 2024 tentang Program Prioritas Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan 

pada tanggal 5 Juni 2024, menyebutkan bahwa untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, perlu 

dilakukan pendampingan, pengawalan, dan pengamanan oleh 

Kejaksanaan Tinggi Banten terhadap program Prioritas Banten 

4) Adanya perubahan penambahan pagu anggaran pada saat DPA 

perubahan yaitu dari anggaran murni Rp. 294.444.516.348 menjadi Rp. 

368.445.636.789, sehingga target kinerja bertambah dari target 1438 

lokasi menjadi 1872 lokasi. 

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran dari 

analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan 

solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin 

muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah: 

1) Perlunya perencanaan yang matang dalam menjadwalkan pelaksanaan 

kegiatan mulai dari proses pengadaan hingga proses pelaksanaan fisik 

2) Perlunya koordinasi yang matang dengan tim pendampingan, 

pengawalan, dan pengamanan oleh Kejaksanaan Tinggi Banten terhadap 

program Prioritas Banten 
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3) Perlunya mempertimbangkan penambahan anggaran yang 

mempengaruhi penambahan target kinerja pada perubahan anggaran, hal 

tersebut dikarenakan waktu hanya sekitar 2 bulan 

 

4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan 

Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan 

127ndicator programnya adalah Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi 

Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah 

a. Kegiatan Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang 

Melaksanakan Perencangan Dan Perencanaan Rumah Serta 

Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum PSU Tingkat 

Kemampuan Menengah 

1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan 

Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 

(1) Rapat Koordinasi Sertifikasi dan Registrasi Pengembang 

Perumahan dengan peserta 180 orang, dengan peserta dari 

Pengembang Perumahan Se-Provinsi Banten, Asosiasi 

Pengembang Perumahan dan Dinas Perkim di 8 Kabupaten/Kota. 

Faktor pendorong pencapaian kinerja diantaranya: 

1) Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program 

kegiatan dan realisasi kinerja 

2) Koordinasi yang baik dengan Ditjen DJPI Kementrian PUPR maupun 

dengan Asosiasi/pengembang 

3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung 

pencapaian kinerja 

4) Tersedianya data pengembang dan asosiasi di Provinsi Banten yang 

terdapat pada aplikasi SIRENG yang dibangun Kementrian PUPR 

Faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya: 

1) Belum direvisinya peraturan terkait sertifikasi dan registrasi bagi 

pengembang dengan kualifikasi menengah yang menjadi kewenangan 

provinsi sehingga sertifikasi belum dapat dilaksanakan 
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5. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan 128ndicator 

programnya adalah Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang 

Tingkat Kemampuan Menengah 

a. Kegiatan Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

1) Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi 

Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan 

Tanah untuk Kepentingan Umum 

(1) Pembahasan Informasi Perkembangan Pelaksanaan Penetapan 

Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga – Rajeg 

(2) Rapat Parpanjangan Penetapan Lokasi (Penlok) untuk 

Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg 

(3) Pembahasan informasi perkembangan pelaksanaan penetapan 

lokasi pembangnan jalan tol Kamal-Teluknaga-Rajeg 

(4) Rapat pembahasan penetapan lokasi telah dilaksanakan yaitu 

Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sstem Saluran Pembawa 

Air Baku Karian - Serpong (KSCS), Pembangunan Gardu Induk 

Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Cikande Beserta Outlet 

Transmisi Terkait, Pengadaan tanah ruas Jalan Tol Serang – 

Panimbang, Pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga – Rajeg 

dan Pembangunan Bendungan Karian 

 

6. Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan 

Tanah Absentee dengan indikator programnya adalah Presentase redistribusi 

tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 

a. Kegiatan Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam 

Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

(1) Mengetahui dan merefrest kembali arahan dalam pelaksanaan 

tugas dari Tim GTRA terkait laporan dan tindak lanjut pelaksanaan 

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Banten 

(2) Mengetahui dan merefrest kembali kesepahaman dan 

kesepakatan bersama arah kebijakan dan penanganan reforma 
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agraria serta penguatan kapasitas pelaksanaan reforma agraria 

ditingkat Provinsi Banten 

(3) Mengkoordinasikan kembali rencana dan jadwal pelaksanaan 

kegiatan reforma agraria dan pengenalan rangkaian kegiatan serta 

target output kegiatan 

(4) Mengetahui data dari berbagai dinas/instansi yang menjadi acuan 

pengembangan penataan akses berdasarkan aset yang ada 

(5) Mengetahui data/informasi lokasi-lokasi bidang tanah yang 

berpotensi untuk dijadikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria 

(TORA) 

(6) Mengetahui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah 

didistribusikan dan subjek penerimanya serta rencana 

pengembangan penataan akses dan kemungkinan adanya 

sengketa dan konflik agrarian 

(7) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas 

Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Banten 

(8) Rapat korodinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Banten tentang 

rencana Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2024 target 2000 

bidang tersebar di Kab.Lebak (sedang berjalan) dan 

Kab.Pandeglang (tahapan perencanaan) 

(9) Koordinasi ke Kantor BPN Kota Tangerang untuk pendampingan 

program dari Kanwil BPN Provinsi Banten tetang kegiatan Akses 

Reforma Agraria (100 KK), Akses RA Fase Ke 2 (Kel. Pondok 

Aren), Akses RA Fase ke 3 (Kel. Kel Kedaung) 

 

7. Penatagunaan Tanah dengan 129ndicator programnya adalah Presentase 

penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota 

a. Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah Kewenangan Provinsi 

(1) Koordinasi rapat bersama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Lebak tentang Konsolidasi 
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Tanah (KT) yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, hasil 

yang didapat adalah: 

 Koordinasi untuk target dan rencana untuk Konsolidasi Tanah 

(KT) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Lebak menunggu peran serta masyarakat untuk 

mendukung program tersebut 

 Koordinasi tentang ketentuan dan aturan untuk mengajukan 

Konsolidasi Tanah (KT) baji masyarakat yang mau 

menagajukan program KT 

 Untuk progress pelaksanaan di Kabupaten Lebak untuk 

kegiatan Konsolidasi Tanah (KT) Bidang Tanah sudah sampai 

mana 

 TUB dapat dijual untuk memenuhi biaya pembangunan / 

diusahakan bersama para pemilik tanah / dikerjasamakan 

dengan pihak lain 

 Proporsi dan Bentuk tanah untuk Pemilik, PSU dan TUB 

bergantung pada Rencana Pengembangan dan Penataan 

Kawasan yang dituangkan dalam Desain Konsolidasi Tanah 

yang disepakati oleh peserta KT dan pelaku pembangunan 

 Faktor pendorong pencapaian kinerja diantaranya: 

1) Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program 

kegiatan dan realisasi kinerja 

2)  Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait 

3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung 

pencapaian kinerja 

 

Faktor penghambat pencapaian kinerja diantaranya: 

1)  Kurangnya personil dalam membantu pelaksanaan kegiatan, terutama tenaga 

teknis lapangan 

2)  Kurang terbukanya data/informasi lokasi-lokasi bidang tanah yang berpotensi 

untuk dijadikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 
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3)  Sulitnya memiliki data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah 

didistribusikan dan subjek penerimanya serta rencana pengembangan 

penataan akses dan kemungkinan adanya sengketa dan konflik agrarian 

 

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran dari analisis 

faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan 

tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. 

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah: 

1) Tambahan personil yang memiliki kompetensi terutama dalam bidang 

pertanahan/keagrariaan 

2) Sarana dan prasarana yang mendukung mobilisasi personil dalam 

melaksanakan survey lokasi usulan penlok 

3)  Agar mengusulkan permintaan data baik data Tanah Objek Reforma Agraria 

(TORA) maupun lokasi-lokasi bidang tanah tersebut ke Kementrain 

BPN/Agrari. 

 

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun Anggaran 2024 Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten:
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Tabel 3.10 

Capaian Program dan Kegiatan tahun 2024 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 

Sasaran 
Perangkat 

Daerah 

Indikator 
Sasaran 

Target  Realisasi  Capaian Program Indikator Program 

Target  Realisasi  Capaian 

Kinerja Anggaran (Rp. Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja 
Anggaran 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Capaian 
SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

70-80     
PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH  

Persentase 
Ketercapaian dari 
Seluruh Kegiatan 
pada Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah Provinsi  

100 
     

30,258,432,399.00  
94.27 

     
24,913,516,289.00  

             
94.27  

             
82.34  

Meningkatnya 
kualitas rumah, 
penataan 
kawasan 
permukiman 
yang layak dan 
tata kelola 
pertanahan 

Persentase 
rumah 
tangga yang 
menghuni 
rumah layak 
dan 
terjangkau 

77.00 77.00 100.00 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

Presentase 
Penyediaan 
Rumah korban 
bencana skala 
Provinsi  

160 
          

35,213,684,249  
130.7 

         
22,581,428,118  

122.42 64.13 

Presentase 
relokasi rumah 
terdampak 
program Provinsi 

62.34   62.34   
           

100.00  
  

 
Luasan 
permukiman 
kumuh 

160.00 130.70 81.6875 PROGRAM 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 
  
  

Luasan Kawasan 
Kumuh yang 
ditangani 

50 
            

7,373,481,424  
50 

           
6,832,747,925  

100 92.67 

  Cakupan 
lingkungan 
permukiman 
yang sehat 
dan aman 
yang 
didukung 
dengan PSU 

99.44 99.32 99.88 
PROGRAM 
PENINGKATAN 
PRASARANA, 
SARANA DAN 
UTILITAS UMUM 
(PSU) 

Persentase 
penyediaan 
prasarana sarana 
dan utilitas umum 
(PSU) permukiman 

99.44 
        

399,214,476,369  
99.32 

        
270,499,931,124  

             
99.88  

67.76 
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          PROGRAM 
PENINGKATAN 
PELAYANAN 
SERTIFIKASI, 
KUALIFIKASI, 
KLASIFIKASI, 
DAN REGISTRASI 
BIDANG 
PERUMAHAN 
DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

Persentase 
Sertifikasi dan 
Registrasi bagi 
Pengembang 
Tingkat 
Kemampuan 
Menengah 

100 
                

98,711,880  
100 

                
87,256,780  

           
100.00  

88.40 

  Persentase 
pemenuhan 
sub urusan 
pertanahan 

100.00 100.00 100.00 PROGRAM 
PENGADAAN 
TANAH UNTUK 
KEPENTINGAN 
UMUM 

Presentase 
pengadaan tanah 
untuk kepentingan 
umum yag selesai 
tepat waktu 

100 
                

74,000,400  
100 

                
57,441,000  

           
100.00  

77.62 

          PROGRAM 
REDISTRIBUSI 
TANAH DAN 
GANTI KERUGIAN 
TANAH 
KELEBIHAN 
MAKSIMUM DAN 
TANAH 
ABSENTEE 

Presentase 
redistribusi tanah 
dan ganti kerugian 
tanah kelebihan 
maksimum dan 
tanah absentee 

100 
                

37,840,000  
100 

                
25,800,000  

           
100.00  

68.18 

          
PROGRAM 
PENATAGUNAAN 
TANAH 

Presentase 
penggunaan tanah 
yang hamparannya 
lintas daerah 
kabupaten/kota 

100 
                

34,622,680  
100 

                
17,800,000  

           
100.00  

51.41 
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3.2  Realisasi Anggaran 

Realisasi Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Banten Tahun 2024 sebesar Rp. 452.969.776.339,49 Dari Pagu anggaran sebesar 

Rp. 472.315.249.401,00 atau sebesar 95,90 %. Belanja Daerah tersebut terdiri dari 

Belanja Operasi dan Belanja Modal.  

1. Belanja Operasi  

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 447.137.017.864,50  dari Pagu anggaran 

Rp. 466.326.490.800,00 atau sebesar 95,88%. Belanja Operasi terdiri dari 

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. 

 

a. Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja pegawai 

yang dianggarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

hanya belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tambahan penghasilan 

serta Honorarium PNS. Realisasi Belanja pegawai TA. 2024 adalah 

sebesar Rp. 16.277.867.052,00 atau sebesar 96,48 % dari yang 

dianggarkan sebesar Rp. 16.872.484.000,00. Realisasi Gaji dan 

Tunjangan sebesar Rp. 4.445.351.854,00 dari anggaran Rp. 

4.885.920.300,00, Realisasi Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 

11.305.015.198,00 dari anggaran sebesar Rp. 11.367.723.700,00 dan 

Realisasi Honorarium Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan 

Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 527.500.000,00 Dari anggaran sebesar 

Rp. 618.840.000,00. 

b. Belanja Barang dan Jasa 

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarakan terkait  secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi belanja 

Barang dan Jasa TA. 2024 sebesar Rp. 430.859.150.812,50 atau 95,86% 

dari anggaran sebesar Rp. 449.454.006.800,00. Jenis Belanja Langsung 

terdiri dari : 

1. Belanja Barang 

2. Belanja Jasa 

3. Belanja Pemeliharaan 

4. Belanja Perjalanan Dinas 
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1) Belanja Barang 

Belanja Barang merupakan pengeluaran dalam rangka melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintah daerah. Realisasi belanja Barang 

TA. 2024 sebesar Rp. 412.567.032.574,50 atau 96,12 % dari anggaran 

sebesar Rp. 429.222.894.080,00. Belanja barang terdiri dari Belanja 

barang pakai habis. Yaitu diantaranya : 

1. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi, Realisasi belanja 

sebesar Rp. 107.565.999,00 atau 99,19 % dari anggaran sebesar 

Rp. 108.445.900,00; 

2. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, Realisasi belanja 

sebesar Rp. 52.222.750,00 atau 92,77 % dari anggaran sebesar 

Rp. 56.295.000,00; 

3. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 7.950.000,00 atau 100 % dari anggaran 

sebesar Rp. 7.950.000,00; 

4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, 

Realisasi belanja sebesar Rp. 2.170.955.017,00 atau 97,08 % 

dari anggaran sebesar Rp. 2.236.264.599,00; 

5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, 

Realisasi belanja sebesar Rp. 139.890.000,00 atau 87,36 % dari 

anggaran sebesar Rp. 160.138.000,00; 

6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, 

Realisasi belanja sebesar Rp. 6.000.000,00 atau 100 % dari 

anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00; 

7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 25.800.000,00 atau 90,35 % dari anggaran 

sebesar Rp. 28.500.000,00; 

8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, 

Realisasi belanja sebesar Rp. 183.778.900,00 atau 98,61 % dari 

anggaran sebesar Rp. 186.373.000,00; 

9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, 

Realisasi belanja sebesar Rp. 97.085.000,00 atau 93,13 % dari 

anggaran sebesar Rp. 104.245.000,00; 
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10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 153.697.500,00 atau 97,52 % dari anggaran 

sebesar Rp. 157.605.000,00; 

11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, 

Realisasi belanja sebesar Rp. 125.798.000,00 atau 99,45 % dari 

anggaran sebesar Rp. 126.491.000,00 

12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera 

Mata, Realisasi belanja sebesar Rp. 55.500.000,00 atau 97,61 % 

dari anggaran sebesar Rp. 56.858.000,00; 

13. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk 

Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 37.699.836.721,50 atau 86,89 % dari anggaran sebesar Rp. 

43.388.399.581,00; 

14. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk 

Dijual/Diserahkan kepada pihak ketiga/ pihak lain, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 370.859.268.484,00 atau 97,17 % dari 

anggaran sebesar Rp. 381.655.820.000,00; 

15. Belanja Natura dan Pakan-Natura, Realisasi belanja sebesar Rp. 

98.096.000,00 atau 99,94 % dari anggaran sebesar                               

Rp. 98.150.000,00 

16. Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 584.982.203,00 atau 90,80 % dari anggaran sebesar                         

Rp. 644.259.000,00; 

17. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Realisasi belanja sebesar 

Rp. 67.962.000,00 atau 99,07 % dari anggaran sebesar                        

Rp. 68.600.000,00; 

18. Belanja Pakaian Dinas KORPRI, Realisasi belanja sebesar                       

Rp. 33.192.000,00 atau 99,83 % dari anggaran sebesar                        

Rp. 33.250.000,00; 

19. Belanja Pakaian Batik Tradisional, Realisasi belanja sebesar                           

Rp. 33.102.000,00 atau 99,55 % dari anggaran sebesar                            

Rp. 33.250.000,00; 

20. Belanja Pakaian Olahraga, Realisasi belanja sebesar                                  

Rp. 64.350.000,00 atau 97,,50 % dari anggaran sebesar                           
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Rp. 66.000.000,00; 

 

2) Belanja Jasa 

Realisasi belanja jasa Tahun Anggaran 2024 Sebesar                                             

Rp 13.847.406.088,00 atau 92,56% dari anggaran sebesar                                  

Rp. 14.959.764.720,00. Belanja Jasa terdiri dari : 

a) Belanja Jasa Kantor, Realisasi belanja sebesar                                                   

Rp. 10.767.665.961,00 atau 91,56 % dari anggaran sebesar                           

Rp. 11.760.321.600,00; 

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 

Pembawa Acara, dan Panitia, Realisasi belanja sebesar                         

Rp. 973.400.000,00 atau 87,54 % dari anggaran sebesar                      

Rp. 1.111.950.000,00; 

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan, Realisasi belanja sebesar                             

Rp. 74.250.000,00 atau 41,70 % dari anggaran sebesar                       

Rp. 178.050.000,00; 

(3) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan, Realisasi belanja sebesar Rp. 6.400.000,00 atau 

100 % dari anggaran sebesar Rp. 6.400.000,00; 

(4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 15.000.000,00 atau 100 % dari anggaran sebesar                         

Rp. 15.000.000,00; 

(5) Belanja Jasa Laboratorium, Realisasi belanja sebesar                      

Rp. 18.260.000,00 atau 10,03 % dari anggaran sebesar                    

Rp. 182.100.000,00; 

(6) Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 2.650.060.000,00 atau 99,13 % dari anggaran sebesar 

Rp. 2.673.370.000,00; 

(7) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Realisasi belanja 

sebesar Rp. 8.000.000,00 atau 100 % dari anggaran sebesar 

Rp.8.000.000,00; 

(8) Belanja Jasa Tenaga Ahli, Realisasi belanja sebesar                            

Rp. 4.332.364.500,00 atau 93,79 % dari anggaran sebesar 
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Rp. 4.619.377.000,00; 

(9) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 92.210.000,00 atau 90,56 % dari anggaran sebesar                    

Rp. 101.820.000,00; 

(10) Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 434.210.000,00 atau 98,93 % dari anggaran sebesar                   

Rp. 438.900.000,00; 

(11) Belanja Jasa Tenaga Supir, Realisasi belanja sebesar                        

Rp. 122.245.000,00 atau 80,44 % dari anggaran sebesar                  

Rp. 151.970.000,00; 

(12) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan 

Fumigasi, Realisasi belanja sebesar Rp. 98.800.000,00 atau 

98,57 % dari anggaran sebesar Rp. 100.230.000,00; 

(13) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 1.467.067.000,00 atau 92,66 % dari 

anggaran sebesar Rp. 1.583.321.000,00; 

(14) Belanja Tagihan Telepon, Realisasi belanja sebesar                            

Rp. 19.826.847,00 atau 50,07 % dari anggaran sebesar                              

Rp. 39.600.000,00; 

(15) Belanja Tagihan Listrik, Realisasi belanja sebesar                          

Rp. 420.185.814,00 atau 82,39 % dari anggaran sebesar      

Rp. 510.000.000,00; 

(16) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 35.356.800,00 atau 87,88 % dari 

anggaran sebesar Rp. 40.233.600,00; 

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Realisasi belanja sebesar                          

Rp. 248.013.487,00 atau 99,03 % dari anggaran sebesar                          

Rp. 250.453.120,00; 

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 209.255.912,00 atau 99,10 % dari 

anggaran sebesar Rp. 211.152.000,00; 

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, 

Realisasi belanja sebesar Rp. 6.555.120,00 atau 98,79 % 

dari anggaran sebesar Rp. 6.635.520,00; 
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(3) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 8.193.900,00 atau 98,79 % dari 

anggaran sebesar Rp. 8.294.400,00; 

(4) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Realisasi belanja 

sebesar Rp. 24.008.555,00 atau 98,51 % dari anggaran 

sebesar Rp. 24.371.200,00; 

c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Realisasi belanja sebesar                    

Rp. 550.464.000,00 atau 86,99 % dari anggaran sebesar                            

Rp. 632.825.000,00; 

(1) Belanja Sewa Aggregate and Concrete Equipment, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 117.840.000,00 atau 100 % dari 

anggaran sebesar Rp. 117.840.000,00; 

(2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 206.594.000,00 atau 84,83 % dari 

anggaran sebesar Rp. 479.325.000,00; 

(3) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 16.400.000,00 atau 63,08 % dari anggaran sebesar                         

Rp. 26.000.000,00; 

(4) Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian, Realisasi belanja 

sebesar Rp. 9.630.000,00 atau 99,69,00 % dari anggaran 

sebesar Rp. 9.660.000,00; 

d) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 57.102.000,00 atau 98,86 % dari anggaran sebesar                               

Rp. 57.762.000,00; 

(1) Belanja Sewa Hotel, Realisasi belanja sebesar                                      

Rp. 57.102.000,00 atau 98,86 % dari anggaran sebesar                       

Rp. 57.762.000,00 

e) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 591.400.000,00 atau 98,57 % dari anggaran sebesar                          

Rp. 600.000.000,00; 

(1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa 

Desain Arsitektural, Realisasi belanja sebesar                                      

Rp. 591.400.000,00 atau 98,57 % dari anggaran sebesar                 

Rp. 600.000.000,00; 
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f) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Realisasi belanja 

sebesar Rp. 1.587.760.640,00 atau 99,338% dari anggaran 

sebesar Rp. 1.598.403.000,00; 

(1) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika, 

Realisasi belanja sebesar Rp. 99.500.000,00 atau 99,50 % 

dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00; 

(2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa 

Konsultansi Manajemen, Realisasi belanja sebesar                                

Rp. 1.488.260.640,00 atau 99,32 % dari anggaran sebesar 

Rp. 1.498.403.000,00; 

g) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 

Pendidikan dan Pelatihan, Realisasi belanja sebesar                                    

Rp. 45.000.000,00 atau 75 % dari anggaran sebesar                                     

Rp. 60.000.000,00; 

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 45.000.000,00 atau 75 % dari anggaran sebesar                                  

Rp. 60.000.000,00; 

 

3) Belanja Pemeliharaan,  

Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp. 1.929.919.900,00 atau 

78,89 % dari anggaran sebesar Rp. 2.446.478.000,00; 

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Realisasi belanja 

sebesar Rp. 1.104.780.200,00 atau 68,31 % dari anggaran 

sebesar Rp. 1.617.320.000,00; 

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa, 

Realisasi belanja sebesar Rp. 10.880.000,00 atau 99,89 % 

dari anggaran sebesar Rp. 10.892.000,00; 

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 

Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 526.193.900,00 atau 57,50 % dari 

anggaran sebesar Rp. 915.110.000,00; 

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 

Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Realisasi 
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belanja sebesar Rp. 148.597.000,00 atau 98,83 % dari 

anggaran sebesar Rp. 150.360.000,00; 

(4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 

Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus, Realisasi belanja 

sebesar Rp. 205.780.300,00 atau 92,42 % dari anggaran 

sebesar Rp. 222.660.000,00; 

(5) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 

Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan), Realisasi belanja 

sebesar Rp. 16.338.000,00 atau 100 % dari anggaran 

sebesar Rp. 16.338.000,00; 

(6) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 

Kantor-Alat Kantor Lainnya, Realisasi belanja sebesar 

Rp.13.032.000,00 atau 44,32% dari anggaran sebesar                         

Rp. 29.403.000,00; 

(7) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 

Rumah Tangga-Alat Pembersih, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 10.330.000,00 atau 99,84 % dari anggaran sebesar                     

Rp. 10.347.000,00; 

(8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 

Rumah Tangga-Alat Pendingin, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 59.114.000,00 atau 73,27 % dari anggaran sebesar                  

Rp. 80.678.000,00; 

(9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 

Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), 

Realisasi belanja sebesar Rp. 37.500.000,00 atau 53,75 % 

dari anggaran sebesar Rp. 69.769.000,00; 

(10) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan 

Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 27.215.000,00 atau 99,97 % dari 

anggaran sebesar Rp. 27.223.000,00; 

(11) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal 

Computer, Realisasi belanja sebesar Rp. 49.800.000,00 atau 

87,46 % dari anggaran sebesar Rp. 56.940.000,00; 

(12) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
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Peralatan Personal Computer, Realisasi belanja sebesar                 

Rp. 0,00 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 27.600.000,00; 

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Realisasi belanja 

sebesar Rp. 825.139.700,00 atau 99,52 % dari anggaran sebesar 

Rp. 829.158.000,00; 

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 

Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 825.139.700,00 atau 99,52 % dari 

anggaran sebesar Rp. 829.158.000,00; 

 

4) Belanja Perjalanan Dinas 

Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 Realisasi belanja sebesar                   

Rp. 2.514.792.250,00 atau 89,02 % dari anggaran sebesar                     

Rp. 2.824.870.000,00; 

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 2.514.792.250,00 atau 89,02 % dari anggaran sebesar                    

Rp. 2.824.870.000,00; 

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 2.212.742.250,00 atau 90,15 % dari anggaran sebesar 

Rp. 2.454.470.000,00; 

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Realisasi belanja 

sebesar Rp. 179.500.000,00 atau 74,28 % dari anggaran 

sebesar Rp. 241.650.000,00; 

(3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, 

Realisasi belanja sebesar Rp. 117.300.000,00 atau 95,13 % 

dari anggaran sebesar Rp. 123.300.000,00; 

(4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 5.250.000,00 atau 96,33 % dari anggaran 

sebesar Rp. 5.450.000,00; 

 

2. Belanja Modal 

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam 
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kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya . 

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 5.832.758.474,99 atau sebesar 97,40 % 

dari Pagu anggaran Rp. 5.988.758.601,00. Belanja Modal Tahun 2024 terdiri 

dari; 

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Realisasi belanja sebesar                          

Rp. 610.191.601,00 atau 95,53 % dari anggaran sebesar                                               

Rp. 638.758.601,00; 

1) Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment, Realisasi belanja 

sebesar Rp. 6.756.000,00 atau 100 % dari anggaran sebesar                                     

Rp. 6.756.000,00; 

2) Belanja Modal Pompa, Realisasi belanja sebesar Rp 4.246.601,00 

atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 4.246.601,00; 

3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Angkutan Barang, 

Realisasi belanja sebesar Rp. 3.420.000,00 atau 100 % dari anggaran 

sebesar Rp. 3.420.000,00; 

4) Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus, Realisasi belanja sebesar 

Rp. 30.846.000,00 atau 100 % dari anggaran sebesar                                             

Rp. 30.846.000,00; 

5) Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik Tak Bermesin, Realisasi 

belanja sebesar Rp. 8.627.000,00 atau 100 % dari anggaran sebesar 

Rp. 8.627.000,00; 

6) Belanja Modal Alat Pendingin, Realisasi belanja sebesar                                      

Rp. 56.400.000 atau 92,80 % dari anggaran sebesar                                            

Rp. 60.778.000,00; 

7) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Realisasi 

belanja sebesar Rp. 153.046.000,00 atau 99,35 % dari anggaran 

sebesar Rp. 154.046.000,00; 

8) Belanja Modal Personal Computer, Realisasi belanja sebesar                            

Rp. 266.000.000,00 atau 95 % dari anggaran sebesar                                          

Rp. 280.000.000,00; 

9) Belanja Modal Peralatan Personal Computer, Realisasi belanja 

sebesar Rp. 80.250.000,00 atau 89,79 % dari anggaran sebesar                      

Rp. 90.039.000,00; 
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b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Realisasi belanja sebesar                             

Rp. 5.222.566.873,99 atau 97,62 % dari anggaran sebesar                                            

Rp. 5.350.000,00; 

1) Belanja Modal Bangunan Gedung Untuk Bengkel/ Hanggar, Realisasi 

belanja sebesar Rp. Rp. 5.222.566.873,99 atau 97,62 % dari anggaran 

sebesar Rp. 5.350.000,00; 

 

Tabel 3.11 

Realisasi Belanja TA. 2024 

Uraian Pagu Anggaran Realisasi % 

BELANJA DAERAH   

BELANJA OPERASI 466.326.490.800,00 447.137.017.864,50 95,88 

Belanja Pegawai 16.872.484.000,00 16.277.867.052,00 96,48 

Belanja Barang dan Jasa 449.454.006.800,00 430.859.150.812,50 95,86 

Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 

BELANJA MODAL 5.988.758.601,00 5.832.758.474,99 97,40 

Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin 
638.758.601,00 610.191.601,00 95,53 

Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 
5.350.000.000,00 5.222.566.873,99 97,62 

Belanja Modal Jalan, 

Jaringan, dan Irigasi 
0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya 
0,00 0,00 0,00 

JUMLAH BELANJA 

DAERAH 
472.315.249.401,00 452.969.776.339,49 95,90 
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Tabel 3.12 

Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2024 

Program, Kegiatan dan Tolok 
Ukur 

Target Kinerja 

Pagu Anggaran 
Realisasi Keuangan Sisa Anggaran 

Hambatan dan 
Permasalahan 

  (%) (Rp.) (%) 

(Rp.) (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6) 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 

BELANJA OPERASI     472,315,249,401.00 452,969,776,339.49 95.90  19,345,473,062  4.10   

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

    30,258,432,399.00 28,503,186,675.00 94.20 1,755,245,724.00 5.80   

1 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

  
  

1,464,009,858.00 1,380,328,800.00 94.28 83,681,058.00 5.72   

  1 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

2 Dok 500,027,006.00 450,447,940.00 90.08 49,579,066.00 9.92   

  2 
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

2 Dok 15,000,000.00 14,999,840.00 100.00 160.00 0.00   

  3 
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

2 Dok 15,000,000.00 14,999,840.00 100.00 160.00 0.00   

  4 
Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-SKPD 

2 Dok 15,000,000.00 10,699,840.00 71.33 4,300,160.00 28.67   

  5 
Koordinasi dan 
Penyusunan Perubahan 
DPA-SKPD 

2 Dok 15,000,000.00 14,999,840.00 100.00 160.00 0.00   

  6 
Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

12 Laporan 597,361,540.00 587,767,950.00 98.39 9,593,590.00 1.61   
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Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

  7 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

4 Laporan 306,621,312.00 286,413,550.00 93.41 20,207,762.00 6.59   

2 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  17,583,074,952.00 16,985,346,587.00 96.60 597,728,365.00 3.40   

  1 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

58 Org/Bulan 16,253,644,000.00 15,750,367,052.00 96.90 503,276,948.00 3.10   

  2 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

12 Dok 650,000,000.00 558,649,835.00 85.95 91,350,165.00 14.05   

  3 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

11 Dok 500,000,000.00 499,917,460.00 99.98 82,540.00 0.02   

  4 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

12 Dok 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 0.00 0.00   

  5 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

1 Laporan 20,000,000.00 19,256,000.00 96.28 744,000.00 3.72   

  6 
Pengelolaan dan 
Penyiapan Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

1 Dok 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 0.00 0.00   

  7 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD 

18 Laporan 129,430,952.00 127,156,240.00 98.24 2,274,712.00 1.76   

  8 
Penyusunan Pelaporan 
dan Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

1 Dok 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 0.00 0.00   
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3 
Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat 
Daerah 

  214,776,290.00 184,671,255.00 85.98 30,105,035.00 14.02   

  1 

Penyusunan 
Perencanaan Kebutuhan 
Barang Milik Daerah 
SKPD 

2 Dok 42,098,280.00 30,364,300.00 72.13 11,733,980.00 27.87   

  2 
Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

1 Dok 69,747,000.00 67,206,055.00 96.36 2,540,945.00 3.64   

  3 
Koordinasi dan Penilaian 
Barang Milik Daerah 
SKPD 

1 Laporan 63,761,560.00 58,273,900.00 91.39 5,487,660.00 8.61   

  4 

Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

1 Laporan 11,347,000.00 11,316,500.00 99.73 30,500.00 0.27   

  5 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

1 Laporan 27,822,450.00 17,510,500.00 62.94 10,311,950.00 37.06   

4 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

  511,765,880.00 450,805,700.00 88.09 60,960,180.00 11.91   

  1 
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

4 Paket 199,000,000.00 196,836,000.00 98.91 2,164,000.00 1.09   

  2 
Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

1 Dok 32,737,600.00 23,358,000.00 71.35 9,379,600.00 28.65   

  3 
Koordinasi dan 
Pelaksanaaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

1 Dok 187,276,280.00 165,884,700.00 88.58 21,391,580.00 11.42   

  4 
Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

1 Dok 32,752,000.00 19,727,000.00 60.23 13,025,000.00 39.77   
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  5 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

8 Orang 60,000,000.00 45,000,000.00 75.00 15,000,000.00 25.00 

Target tidak 
tercapai dari 
target Diklat 
sebanyak 8 
Orang hanya 
dilaksanakan 
hanya 6 orang, 
hal tersebut 
dikarenakan 
tidak didukung 
oleh anggaran 
perjalanan 
dinas menuju 
ke tempat 
Diklat 

5 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

  2,980,820,080.00 2,751,921,020.00 92.32 228,899,060.00 7.68   

  1 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

4 Paket 159,760,400.00 155,785,500.00 97.51 3,974,900.00 2.49   

  2 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

13 Paket 566,026,040.00 536,430,140.00 94.77 29,595,900.00 5.23   

  3 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

1 Paket 28,304,000.00 25,521,320.00 90.17 2,782,680.00 9.83   

  4 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

3 Paket 82,640,000.00 80,043,840.00 96.86 2,596,160.00 3.14   

  5 
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang- undangan 

1 Dok 43,093,440.00 38,145,600.00 88.52 4,947,840.00 11.48   

  6 
Penyediaan 
Bahan/Material 

206 Paket 1,628,738,800.00 1,511,783,240.00 92.82 116,955,560.00 7.18   

  7 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

1 Laporan 45,280,000.00 39,050,000.00 86.24 6,230,000.00 13.76   
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  8 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

1 Laporan 246,149,400.00 207,633,540.00 84.35 38,515,860.00 15.65   

  9 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

1 Dok 133,960,000.00 122,539,040.00 91.47 11,420,960.00 8.53   

  
1
0 

Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

1 Dok 46,868,000.00 34,988,800.00 74.65 11,879,200.00 25.35   

6 
Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  576,663,200.00 541,546,320.00 93.91 35,116,880.00 6.09   

  1 
Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

17 Unit 576,663,200.00 541,546,320.00 93.91 35,116,880.00 6.09   

7 
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  4,450,200,768.00 4,251,674,093.00 95.54 198,526,675.00 4.46   

  1 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

12 Laporan 47,320,000.00 44,320,000.00 93.66 3,000,000.00 6.34   

  2 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

12 Laporan 549,840,000.00 440,012,661.00 80.03 109,827,339.00 19.97   

  3 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

12 Laporan 38,264,000.00 28,634,000.00 74.83 9,630,000.00 25.17   

  4 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

12 Laporan 3,814,776,768.00 3,738,707,432.00 98.01 76,069,336.00 1.99   

8 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  2,477,121,371.00 1,956,892,900.00 79.00 520,228,471.00 21.00   

  1 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 

5 Unit 180,813,200.00 173,057,200.00 95.71 7,756,000.00 4.29   



 

 150 

Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  2 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

70 Unit 1,122,256,171.00 720,519,000.00 64.20 401,737,171.00 35.80   

  3 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

282 Unit 335,560,000.00 229,697,000.00 0.00 105,863,000.00 0.00   

  4 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

1 Unit 539,084,000.00 537,948,800.00 99.79 1,135,200.00 0.21   

  5 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

1 Unit 299,408,000.00 295,670,900.00 98.75 3,737,100.00 1.25   

PROGRAM PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

    35,223,684,249.00 32,432,785,829.49 92.08 2,790,898,419.51 7.92   

9 

Pendataan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi 
Program Provinsi 

  937,136,000.00 931,319,703.00 99.38 5,816,297.00 0.62   

  1 
Identifikasi Lahan-Lahan 
Potensial sebagai Lokasi 
Relokasi Perumahan 

3 Dok 309,805,600.00 307,919,340.00 99.39 1,886,260.00 0.61   

  2 

Pengumpulan Data 
Rumah Korban Bencana 
Kejadian Sebelumnya 
yang Belum Tertangani 

1 Dok 108,900,800.00 108,379,203.00 99.52 521,597.00 0.48   

  3 

Pendataan Rumah Sewa 
Milik Masyarakat, Rumah 
Susun dan Rumah 
Khusus 

1 Dok 110,000,000.00 109,353,240.00 99.41 646,760.00 0.59   
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  4 

Pendataan dan Verifikasi 
Calon Penerima Rumah 
bagi Masyarakat yang 
Terkena Relokasi 
Program Provinsi 

0 Dok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sub Kegiatan 
ini tidak 
dilaksanakan 
dan 
dihilangkan 
pada anggaran 
perubahan 
dikarenakan 
belum adanya 
data relokasi 
program 
pemerintah 
provinsi 

  5 

Identifikasi Perumahan di 
Lokasi yang Berpotensi 
Terkena Relokasi 
Program Provinsi 

1 Dok 100,000,000.00 98,893,200.00 98.89 1,106,800.00 1.11   

  6 
Pendataan Tingkat 
Kerusakan Rumah Akibat 
Bencana Provinsi 

1 Dok 98,561,600.00 97,743,200.00 99.17 818,400.00 0.83   

  7 

Pendataan dan Verifikasi 
Calon Penerima Rumah 
bagi Korban Bencana 
Provinsi 

1 Dok 99,868,000.00 99,252,800.00 99.38 615,200.00 0.62   

  8 
Identifikasi Perumahan di 
Lokasi Rawan Bencana 
Provinsi 

1 Dok 110,000,000.00 109,778,720.00 99.80 221,280.00 0.20   

10 

Sosialisasi dan Persiapan 
Penyediaan dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana 
atau Relokasi Program 
Provinsi 

  329,982,940.00 277,342,369.00 84.05 52,640,571.00 15.95   
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  1 

Sosialisasi Standar 
Teknis Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah 
kepada 
Masyarakat/Sukarelawan 
Tanggap Bencana 

60 Org 79,286,400.00 68,196,000.00 86.01 11,090,400.00 13.99   

  2 

Pembentukan dan 
Pelatihan Tim Satgas, 
Tim Pendamping dan 
Fasilitator 

100 Org 214,735,740.00 176,022,809.00 81.97 38,712,931.00 18.03   

  3 
Koordinasi untuk 
Menyepakati Penerima 
dan Jenis Pelayanan 

1 Dok 35,960,800.00 33,123,560.00 92.11 2,837,240.00 7.89   

11 

Pembangunan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi 
Program Provinsi 

  33,869,527,309.00 31,140,628,557.49 91.94 2,728,898,751.51 8.06   

  1 
Rehabilitasi Rumah bagi 
Korban Bencana 

42 Unit rumah 2,618,407,974.00 2,418,715,902.50 92.37 199,692,071.50 7.63   

  2 
Pembangunan Rumah 
bagi Korban Bencana 

176 Unit rumah 26,793,868,535.00 24,512,632,154.99 91.49 2,281,236,380.01 8.51   

  3 
Pembangunan Rumah 
Khusus beserta PSU bagi 
Korban Bencana Provinsi 

363 Unit rumah 4,457,250,800.00 4,209,280,500.00 94.44 247,970,300.00 5.56   

12 

Pendistribusian dan Serah 
Terima Rumah bagi Korban 
Bencana atau Relokasi 
Program Provinsi 

  87,038,000.00 83,495,200.00 95.93 3,542,800.00 4.07   

  1 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyelenggaraan 
Perumahan 

1 Laporan 47,284,400.00 44,766,000.00 94.67 2,518,400.00 5.33   
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  2 

Penatausahaan Serah 
Terima Rumah bagi 
Korban Bencana Provinsi 
atau Relokasi Program 
Provinsi 

1 Dok 39,753,600.00 38,729,200.00 97.42 1,024,400.00 2.58   

PROGRAM KAWASAN 
PERMUKIMAN 

    7,373,481,424.00 6,942,469,445.00 94.15 431,011,979.00 5.85   

13 

Penataan Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan 
Luas 10 (Sepuluh) Ha 
sampai dengan di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 

  639,706,150.00 529,366,130.00 82.75 110,340,020.00 17.25   

  1 
Penyusunan/Review/Lega
lisasi Kebijakan Bidang 
PKP 

1 Dok 327,092,150.00 229,442,450.00 70.15 97,649,700.00 29.85   

  2 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

2 Laporan 312,614,000.00 299,923,680.00 95.94 12,690,320.00 4.06   

14 

Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai dengan 
di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 

  6,733,775,274.00 6,413,103,315.00 95.24 320,671,959.00 4.76   

  1 

Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni dalam 
Kawasan Permukiman 
dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 

26 
Unit 

Rumah 
2,283,419,200.00 2,206,469,979.00 96.63 76,949,221.00 3.37   
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  2 

Pelaksanaan 
Pembangunan 
Pemugaran/ Peremajaan 
Permukiman Kumuh 
dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 
(Lima Belas) Ha 

2,30 Ha 4,450,356,074.00 4,206,633,336.00 94.52 243,722,738.00 5.48   

PROGRAM PENINGKATAN 
PRASARANA, SARANA DAN 
UTILITAS UMUM (PSU) 

    399,214,476,369.00 384,881,676,610.00 96.41 
14,332,799,759.0

0 
3.59   

15 
Urusan Penyelenggaraan 
PSU Permukiman  

  399,214,476,369.00 384,881,676,610.00 96.41 
14,332,799,759.0

0 
3.59   

  1 
Perencanaan Penyediaan 
PSU Permukiman 

6 Dok 725,603,080.00 684,321,256.00 94.31 41,281,824.00 5.69   

  2 

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas 
Umum di Permukiman 
untuk Menunjang Fungsi 
Permukiman  

1872 Lokasi 368,445,636,789.00 356,815,536,228.00 96.84 
11,630,100,561.0

0 
3.16 

Target belum 
tercapaia, 
dikarenakan 
terdapat 9 
lokasi 
pekerjaan tidak 
dapat 
dilaksanakan 
karena lokasi 
pekerjaan 
masih bisa di 
pergunakan 

  3 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi dalam 
rangka Penyediaan 
Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum 
Permukiman 

282 Laporan 29,935,781,100.00 27,287,541,102.00 91.15 2,648,239,998.00 8.85   



 

 155 

  4 
Verifikasi dan Penyerahan 
PSU Permukiman dari 
Pengembang 

1 Laporan 107,455,400.00 94,278,024.00 87.74 13,177,376.00 12.26   

PROGRAM PENINGKATAN 
PELAYANAN SERTIFIKASI, 
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN 
REGISTRASI BIDANG 
PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

    98,711,880.00 87,256,780.00 88.40 11,455,100.00 11.60   

16 

Sertifikasi dan Registrasi 
bagi Orang atau Badan 
Hukum yang Melaksanakan 
Perancangan dan 
Perencanaan Rumah serta 
Perencanaan Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum 
PSU Tingkat Kemampuan 
Menengah 

  98,711,880.00 87,256,780.00 88.40 11,455,100.00 11.60   

  1 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penerbitan 
Sertifikasi dan Registrasi 
Pengembang Perumahan 
dengan Kualifikasi 
Menengah 

1 Laporan 98,711,880.00 87,256,780.00 88.40 11,455,100.00 11.60   

PROGRAM PENGADAAN TANAH 
UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

    74,000,400.00 66,401,000.00 89.73 7,599,400.00 10.27   

17 

Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Umum di 
Wilayah Provinsi 

  74,000,400.00 66,401,000.00 89.73 7,599,400.00 10.27   

  1 

Pemberitahuan, 
Pendataan Awal Lokasi, 
Konsultasi Publik 
Rencana Pembangunan 
dan Penetapan Lokasi 

1 Dok 74,000,400.00 66,401,000.00 89.73 7,599,400.00 10.27   
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Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Umum 

PROGRAM REDISTRIBUSI 
TANAH DAN GANTI KERUGIAN 
TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM 
DAN TANAHABSENTEE 

    37,840,000.00 25,800,000.00 68.18 12,040,000.00 31.82   

18 

Penetapan Subyek dan 
Obyek Redistribusi Tanah 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 

  37,840,000.00 25,800,000.00 68.18 12,040,000.00 31.82   

  1 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penataan 
Akses dalam 
Pemanfaatan Redistribusi 
Tanah Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 BA 37,840,000.00 25,800,000.00 68.18 12,040,000.00 31.82   

PROGRAM PENATAGUNAAN 
TANAH 

    34,622,680.00 30,200,000.00 87.23 4,422,680.00 12.77   

19 

Perencanaan Penggunaan 
Tanah yang Hamparannya 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 

  34,622,680.00 30,200,000.00 87.23 4,422,680.00 12.77   

  1 

Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pelaksanaan 
Konsolidasi Tanah 
Kewenangan Provinsi 

1 Dok 34,622,680.00 30,200,000.00 87.23 4,422,680.00 12.77   

    JUMLAH     472,315,249,401.00 452,969,776,339.49 95.90 
19,345,473,061.5

1 
4.10   
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Bab IV 

Penutup 

 

4.1  Kesimpulan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan dapat disimpulkan bahwa 

secara umum telah dapat memenuhi sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 

2023-2026. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dari 8 

(delapan) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) Sub 

Kegiatan pada APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Banten Tahun 2024. Adapun capaian kinerja sasaran, sebagaimana tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 Capaian Kinerja sasaran 

No. Sasaran 
Indikator Kinerja 

Utama 

Target 2024 
(PK 

Perubahan) 
Realisasi Capaian Ket. 

1 

Meningkatnya 
kualitas rumah, 

penataan 
kawasan 

permukiman 
yang layak dan 

tata kelola 
pertanahan 

Cakupan 
lingkungan 

permukiman yang 
sehat dan aman 
yang didukung 
dengan PSU 

99.44 99.32 99.88 
Tidak 

tercapai 

2 

Persentase 
Rumah Tangga 
yang Menghuni 

Rumah Layak dan 
Terjangkau 

77 77 100 Tercapai 

3 
Luasan 

Permukiman 
Kumuh 

160 130,70 122.42 
Melebihi 
Target 

4 

Persentase 
Pemenuhan Sub 

Urusan 
Pertanahan 

100 100 100 Tercapai 

5 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 

kinerja 
penyelenggaraa
n pemerintahan 

Nilai SAKIP OPD 70-80 78,65 112,36 
Melebihi 
Target 
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4.2 Saran-saran rekomendasi 

Seluruh capaian kinerja yang telah dicapai, telah memberikan pelajaran yang 

sangat berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai 

dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2024, dirumuskan beberapa langkah penting 

sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau bahan 

pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja yang akan datang sebagai berikut: 

a. Lebih meningkatkan koordinasi antar bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten maupun dengan 

pemerintah dan kabupaten/kota 

b. Mengoptimalkan potensi yang ada baik berupa SDM, Anggaran maupun kegiatan 

yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut dapat lebih efektif dan efisien 

mewujudkan tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan 

c. Mitigasi terhadap daerah rawan bencana maupun daerah terdampak bencana di 

daerah rawan bencana provinsi 

d. Pengupayaan penggunaan teknologi lainnya selain RISHA seperti RUSPIN selain 

aman juga dengan harga yang lebih murah  

e. Meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan bagi pegawai maupun 

tukang yang mencetak RISHA dengan tenaga ahli dari PUSKIM Bandung, peserta 

pelatihan diberikan sertifikat dan bekerja di Workshop yang dimiliki oleh Dinas 

Perkim Provinsi Banten 

f. Pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasiln rendah (MBR) dalam upaya 

kepemilikan rumah tinggal dengan memberikan bantuan 

pembangunan/peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) di 

perumahan pengembang 

g. Memverifikasi dan memvalidasi usulan data lokasi prasarana sarana dan utilitas 

umum permukiman yang disampaikan ke Dinas Perkim yang dilakukan oleh Tim 

Veriifkasi dan Validasi Dinas Perkim; 

h. Mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi pendataan berbasis online sebagai tools 

baik sebagai bahan perencanaan maupun untuk monitoring dan evaluasi bidang 

perumahan dan Kawasan permukiman. 
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun, semoga 

bermanfaat dan menjadi acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Banten dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang 

akan datang. 









 

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024 
 

 

Penjelasan Kinerja 1 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ini memiliki 1 (satu) 

indikator kinerja yang akan mengambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran  yang akan 

diwujudkan, yaitu: 

 

No Indikator Penjelasan Indikator Formulasi Sumberdata 

1 Capaian SAKIP Perangkat 

Daerah 

Nilai hasil evaluasi 

AKIP oleh inspektorat 

yang terdiri dari 

Perencanaan, 

Pengukuran, Pelaporan 

dan Evaluasi  

Nilai LHE AKIP 

Perangkat Daerah 

Hasil evaluasi 

AKIP 

Inspektorat 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Indikator Kinerja Target 2024 penjelasan 

Capaian SAKIP (Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

70-80 Nilai target 70-80 yang ditetapkan merupakan trend 

positif, semakin besar nilainya semakin baik 

capaiannya.  

 

 

Penjelasan Kinerja 2 

 

Indikator Kinerja  

Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola 

pertanahan, ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja yang akan mengambarkan secara langsung 

ketercapaian/kondisi sasaran  yang akan diwujudkan, yaitu: 

 

No Indikator Penjelasan Indikator Formulasi Sumberdata 

1 Cakupan lingkungan 

permukiman yang sehat 

dan aman yang didukung 

dengan PSU 

Penyediaan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas 

Umum Permukiman 

yang ditangani oleh 

Provinsi berdasarkan 

PERKADA 

= (Jumlah penyediaan 

PSU permukiman pada 

Tahun n yang ditangani 

oleh Provinsi)/(Jumlah 

rencana penyediaan PSU 

permukiman pada Tahun 

n yang ditangani oleh 

Provinsi) x 100 

DPRKP 

2 Persentase Rumah 

Tangga yang Menghuni 

Rumah Layak dan 

Terjangkau 

Penyediaan rumah layak 

huni di Provinsi Banten 

yang ditangani oleh 

Provinsi (Pembangunan 

rumah bagi korban 

bencana dan relokasi 

program Provinsi) 

=(Jumlah rumah layak 

huni yang ditangani oleh 

Provinsi)/(Jumlah rumah 

tidak layak huni yang 

menjadi kewenangan 

Provinsi) x 100 

DPRKP 

3 Luasan Permukiman 

Kumuh 

Luas kawasan kumuh 

sesuai kewenangan 

provinsi (10 Ha sampai 

dengan di bawah 15 Ha) 

yang ditangani oleh 

Provinsi berdasarkan 

Penetapan SK Kepala 

Daerah Kab/Kota dan 

atau MoU 

=Luasan permukiman 

kumuh yang tertangani 

DPRKP 



4 Persentase Pemenuhan 

Sub Urusan Pertanahan 

Pemenuhan sub urusan 

pertanahan sesuai 

dengan peraturan dan 

kewenangan Provinsi 

= (jumlah presentase 

hasil pengadaan tanah + 

redistribusi tanah dan 

ganti rugi tanah + 

penggunaan tanah di 

tahun N) / (Total 

presentase rencana 

pengadaan tanah + 

redistribusi tanah dan 

ganti rugi tanah + 

penggunaan tanah di 

Tahun N) x 100 

DPRKP 

 

Target Kinerja 

Dalam perjanjian Kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai 

dengan penjelasan sebagai berikut 

 

Indikator Kinerja Target 2024 Penjelasan 

Cakupan lingkungan permukiman 

yang sehat dan aman yang 

didukung dengan PSU 

94,48% Target yang ditetapkan merupakan semakin banyak 

usulan peningkatan kualitas PSU yang ditangani oleh 

provinsi semakin baik capainnya 

Persentase Rumah Tangga yang 

Menghuni Rumah Layak dan 

Terjangkau 

60,85% Target yang ditetapkan merupakan semakin banyak 

Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani leh Provinsi 

semakin bertambah rumah yang menghuni rumah 

layak huni 

Luasan Permukiman Kumuh 160 Ha Target yang ditetapkan merupakan luasan kawasan 

kumuh kewenangan Provinsi 10 s.d dibawah 15 Ha 

yang ditetapkan dalam SK Kumuh Kabupaten/Kota 

semakin rendah luasannya maka akan berkurang 

kawasan kumuhnya 

Persentase Pemenuhan Sub 

Urusan Pertanahan 

100% Target yang ditetapkan merupakan semakain banyak 

jumlah usulan pemohon penetapan lokasi pengadaan 

tanah yang ditetapkan Keputusan Gubernur tentang 

Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah maka semakin 

baik capaiannya 

 














